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DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KATA PENGANTAR

“Secara keseluruhan kinerja Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara pada
tahun 2025 memberikan warna yang
bagus dalam perjalanannya, terpenting
masih mampu memberikan sumbangsih

dalam Pendapatan Negara ini”

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat rahmat dan karuniaNya, Ditjen Minerba telah menyusun Laporan Kinerja Ditjen
Minerba Tahun 2025. Laporan Kinerja Ditjien Minerba Tahun 2025 merupakan wujud
pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen
Minerba dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2025. Laporan
Kinerja disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 merupakan masa peralihan Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian ESDM 2020-2024 ke Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, termasuk
pergantian pemerintahan, yang menyebabkan adanya pergeseran arah kebijakan.
Kinerja Ditjen Minerba mendukung tujuan dan sasaran yang diturunkan dari Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian ESDM dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden.
Target Kinerja tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Minerba. Di
dalam Laporan Kinerja ini terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap
target kinerja yang telah ditetapkan dalam PK tahun 2025 maupun perbandingan
capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.Sepanjang Renstra
Kementerian ESDM tahun 2025 — 2029 pertambangan masih merupakan tonggak dari

pembangunan Bangsa. Dalam sektor energi, aspek pertambangan mineral dan



batubara masih mampu menempatkan posisinya sebagai penopang PNBP Subsektor
Minerba terbesar sebanyak Rp 130,2 Triliun atau sebesar 104,38% dari target PNBP
tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian
APBN Tahun 2025.

Pencapaian lainnya Ditjen Minerba dalam program kemandirian dan ketahanan
energi batubara adalah tercapainya produksi batubara sebesar 817,48 Juta ton
dimana tingkat capaian 115,14% dari target produksi dalam Perjanjian Kinerja pada
tahun 2025. Hal lain yang tidak kalah membanggakan dari capaian kami adalah
kebutuhan batubara untuk pemenuhan kepentingan dalam negeri sebesar 246,88 juta
ton dengan tingkat capaian 136,19% dari target dalam Perjanjian Kinerja.

Kinerja Ditien Minerba Tahun 2025 merupakan pelaksanaan program Ditjen
Minerba dalam tahun anggaran 2025 untuk mendukung salah satu Asta Cita Presiden
dalam mewujudkan Swasembada Energi dan Hilirisasi Sumber Daya Mineral yang
Berkelanjutan. Hal tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba tahun
2025 yang terdiri atas 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan 14 (empat belas)
Indikator Kinerja Utama. Kinerja Ditjen Minerba tahun 2025 secara rata-rata dapat
melampaui target 2025, dimana rata-rata capaian indikator kinerja Ditjen Minerba
sebesar 131,59% dari target yang ditetapkan.

Diharapkan Laporan Kinerja Ditien Minerba Tahun 2025 dapat memberikan
informasi terkait hasil capaian kinerja maupun program dan kegiatan Ditjen Minerba
kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi sumber informasi untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik. Selain itu, Laporan Kinerja Ditien Minerba Tahun 2025 dapat
menjadi bahan evaluasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Ditjen
Minerba di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2026
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

bl

Tri Winarno



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2025 disusun dalam rangka pelaksanaan
amanat dari Undang-Undang No 28 Tahun 1999 yang mengangkat asas akuntabilitas
dalam penyelenggaraan negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 merupakan masa peralihan Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian ESDM 2020-2024 ke Renstra Kementerian ESDM 2025-2029.
Mengingat Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 baru ditetapkan pada tanggal 30
Desember 2025, sementara DIPA 2025 masih menggunakan sasaran dan indikator
pada Renstra periode 2020-2024 dan belum sepenuhnya dilaksanakan penyesuaian
terhadap renstra yang baru, serta mengacu kepada surat Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor
B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 hal Pemberitahuan Penyampaian
Laporan Kinerja 2025, maka Perjanjian Kinerja Ditien Minerba Tahun 2025 masih
mengacu kepada informasi kinerja pada Renstra periode sebelumnya dengan 9
(sembilan) Sasaran Strategis (SS) dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama
(IKU). Adapun uraian garis besar PK Ditjen Minerba disampaikan sebagai berikut:

1.  Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, diukur dengan
2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub
Sektor Batubara dan Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.

2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral, diukur dengan 1 (satu) Indikator
Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah
Dalam Negeri.

3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan
Berkelanjutan, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase
Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dan Persentase Realisasi

Investasi Sub Sektor Minerba.



4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja
Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.

5.  Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas, diukur
dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/
Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.

6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif, diukur
dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan
Pengawasan Sub Sektor Minerba, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP).

7. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan
Prima, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi
Birokrasi.

8. Organisasi Fit dan SDM yang Unggul, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja
Utama yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.

9. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, diukur dengan 1 (satu) Indikator
Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2025 dapat dilihat dari realisasi indikator

kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025, yaitu:

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 93,81
(105,69%) dari target sebesar 88,76.

2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 90,5
(100,56%) dari target sebesar 90.

3. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri,
sebesar 86,4 (104,77%) dari target sebesar 82,47.

4. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba, sebesar

104,38% dengan realisasi Rp 130,2 Triliun dari target PNBP Tahun 2025
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 sedangkan tingkat
capaiannya bila dibandingkan dengan target PK adalah 110,48% sehingga
keseluruhan capaian telah melampaui target 100%.

5. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba, sebesar 221,08% dari

target sebesar 100% dengan realisasi investasi sebesar US$ 7,00813 Miliar.



10.

11.
12.
13.
14.

Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba, sebesar 3,63 (103,42%) dari
target sebesar 3,51.

Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan
Tata Kelola Minerba, sebesar 12 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi (400%)
dari target sebesar 3 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba, sebesar
85,93 (108,77%) dari target sebesar 79.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba,
sebesar 83,45 (100,54%) dari target sebesar 83.

Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebesar
3,721 (95,41%) dari target sebesar 3,9.

Indeks Reformasi Birokrasi, sebesar 85,80 (94,29%) dari target sebesar 91.
Nilai Evaluasi Kelembagaan, sebesar 78,91 (97,42%) dari target sebesar 81.
Indeks Profesionalitas ASN, sebesar 86,52 (103%) dari target sebesar 84.
Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA), sebesar 92,66 (102,96%) dari target sebesar 90.
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1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bahwa KESDM terdiri dari beberapa
Eselon |, salah satunya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 18 bahwa Ditien Minerba mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengawasan, dan pengendalian mineral dan batubara. Ditjen Minerba sebagai salah
satu penyelenggara negara, harus menaati beberapa asas umum terkait
penyelenggaraan Negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu asas
kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum,
asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas akuntabilitas.
Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tersebut juga menyebutkan bahwa asas
akuntabilitas menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas dari
Penyelenggara Negara (Ditien Minerba) adalah penyusunan Laporan Kinerja Ditjen
Minerba Tahun 2025.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba)
disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025 yang dipercayakan kepada Ditjen
Minerba atas penggunaan anggaran. Adapun format pembuatan laporan kinerja
instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.



1.2  Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu unit Eselon |
di lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas
pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, sesuai Peraturan Menteri ESDM
Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM dan
Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Pengujian Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba dibantu oleh 7 (tujuh) unit Eselon II,

yaitu:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba (SDB);

2) Direktorat Pembinaan Program Minerba (DBP);

3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral (DBM);
4) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara (DBB);
5) Direktorat Penerimaan Minerba (DBN);

6) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba (DBT); dan
7) Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA.

Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar
berikut.
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Gambar 1.3 Struktur Organisasi Unit Es. Il
Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2025
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Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Tahun 2025
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Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Tahun 2025
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Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba Tahun 2025



1.3
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Gambar 1.8 Struktur Organisasi Unit Es. Il
Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara “tekMIRA” Tahun 2025

Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang tentang Kementerian Energi

Sumber Daya Mineral (KESDM) dan diturunkan secara rinci dalam Bab VIl Pasal 116-
117 Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang diuraikan sebagai berikut:

1.

Ditjen Minerba mempunyai tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian mineral dan

batubara.

Ditjen Minerba menyelenggarakan fungsi:

a.

Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan
lingkungan mineral dan batubara;

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan

pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;



c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan,
pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan,
keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan,
pengawasan, dan pengendalian Kkegiatan pengusahaan, keteknikan,
keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;

e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan,
keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan
batubara;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset utama organisasi dalam rangka
mewujudkan visi dan misi organisasi. Sumber daya Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara tersusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna
mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta tujuan
dan sasaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jumlah SDM Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan data per 31 Desember 2025 adalah 1.372
pegawai (1 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta 1.367 pegawai dari ketujuh
unit Eselon I, dan 5 pegawai penugasan). Berikut komposisi pegawai Ditjen Minerba
tahun 2025. Adapun rincian pegawai dari unit Eselon IlI, terdiri dari 705 pegawai
(51,38%) di bawah naungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, 167 pegawai
(12,17%) di BBPMB tekMIRA, 152 pegawai (11,08%) di Sekretariat Ditjien Minerba
termasuk Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, 106 pegawai (7,73%) di Direktorat
Pembinaan Pengusahaan Mineral, 87 pegawai (6,34%) di Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Batubara, 79 pegawai (5,76%) di Direktorat Pembinaan Program
Minerba, dan 71 pegawai (5,17%) di Direktorat Penerimaan Minerba, sedangkan 5

pegawai (0,36%) ditugaskan di luar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.



Balai Besar Pengujian Minerba
167

Penempatan Jakarta
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(Data Per 31 Desember 2025)
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Gambar 1.9 Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba

Jumlah pegawai terbanyak berasal dari unit kerja Direktorat Teknik dan
Lingkungan Mineral dan Batubara sebanyak 705 pegawai karena terdiri dari Inspektur
Tambang/ pegawai penempatan pusat sebanyak 138 pegawai dan penempatan
daerah sebanyak 567pegawai. Dari total 1372 pegawai, jumlah pegawai Ditjen
Minerba berdasarkan klasifikasi jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 523
pegawai penempatan pusat dan 467 pegawai penempatan daerah sedangkan

perempuan sebanyak 381 pegawai penempatan pusat dan 100 pegawai penempatan

daerah ditunjukkan pada grafik berikut.
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Gambar 1.10 Komposisi Pegawai Ditjen Minerba Penempatan Pusat

berdasarkan Jenis Kelamin



Dalam hal pegawai penempatan daerah, jumlah pegawai terbanyak berada di
Sulawesi Tenggara dengan jumlah pegawai laki-laki lebih dominan dibandingkan
perempuan. Adapun persebaran komposisi pegawai per provinsi berdasarkan jenis
kelamin digambarkan pada Grafik di bawah ini.

60

50 =

40 = =

= E =

‘S 30 E E E =

H - | s B B

oo = = =] =

0 E 5 B _ s E

= = =

510 E E EE E E -

50 E=EEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEsmssn
SCEBQ'_E‘&;.CS‘E;CJ:;egjm:g‘a;mgj‘é:seggcs:ccm
wijmE,_m O © © 5 o cx 50 S0P oo g lc 5 ©aoo >
(S i W E g £ W E 00 > 35 c € 2 © = © = B0 bo £ ©
<(CfogcmgC-—mL"C_SC'xQ.ESm-—mmmmE:%SmESCCED
B0 ol c8 8 EESS o w3203 28 %

m o 2 c28cca8Sc 38 2 g = 2 Vo 930 oaeg o3 o5
o0 Tz cococBBEacl S w & 2 00— 2= 5+ 5805 8K
~ TETS8E2EGE 33 T ¥y & BzzFTm2LecaPo
= - EGesgcEl2 =5 s S E53:3ERELTES
= =cg=£=32 -2 "S53 EZ T 3 2

c £ ST © & = A n = S v Q ©
X T T2l 3 ®© 3 a © a
Y ¥ S 4 n a
zZ =z
E Laki-laki = Perempuan
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Gambar 1.12 Komposisi Status Kepegawaian Ditjen Minerba

Status aktif kepegawaian Pegawai Ditjen Minerba saat ini terdiri dari PNS,

PPPK, dan CPNS. Sebanyak 567 pegawai penempatan provinsi seluruhnya berstatus



PNS. Akan tetapi, status kepegawaian untuk pegawai penempatan pusat terdiri dari
569 PNS, 100 PPPK, dan 131 CPNS sedangkan status kepegawaian untuk pegawai
yang dalam penugasan adalah 5 PNS.

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, pegawai yang menempuh pendidikan
jenjang sarjana sebanyak 915 pegawai (66,7%) dengan latar belakang pendidikan
Strata | (S1)/Diploma D IV (D IV) mendominasi tingkat pendidikan di Ditien Minerba.
Kemudian diikuti dengan 293 pegawai (21,4%) yang telah menuntaskan Pendidikan
Strata Il (S2) sedangkan pegawai yang telah menempuh Pendidikan Strata Il (S3)
paling sedikit yaitu sebanyak 11 pegawai (0,8%). Selain itu, pegawai yang menempuh
pendidikan jenjang Diploma Il (D Ill) sebanyak 65 pegawai (4,7%), selebihnya
pegawai yang menempuh tingkat pendidikan SMA ke bawah sebanyak 88 pegawai
(6,4%).

[ strata I/Diploma IV (66,7%)
915 Pegawai

. Strata 11 (21,4%)
293 Pegawai

Jenjang Pendidikan

(Data Per 31 Desember 2025)

>

. SMA ke bawah (6,4%)
88 Pegawai

Strata Il (0,8%)
11 Pegawai

Diploma Il (4,7%)
65 Pegawai

Gambar 1.13 Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba

Mengingat peran strategis sub sektor Minerba, maka kualitas dan kuantitas dari
sumberdaya manusia yang dimiliki perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Ditjen Minerba
senantiasa berupaya melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sesuai

dengan kebutuhan organisasi Ditjen Minerba antara lain:

a. Pada sisi kuantitas: melalui perekrutan CPNS dengan pola yang lebih baik dan
sesuai formasi yang dibutuhkan.
b. Pada sisi kualitas: melalui inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai,

pemantauan disiplin pegawai, penyusunan uraian jabatan bukan struktural umum
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dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana reformasi birokrasi
organisasi.

c. Pada sisi kapasitas: melalui peningkatan kompetensi pendidikan ke jenjang S2
dan S3 baik dalam maupun luar negeri melalui tugas belajar serta penugasan
pegawai dalam kegiatan atau pelatihan di forum internasional serta penugasan

pegawai sebagai delegasi Republik Indonesia.

1.5 Isu Strategis
1.5.1 Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025

Dalam implementasinya, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 3
Tahun 2020, masih mengalami beberapa permasalahan yang perlu diselaraskan agar
ketimpangan dan benturan antara apa yang seharusnya/diharapkan (das sollen)
dengan apa yang saat ini terjadi (das sein) dapat diselaraskan dan terimplementasi
dengan baik dalam pelaksanaannya. Beberapa permasalahan dan isu strategis
tersebut antara lain 1) belum berdampaknya kegiatan usaha pertambangan mineral
dan batubara bagi perekonomian daerah, 2) belum adanya keterlibatan berbagai
pihak yang telah berkontribusi bagi pembangunan perekonomian untuk dapat
diikutsertakan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, agar
manfaatnya dapat memberikan manfaat langsung bagi perekonomian khususnya
sektor riil, 3) perlunya komitmen peningkatan eksplorasi dalam meningkatkan data
cadangan mineral di dalam negeri, 4) belum optimalnya pelaksanaan hilirisasi sebagai
tulang punggung peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga terdapat adanya
kebutuhan hukum di bidang pertambangan. Berdasarkan beberapa permasalahan
dan isu strategis tersebut Pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2025 dengan
beberapa pokok pengaturan baru antara lain:

1. Pemberian WIUP dan WIUPK komoditas Mineral Logam dan Batubara secara
prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang
dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan.

2. Pemberian WIUP dan WIUPK komoditas Mineral Logam dan Batubara secara

prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, BUMD atau Badan
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Usaha Swasta dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan
perguruan tinggi.

3. Pemberian WIUP komoditas Mineral Logam dan Batubara secara prioritas kepada
BUMN atau Badan Usaha Swasta dalam rangka hilirisasi.

4. Ketentuan persyaratan audit lingkungan bagi pemegang Kontrak Karya dan
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang akan diberikan
perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

5. ketentuan penataan kembali IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya UU Nomor
2 Tahun 2025 yang teridentifikasi terdapat permasalahan tumpang tindih dan tidak

terdaftar dalam database perizinan pemerintah.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara diharapkan mampu untuk menjawab segala permasalahan yang ada
dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia, sehingga dapat
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

1.5.2 Pengembalian RKAB dari 3 tahunan menjadi 1 tahunan

Implementasi kebijakan penyusunan dan persetujuan Rencana Kerja dan
Anggaran Biaya (RKAB) tahunan merupakan bentuk penyempurnaan tata kelola
pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan secara
bertahap dan berbasis regulasi. Pada periode sebelumnya, pengaturan RKAB masih
mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 dan Keputusan
Menteri ESDM Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023, yang menempatkan perencanaan
kegiatan usaha pertambangan dalam kerangka evaluasi multi-tahun. Pendekatan
tersebut memberikan ruang kesinambungan rencana, namun dalam praktiknya
memerlukan penyesuaian agar lebih responsif terhadap dinamika realisasi produksi,

pengolahan dan pemurnian, serta kepatuhan pelaporan badan usaha.
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Kembalinya sistem persetujuan RKAB dari 3 tahunan menjadi 1 tahunan
dilatarbelakangi kesulitan penyesuaian volume produksi komoditas tambang dengan
kebutuhan atau permintaan pasar. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan
pasokan (oversupply) di pasar sehingga harga komoditas tambang turun drastis,
khususnya batubara dan nikel karena Indonesia adalah produsen utama tingkat
global. Hal tersebut dianggap tak lepas dari sulitnya pengendalian produksi pasca
penerbitan RKAB yang dilakukan tiap 3 tahun sekali. Selain itu, lesunya harga
komoditas khususnya batubara dapat berimbas kepada turunnya PNBP.

Sejalan dengan kebutuhan peningkatan efektivitas pengendalian produksi,
optimalisasi pemrosesan dan pemurnian di dalam negeri, serta penguatan fungsi
pengawasan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun
2025 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 341.K/MB.01/MEM.B/2025. Regulasi ini
menegaskan perubahan paradigma pengelolaan RKAB menjadi berbasis tahunan,
dengan siklus perencanaan, evaluasi, persetujuan, dan pelaporan yang lebih terukur,
akuntabel, dan berbasis data aktual.

Melalui evaluasi RKAB tahunan, pemerintah dapat melakukan pengendalian
yang lebih presisi terhadap rencana produksi dan rencana pengolahan/pemurnian,
sehingga volume produksi yang disetujui secara langsung diselaraskan dengan
kapasitas fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersedia di dalam negeri.
Mekanisme ini mencegah terjadinya kelebihan produksi yang tidak terserap oleh
industri hilir dan memperkuat konsistensi kebijakan peningkatan nilai tambah mineral
dan batubara. Selain itu, penerapan RKAB tahunan juga berdampak signifikan
terhadap IKU Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha terhadap Tata Kelola

Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

1.6  Success Story

1.6.1 Sosialisasi MinerbaOne

Peluncuran aplikasi MinerbaOne menandai langkah penting dalam
transformasi tata kelola pertambangan mineral dan batubara menuju sistem yang
lebih transparan, efisien, dan terintegrasi secara digital. Sistem ini diharapkan dapat
menjadi sumber data utama pemerintah untuk memantau kepatuhan perusahaan
tambang. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pengawasan dan evaluasi

terhadap komoditas dan produk mineral dan batubara diperlukan suatu sistem
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aplikasi yang komprehensif dan terintegrasi namun di sisi lain tetap fleksibel, dinamis

dan terukur dalam mengadopsi perubahan regulasi dan proses bisnis.

Di lingkup Ditjen Minerba saat ini, sudah ada banyak aplikasi yang digunakan
untuk melayani pengelolaan data minerba sehingga upaya yang harus dilakukan
adalah mengintegrasikan aplikasi-aplikasi tersebut baik di lapisan data maupun
proses bisnisnya. Tantangan integrasi dari sistem yang telah dibangun sebelumnya
dilakukan oleh pengembang yang berbeda dan teknologi yang berbeda. Solusi yang
efektif dan efisien adalah dengan membangun sebuah sistem baru yang dapat
menjalankan proses bisnis di lingkungan Ditjen Minerba dengan berbasis proses.
MinerbaOne mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di Ditjen Minerba berbasis
proses bisnis/aktivitas dalam rangka mengawasi perencanaan, eksplorasi, eksploitasi
serta pengawasan sumber daya mineral dan batubara. MinerbaOne memiliki
beberapa modul mulai dari Perencanaan, Pengadministrasian, Perizinan, Eksplorasi,
Operasi Produksi, Penjualan, Penerimaan, Pengawasan dan Pascatambang.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi MinerbaOne dilakukan
bertahap pada 24 September 2025, 22 Oktober 2025, 27 Oktober 2025, 8 November
2025, dan 9 Desember 2025. Dalam sosialisasi ini dijelaskan cara badan usaha
melakukan registrasi pada MinerbaOne, melakukan perubahan pada modul

pengadiministrasian, modul perizinan mapun pengenalan fitur dalam aplikasi.
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Gambar 1.15 Sosialisasi MinerbaOne (a) 24 September 2025 (b) 22 Oktober 2025
(c) 27 Oktober 2025 (d) 8 November 2025

1.6.2 Integrasi e-PNBP dengan MOMS Mineral untuk komoditas Bauksit, Besi,

Tembaga, dan Emas

Peraturan Presiden Rl Nomor 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu
pada Komoditas Mineral dan Batubara pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa terdapat
beberapa komoditas mineral dan batubara yang harus terintegrasi dalam layanan
digital terpadu minerba paling lambat tahun 2025, yang terdiri atas batubara, timah,
nikel, bauksit, dan tembaga.

Beberapa produk yang telah terintegrasi pada aplikasi ePNBP dengan MOMS
Mineral sepanjang tahun 2025 yaitu Bauksit, Besi, Tembaga, dan Emas. Komoditas
Bauksit dan Besi mulai terintegrasi tanggal 24 Februari 2025, sedangkan untuk
komoditas Tembaga dan Emas mulai terintegrasi tanggal 25 November 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas kebutuhan peningkatan akurasi
pencatatan dan pelaporan kewajiban PNBP, terutama royalti mineral.

Setelah dilakukan integrasi pada aplikasi ePNBP dengan MOMS terdapat
beberapa perubahan pada saat Wajib Bayar input data transaksi provisonal di ePNBP,
sistem akan melakukan pengecekan secara otomatis terhadap persetujuan RKAB dan
persediaan di MOMS. Kemudian, Wajib Bayar melakukan input data NTPN pada
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MOMS dan menarik data inputan pada ePNBP. Kemudian, Surveyor akan menginput

data CoA dan CoW dan menerbitkan LHV pada aplikasi MVP yang nantinya data

tersebut digunakan sebagai salah satu data finalisasi pada ePNBP. Setelah itu, data

hasil integrasi tersebut akan masuk ke dalam ekosistem Simbara.

Tabel 1.2 Perbedaan Sebelum dengan Sesudah Integrasi ePNBP Mineral dengan

MOMs Mineral Bauksit, Besi, Tembaga dan Emas

Sebelum Integrasi

Sesudah Integrasi

1.

Transaksi provisional dapat dilakukan

tanpa adanya Persetujuan RKAB

Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa
adanya Persetujuan RKAB pada Aplikasi

MOMS

2. Wajib Bayar dapat melakukan |2. Aplikasi telah terintegrasi dengan kuota
penjualan  melebihi  kuota  dari pada Aplikasi MOMS sehingga penjualan
Persetujuan RKAB tidak dapat melebihi dari kuota berdasarkan

Persetujuan RKAB

3. Nama pembeli di  pengajuan Nama pembeli di pengajuan provisional
provisional ePNBP dapat diisi secara ePNBP dilakukan dengan memilih nama
free text pembeli yang terdaftar pada system MOMS

sesuai tujuan penjualan (tidak dapat diinput
secara free text)

4. Wajib Bayar me-input data kualitas Data kuantitas dan kualitas pada finalisasi

pada saat finalisasi di ePNBP

ePNBP akan otomatis terisi sesuai dengan
isian pada MOMS/MVP

PROBIS INTEGRASI ePNBP dengan MOMS MVP
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Gambar 1.16 Perbedaan Sebelum dengan Sesudah Integrasi
ePNBP Mineral dengan MOMs
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1.7 Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar Laporan Kinerja (LAKIP) ini dapat
lebih menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka sistematika
penyajiannya sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan

fungsi, sumber daya manusia, isu strategis Ditjen Minerba dan sistematika penyajian
laporan.

Bab Il Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan
tujuan, sasaran, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara, hubungan antara indikator kinerja utama (IKU), tujuan dan sasaran strategis
kinerja serta perjanjian kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2025.

Bab lll Akuntabilitas Kinerja

Merupakan bagian terpenting dari LAKIP yang menjelaskan analisis pencapaian

kinerja Ditien Minerba meliputi realisasi capaian, evaluasi capaian kinerja, dan
gambaran kinerja yang mendukung pencapaian tiap sasaran dikaitkan dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis serta diakhiri
dengan penyampaian akuntabilitas keuangan untuk Tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LAKIP) Ditjen Minerba

Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di

masa datang.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dari Renstra Tahun 2020-2024 ke
Renstra Tahun 2025-2029. Ditjen Minerba mendukung Renstra Kementerian ESDM.
Kementerian ESDM telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun
2025-2029 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029, dan telah
selaras dengan RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan hat tersebut, bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi
Presiden, maka Visi Kementerian ESDM tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya
Swasembada Energi dan Hilirisasi Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan untuk
Mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk mencapai visi swasembada energi dan hilirisasi sumber daya mineral
yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia
emas 2045 maka disusun misi Kementerian ESDM tahun 2025-2029 sebagai berikut.
1. Misi-1: Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Energi dan Nilai Tambah

Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan.
2. Misi-2: Memperkuat Tata Kelola Kelembagaan Sektor ESDM yang Efektif dan
Akuntabel.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, serta mendukung prioritas
nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menetapkan 6
(enam) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja utama beserta
targetnya dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Rumusan indikator Kkinerja
memerhatikan indikator kinerja yang terkait dengan KESDM dalam RPJMN Tahun
2025-2029. Pada periode perencanaan 2025-2029, Kementerian ESDM juga memiliki
6 program yang telah ditetapkan yakni program energi dan ketenagalistrikan, program
pertambangan mineral dan batubara, program mitigasi dan pelayanan geologi,
program pendidikan dan pelatihan vokasi, program dukungan manajemen, serta

program penegakan dan pelayanan hukum sektor ESDM.
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2.2  Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2025

Berdasarkan Lampiran | Peraturan Menteri PANRB nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Perjanjian kinerja
disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan
anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Di samping
itu, Perjanjian Kinerja (PK) dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi perubahan
program, kegiatan dan alokasi anggaran.

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada dokumen
pelaksanaan anggaran (DIPA) sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Target
kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator
kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, program maupun tingkat kegiatan, dan
merupakan acuan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan
setiap akhir periode pelaksanaan.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tahun 2025 merupakan masa peralihan Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian ESDM 2020-2024 ke Renstra Kementerian ESDM 2025-2029.
Mengingat Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 baru ditetapkan pada tanggal 30
Desember 2025, sementara DIPA 2025 masih menggunakan sasaran dan indikator
pada Renstra periode 2020-2024 dan belum sepenuhnya dilaksanakan penyesuaian
terhadap renstra yang baru, serta mengacu kepada surat Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor
B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 hal Pemberitahuan Penyampaian
Laporan Kinerja 2025, maka Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025

termasuk seluruh unit Es | di bawah Kementerian ESDM masih mengacu kepada
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informasi kinerja pada Renstra periode sebelumnya sehingga untuk Ditjen Minerba

masih menggunakan acuan 9 (sembilan) Sasaran Strategis, dan 14 (empat belas)

Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja

utama (IKU) yang terukur dengan metode penilaian yang transparan. Hal tersebut

dilakukan agar penilaian capaian dapat dilakukan secara akurat. Penjabaran 9

Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Ditjen Minerba tahun

2025 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB Tahun 2025

SASARAN
STRATEGIS

SS 1. Meningkatnya
Kemandirian dan
Ketahanan Energi

Nasional

INDIKATOR
KINERJA

Indeks Kemandirian
Energi Nasional Sub
Sektor Batubara

IKU

Kemandirian terhadap Sumber Energi
(Rasio suplai batubara impor yang digunakan
untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber

energi primer)

Kemandirian Terhadap Teknologi
(Persentase P3DN dan peningkatan TKDN
Batubara)

Persentase kepemilikan modal dalam negeri
untuk subsektor batubara
(Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri
oleh pelaku usaha pertambangan batubara
(persentase saham dll))

Indeks Ketahanan
Energi Nasional Sub
Sektor Batubara

Availability
(Kondisi Penyediaan Energi Fosil dan Potensi
Batubara)

Accessibility
(Optimalisasi Pemanfaatan Batubara — Rasio
Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai
Tambah Batubara)

Affordability
(Harga Batubara Acuan yang ditetapkan
Pemerintah)

SS 2. Optimalisasi
Ketersediaan Produk

Indeks Pasokan
Mineral untuk
Peningkatan Nilai

Rasio Produksi Mineral yang diproses di Dalam
Negeri

Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian
masing-masing Mineral Logam

Mineral Tambah Dalam Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral
Negeri Nilai Tambah dari RAW Material (Ore) ke
Produk Hasil
D Persentase
SS 3. Optimalisasi Realisasi Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub

Kontribusi Sektor
ESDM yang

Penerimaan PNBP
Sub Sektor Minerba

Sektor Minerba
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SASARAN
STRATEGIS
Bertanggung Jawab
Dan Berkelanjutan

INDIKATOR
KINERJA
Persentase
Realisasi Investasi
Sub Sektor Minerba

IKU

Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor
Minerba

SS 4. Layanan Sektor
ESDM yang Optimal

Indeks Kepuasan
Layanan Sub Sektor
Minerba

Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba

SS 5. Perumusan
Kebijakan dan
Regulasi Sektor
ESDM yang
Berkualitas

Jumlah Penyusunan
Regulasi/
Rekomendasi
Kebijakan untuk
Peningkatan Tata
Kelola Minerba

Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi
Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola
Minerba

SS 6. Pembinaan,
Pengawasan, dan
Pengendalian Sektor
ESDM yang Efektif

Indeks Efektivitas
Pembinaan dan
Pengawasan Sub
Sektor Minerba

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan
Sub Sektor Minerba

Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

(SAKIP) Ditjen
Minerba

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

Indeks Maturitas
Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

S8 7. Terwujudnya
Birokrasi yang Efektif,
Efisien, dan

Indeks Reformasi

Indeks Reformasi Birokrasi

Berorientasi pada Birokrasi
Layanan Prima
SS 8. Organisasi Fit Nilai Evaluasi Nilai Evaluasi Kelembagaan
Kelembagaan
dan SDM yang Indeks
Unggul Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN
SS 9. Pengelolaan Nilai Indikator
Sistem Anggaran Kinerja Pelaksanaan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
yang Optimal Anggaran

Dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintan dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan
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Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Bahan utama dalam penyusunan LAKIP adalah
Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Komponen
perjanjian kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan satuan target.
Sasaran strategis adalah sesuatu outcome yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata
oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun sedangkan indikator kinerja
adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis.
Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur
atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan
rencana-rencana strategisnya. Adapun tujuan khusus penetapan indikator kinerja
antara lain adalah:

1. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;
Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

Sebagai dasar pemberian reward/punishment.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba Tahun 2025

2025
SS 1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
1 |Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara Indeks 88,76
2 |Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara Indeks 90
SS 2 Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral
3 |Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Indeks 82,47

Dalam Negeri
SS 3 Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan

4 Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor % 100
Minerba
5 |Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba % 100
SS 4 Layanan Sektor ESDM yang Optimal
6 |Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba Indeks 3,51
Skala 4
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Sasaran Strategis/
Indikator Kinerja Utama

Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan
untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba

Satuan

Regulasi/
Kebijakan/
Rekomendasi

8 |Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Indeks 79
Minerba

9 |Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai 83
(SAKIP) Ditjen Minerba

10 |Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Level 3,9
(SPIP) Skala 5

Indeks Reformasi Birokrasi Nilai RB

12

Nilai Evaluasi Kelembagaan

Nilai

81

13

14

Indeks Profesionalitas ASN

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indeks

Nilai

84

90
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3.1  Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi

Nasional

Sasaran strategis | Ditien Minerba adalah “Meningkatnya Kemandirian dan
Ketahanan Energi Nasional”’. Sasaran strategis | didukung dengan 2 (dua) Indikator
Kinerja Utama yaitu:

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara dan

2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis |

Sasaran Indikator Kinerja Utama Realisasi
Strategis
Meningkatnya 1. Indeks Kemandirian Energi 88,76 93,81
Kemandirian Nasional Sub Sektor
dan Ketahanan Batubara
Energi Nasional | 5 |,qdeks Ketahanan Energi 90 90,50
Nasional Sub Sektor
Batubara

3.1.1 Definisi Indeks Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara
Kemandirian Energi Nasional sub sektor batubara merupakan indikator

terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi

dari sumber dalam negeri khususnya batubara. Perhitungan parameter Indeks

Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik
atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah
Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber
energi di dalam negeri untuk PLTU (Bobot 60%)

Rumus:
Rib = Bi / BDMO x 100% (satuan persentase)

Rib = Rasio batubara impor (persentase)

Bi = Batubara impor (tonase)
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BDMO = Kebutuhan batubara dalam negeri (tonase)

b. Parameter Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot
25%). Dihitung dengan menggunakan 2 parameter yaitu:

1) Persentase Peningkatan P3DN (Satuan Persentase) (Bobot 75%)
2) Persentase penggunaan TKDN (Satuan Persentase) (Bobot 25%)

C. Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara,
dengan bobot 15%. Parameter ini merupakan bentuk modal yang ditanamkan
di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham
dil.) Dihitung dengan Nilai rata-rata persentase dari total kepemilikan modal
dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (%). Untuk
menghitung Indeks Kemandirian Energi Nasional sub sektor batubara, ketiga

parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara
Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara merupakan suatu kondisi
ketersediaan energi yang dapat diakses masyarakat terhadap energi pada harga yang
terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan
terhadap lingkungan hidup.
Perhitungan parameter dari Indeks Ketahanan Energi Sub Sektor Batubara
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Parameter Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam
negeri adalah mengukur kemampuan produksi nasional dalam memenuhi
kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%). Dihitung dengan membagi

Jumlah Produksi terhadap Jumlah Kebutuhan Dalam Negeri

Rumus:

RPd = Pbdn / PDMO x 100% (satuan persentase)

RPd = Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (%)
Pbdn = Produksi nasional batubara dalam negeri (tonase)

PDMO = Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan
seluruh industri pengguna batubara) (tonase)
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Parameter Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara adalah Parameter yang
menggambarkan waktu yang tersisa (tahun) dari cadangan Batubara dengan
membandingkan cadangan terbukti terhadap tingkat produksi nasional dengan
asumsi bahwa tingkat produksi konstan dan tidak ada penambahan cadangan
(Bobot 15%)

Rumus:

RCd = R/ Pbdn (satuan tahun)

RCd = Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (tahun)

R = Cadangan batubara nasional (tonase)

Pbdn = Produksi nasional batubara dalam negeri per tahun (tonase per tahun)

Parameter Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam
negeri adalah parameter yang mengukur kemampuan penyediaan Batubara
untuk dalam negeri dengan membandingkan antara realisasi dengan target

yang ditetapkan sebelumnya (Bobot 20%)

Rumus:
RDMO = DMOr / DMOt x 100% (satuan persentase)

RDMO = Rasio realisasi dibagi target Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban
Batubara dalam negeri (persentase)

DMOr = Realisasi Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (tonase)
DMOt = Target Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (tonase)

Parameter Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah
Batubara adalah nilai yang mengukur kemampuan dalam meningkatkan nilai
tambah batubara untuk menghasilkan produk lainnya yang dapat
meningkatkan ketahanan energi nasional. Rasio ini diukur dengan cara
membandingkan jumlah batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan
untuk meningkatkan nilai tambah batubara terhadap target kapasitas maksimal
dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan
nilai tambah batubara (Bobot 20%).

Rumus:

RPNTb = Pbnt / Pbnt maks x 100% (satuan persentase)
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RPNTb = Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah
Batubara (persentase)

Pbnt = Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk
meningkatkan nilai tambah batubara (tonase)

e. Parameter Penetapan Harga Batubara Acuan adalah jumlah penetapan harga
batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah (Bobot 25%). Dihitung dengan
Jumlah penetapan HBA (satuan kali)

Untuk menghitung Indeks Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara,

kelima parameter tersebut diatas dijumlahkan sesuai dengan proporsi bobotnya.

3.1.2 Capaian Indeks Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara
Indeks Kemandirian Energi Nasional yang dicapai pada tahun 2025 adalah

93,81. Angka tersebut melebihi target yang direncanakan yaitu 88,76.

Tabel 3.2 Indeks Kemandirian Energi Nasional
Sub Sektor Batubara Tahun 2025

Indikator Kinerja SELIET Target Realisasi Persentase
Utama Capaian
Indeks Kemandirian Indeks 88,76 93,81 105,69%
Energi Nasional Sub
Sektor Batubara

Secara umum capaian selama 5 tahun terakhir melebihi dari target tahunan yang
dicanangkan. Hal ini disebabkan oleh capaian rasio impor batubara, P3DN dan TKDN
Batubara, serta kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara. Berikut dijelaskan
secara lebih detail parameter penentu capaian indeks kemandirian energi nasional sub

sektor Batubara.
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Gambar 3.1 Indeks Kemandirian Energi
Sub Sektor Batubara Tahun 2021-2025

a. Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik
atau sebagai sumber energi primer.

Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik
atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah
Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi
di dalam negeri untuk PLTU. Semakin kecil atau O (nol) impor batubara, maka akan
semakin bagus realisasinya. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan
Pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara mandiri
dan tidak bergantung kepada suplai energi batubara yang bersumber dari impor.

Di tahun 2025 tidak ada impor batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam
negeri khususnya untuk pembangkit listrik atau sumber energi. Tidak adanya impor
batubara merupakan sebuah keberhasilan bagi Pemerintah Indonesia karena telah
berhasil memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri secara mandiri. Capaian
pemenuhan kebutuhan batubara untuk PLTU hingga 31 Desember 2025 mencapai
141,4 Juta ton. Trend capaian pemenuhan Batubara untuk PLTU dari tahun 2021-
2025 menunjukkan masih tercukupinya pemenuhan Batubara untuk PLTU yang
dipengaruhi oleh membaiknya kondisi di Indonesia akibat Pandemi Covid-19 dan
meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Bila dibandingkan capaian realisasi
DMO untuk pembangkit Listrik tahun 2025 sebesar 141,4 Juta Ton dibandingkan

benchmarking dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) melebihi
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dari proyeksi kebutuhan batubara untuk pembangkit Listrik tahun 2025 dan mendekati
proyeksi tahun 2024 dalam RUPTL 2018-2027 tetapi masih di bawah dari RUPTL

tahun 2017-2026.
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Gambar 3.2 Benchmarking terhadap proyeksi DMO Batubara di Indonesia untuk

Tabel 3.3 Rasio Impor Batubara Terhadap Kebutuhan Batubara

Pembangkit Listrik

Rasio Impor Batubara Tahun
vs Kebutuhan Batubara 2021 2022 2023 2024 2025*
Target PK Kebutuhan
Batubara u/ PLTU 98,6 127 128 119,67 119,67
Realisasi
Batubara u/ PLTU 112,13 129,23 121,2 133,47 141,4
%Capaian terhadap PK 113,72% 101,76% 94,69% 111,53% | 118,16%
Impor Batubara (Ton) 0 0 0 0 0
Realisasi Rasio Impor 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rasio Kemandirian
Suplai 100% 100% 100% 100% 100%

*) Data capaian DMO Kelistrikan periode 31 Desember 2025

Tidak adanya impor batubara menyebabkan realisasi rasio impor batubara di

tahun 2025 adalah 0% sehingga rasio kemandirian energi untuk pemenuhan batubara

adalah 100%. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Ditjen Mineral dan Batubara
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dalam mengawal pemenuhan kebutuhan batubara di dalam negeri. Pemenuhan
kebutuhan batubara dalam negeri diperoleh melalui mekanisme domestic market
obligation (DMO). Dimana Badan Usaha harus mendahulukan pemenuhan kebutuhan
dalam negeri sebelum dapat melakukan ekspor ke luar negeri.

Ditien Minerba terus melakukan upaya untuk mempertahankan capaian
pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. Salah satu upaya yang masih
dilakukan adalah melakukan kajian skema pemenuhan DMO melalui
pembentukan/penunjukkan lembaga/MIP DMO yang direncanakan untuk memungut
dana kompensasi dari setiap penjualan batubara dan menyalurkan kepada pemasok
batubara dalam negeri untuk menutupi selisih harga antara harga domestik dan harga
pasar. Selanjutnya, kolaborasi integrasi antara aplikasi Minerba Online Monitoring
System (MOMS) yang dimiliki Ditien Mineral dan Batubara dengan aplikasi Batubara
Online milik PT PLN (Persero), serta melakukan penugasan kepada badan usaha
pertambangan untuk pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam

negeri.

b. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan
penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
menunjukkan optimalisasi penggunaan barang modal penunjang sektor
pertambangan yang diproduksi di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan
terhadap produk impor yang masih cukup tinggi akibat belum tersedianya barang
produk dalam negeri yang mampu memenuhi standar kualitas, harga, kontinuitas
pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.

Parameter penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
menunjukkan optimalisasi penggunaan komponen dalam negeri baik tenaga kerja,
bahan baku maupun biaya pabrik tidak langsung yang digunakan dalam proses
produksi barang modal penunjang sektor pertambangan. Parameter TKDN dapat
dijadikan alat ukur keberhasilan investasi berupa industrialisasi/pembangunan pabrik
dengan menggunakan komponen dari dalam negeri yang memberikan nilai tambah
bagi bangsa Indonesia.

1) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Tingkat penggunaan produk dalam negeri tahun 2025 adalah 98,74% dari target

80,5% sehingga tingkat capaiannya sebesar 122,66% sedangkan bila dibandingkan

30



dengan target Renstra Tahun 2025 sebesar 90% maka tingkat capaiannya 109,71%.
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor pertambangan
minerba adalah hasil dari koordinasi dan peran aktif antara Kementerian/Lembaga untuk
mendorong industri nasional agar siap dan mampu menyediakan kebutuhan barang
modal, barang operasi, peralatan dan bahan baku pada subsektor pertambangan
minerba baik dari segi spesifikasi, harga, waktu penyerahan serta layanan purna jual
sehingga keberadaan industri pertambangan mampu mendorong perekonomian
nasional. Trend capaian tahun 2021-2025 meningkat dan melampaui target yang
ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa perusahaan telah melakukan

migrasi/pengalihan belanja barang dari impor menjadi belanja barang modal dalam

negeri.
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Gambar 3.3 Realisasi P3DN sub sektor Batubara

Berdasarkan capaian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar belanja barang sektor pertambangan minerba dilakukan melalui
distribusi/vendor di dalam negeri. Pembelian barang-barang secara impor hanya
dilakukan apabila barang-barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri.
Rekomendasi langkah ke depan yang perlu dicermati ialah melakukan monitoring
rencana dan pelaksanaan P3DN belanja barang badan usaha pertambangan
batubara sesuai daftar inventarisasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh

Kementerian Perindustrian.
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2) Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Batubara

TKDN sektor batubara menghitung perbandingan antara penggunaan teknologi
Indonesia dengan teknologi yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan
pertambangan sub sektor batubara. Untuk besaran persentase Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN). Adapun target Persentase TKDN Tahun 2025 masih
disamakan dengan tahun 2024 sebesar 18% dimana komponen TKDN adalah salah
satu parameter yang dilaporkan oleh Badan Usaha dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Biaya (RKAB).

Capaian TKDN sub sektor batubara tahun 2025 per 31 Desember 2025 adalah
sebesar 44,10%. Meskipun capaian ini telah melampaui target, dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal permasalahan dan tantangan yang
dialami dalam upaya peningkatan TKDN, yaitu:

- Terdapat sebagian Perusahaan tambang yang masih kurang memahami tata cara
perhitungan belanja barang bernilai TKDN.

- Perhitungan nilai TKDN dilakukan berdasarkan perhitungan self service oleh
perusahaan tambang, sehingga kebenaran data yang disampaikan belum
terverifikasi.

- Distributor/vendor penyedia peralatan pendukung kegiatan pertambangan belum
semuanya tersertifikasi sehingga perhitungan TKDN menyulitkan pelaku usaha
pertambangan.

- Capaian final nilai TKDN baru dapat diketahui di bulan Februari setelah badan
usaha melakukan pelaporan triwulan IV di bulan Januari 2025. Keterlambatan

pelaporan kerapkali mempengaruhi rekapitulasi capaian.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dan ditingkatkan yaitu:

- Mendorong perusahaan untuk meningkatkan penggunaan barang/peralatan
produksi dalam negeri pendukung usaha pertambangan dengan memberikan
sosialisasi dan bimbingan teknis baik kepada perusahaan tambang dan vendor
produsen peralatan pertambangan di dalam negeri maupun kepatuhan pelaporan;

- Menghimbau para produsen/supplier pemasok barang perusahaan tambang
untuk menghitung nilai TKDN jtem barang secara mandiri sesuai format

perhitungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.
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- Mendorong kementerian Perindustrian untuk mewajibkan produsen dan
distributor/vendor penyedia peralatan pendukung kegiatan pertambangan untuk
melakukan sertifikasi TKDN atas barang-barang yang diproduksi/dijual agar

memudahkan pelaku usaha pertambangan dalam menghitung nilai TKDN.

Capaian TKDN tahun 2025 sebesar 44,1% yang bila dibandingkan dengan
trend capaian TKDN selama 5 tahun terakhir kecenderungan peningkatan. Masifnya
kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait TKDN diharapkan dapat
berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran Badan Usaha untuk penggunaan
komponen dalam negeri maupun perhitungan dan pelaporan terkait TKDN pada setiap

produk/barang yang digunakan kepada Pemerintah.
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Gambar 3.4 Capaian TKDN sub sektor Batubara
C. Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor

batubara.

Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara
merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan segenap komponen bangsa
dalam mengusahakan pendanaan proyek-proyek infrastruktur sub sektor batubara
(ESDM). Realisasi persentase kepemilikan modal dalam negeri tahun 2025 untuk
sektor batubara sebesar 83,58% dari target 83,58%.

Capaian tersebut sama seperti capaian tahun 2021 hingga 2024. Regulasi
kewajiban divestasi yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor
96 Tahun 2021 yang kini telah diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2025, dimana kewajiban divestasi saham berubah dari tahun kelima menjadi

tahun kesepuluh sejak berproduksi. Diperlukan beberapa langkah seperti
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meningkatkan promosi kepentingan nasional dari kepemilikan asing menjadi
kepemilikan dalam negeri melalui peran serta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
BUMN, BUMD dan swasta nasional.

Tabel 3.4 Realisasi kepemilikan modal dalam negeri sektor batubara Tahun 2025

No Indikator Target | Realisasi

1 | Persentase kepemilikan 83,58% 83,58%
modal dalam negeri untuk
sektor Batubara

Tabel berikut merupakan ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter
pada Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara. Berdasarkan bobot
capaian dari masing-masing IKU menunjukkan bahwa capaian rasio impor
berkontribusi paling besar, kemudian diikuti P3DN dan TKDN batubara sedangkan
kontribusi terkecil berasal dari komponen tingkat kepemilikan modal dalam negeri
karena belum adanya peningkatan divestasi kepemilikan saham dari tahun-tahun
sebelumnya. Meskipun demikian, capaian semua parameter masih melebihi/

mencapai target.

Tabel 3.5 Realisasi Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Batubara

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Indeks kemandirian energi nasional-subsektor batubara 88,76 93,81

1 Kemandirian terhadap Sumber Energi

Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk 100 60
pembangkit listrik atau sebagai sumber energi
primer (bobot 60%)

a. Jumlah batubara yang diimpor dibandingkan
jumlah kebutuhan batubara nasional sebagai
sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU)
e Impor Batubara Juta Ton 0 0
e Kebutuhan Batubara Domestik (hanya untuk

PLTU) Juta Ton
2 Kemandirian Terhadap Teknologi

Persentase P3DN dan peningkatan TKDN

Batubara (bobot 25%)

a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) sub sektor Batubara (bobot 75%)

b. Penggunaan TKDN untuk subsektor Batubara
(bobot 25%)

119,67 141,4

80,5% 98,74% 18,51

18% 44.1% 2,76
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Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk
subsektor Batubara

Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri
oleh pelaku usaha pertambangan batubara 83,58%  83,58% 12,54
(persentase saham dll) (bobot 15%)

Total Indeks Kemandirian Energi Nasional

Subsektor Batubara 88,76 93,81

2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara
Indikator kedua pada Sasaran Strategis |, yaitu Indeks Ketahanan Energi
Nasional.

Tabel 3.6 Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara Tahun 2025

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase
Utama Capaian
Indeks Ketahanan Indeks 90 90,5 100,56%
Energi Nasional Sub
Sektor Batubara

Indikator kinerja Indeks Ketahanan Energi Nasional terdiri dari 5 (lima)

parameter, yaitu:

Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%)
Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%)

Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (Bobot
20%)

Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot
20%)

Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)

Dapat dilihat pada trend grafik di atas persentase capaian Indeks Ketahanan

Energi Nasional sub sektor batubara menunjukkan penurunan meskipun masih

melebihi target rencana. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai capaian 4 parameter

Indikator Kinerja Utama yang mempengaruhi capaian Indeks Ketahanan Energi

selama tahun 2025.
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Gambar 3.5 Indeks Ketahanan Energi
Sub Sektor Batubara Tahun 2021-2025
a. Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri

(Bobot 20%)

Parameter rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri
merupakan perbandingan antara jumlah produksi batubara terhadap kebutuhan
batubara dalam negeri. Realisasi produksi batubara tahun 2025 adalah 817,48 juta
ton (115,14%) melebihi target PK Ditjen Minerba sebesar 710 juta ton sedangkan
tingkat capaiannya 114,01% bila dibandingkan dengan target Renstra sebesar 717
juta ton. Dalam hal realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri sebesar
246,88 juta ton (136,19%) melebihi target PK tahun 2025 sebesar 181,28 juta ton
sedangkan tingkat capaiannya 103,01% dibandingkan dengan target Renstra tahun
2025 sebesar 239,67 juta ton. Namun, data final realisasi pemenuhan kebutuhan
batubara dalam negeri tahun 2025 masih akan difinalisasi menunggu terlaksananya
rekonsiliasi data DMO. Rasio besarnya produksi batubara terhadap kebutuhan
batubara dalam negeri menunjukkan bahwa kebutuhan batubara dalam negeri
terpenuhi 100%.

Tabel 3.7 Rasio produksi batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri

Produksi
terhadap

Tahun

Kebutuhan 2021 2022 2023 2024 2025%)
Batubara

Realisasi 614 687,4 775,2 836,13 817,48 Rasio
Produksi
(Juta Ton) 100%
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Produksi

terhadap Vel

Kebutuhan 2021 2022 2023 2024 2025%)
Batubara

Realisasi 133,04 215,81 212,87 232,64 246,88
DMO
(Juta Ton)

*) Data capaian produksi per 31 Desember 2025

Realisasi produksi batubara tahun 2025 sebesar 817,48 juta ton (115,14%) dari
target PK tahun 2025 sebesar 710 juta ton. Dalam hal DMO, realisasi pemenuhan
kebutuhan batubara tahun 2025 adalah 246,88 juta ton atau sebesar 136,19% dari
target PK sebesar 181,28 juta ton sedangkan apabila dibandingkan dengan target
Renstra tahun 2025 sebesar 239,67 juta ton maka tingkat capaiannya sebesar 103%.
Kontribusi realisasi produksi batubara tersebut berasal dari IUP sebanyak 584,22 juta
ton batubara (71,47%) dan PKP2B sebanyak 233,26 juta ton batubara (28,53%).
Adanya penurunan produksi Batubara pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024,
salah satunya disebabkan oleh adanya penurunan permintaan batubara dari Cina.

Adapun strategi yang dibutuhkan untuk mempertahankan capaian produksi
batubara adalah menyiapkan rekomendasi Rencana Produksi dan Kebutuhan
Batubara Dalam Negeri melalui analisis pasar ekspor terhadap pasar batubara global,
serta inventarisasi kebutuhan pemenuhan batubara dalam negeri dengan melibatkan

pelaku industri dan asosiasi terkait.

b. Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%)

Parameter rasio cadangan batubara terhadap produksi batubara per tahun
merupakan perbandingan antara jumlah proven reserve batubara terhadap produksi
batubara. Data cadangan batubara tahun 2025 adalah 31.888,71 juta ton atau
pembulatan 31,890 miliar ton berdasarkan data neraca Sumber Daya dan Cadangan
dari Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBPB) dari Badan
Geologi pada semester 1 tahun 2025. Kemudian dalam hal produksi batubara,
realisasinya pada tahun 2025 adalah 817,48 juta ton. Oleh karena itu, perhitungan

umur cadangan Batubara, yaitu:

Realisasi Cadangan)

Umur cadangan ( Realisasi Produksi
= 39,01 tahun
Keterangan:
n = tahun berjalan
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n-1 =1 tahun sebelumnya

Capaian umur cadangan Batubara tahun 2025 yang sebesar 39,01 tahun
menunjukkan penurunan cadangan 11,2% dibandingkan tahun sebelumnya seiring
dengan realisasi produksi batubara. Jika dibandingkan dengan frend tahun 2021-
2024 reserve to production batubara sebesar 59,29 tahun; 50,51 tahun (penurunan
14,81%); 48,76 tahun (penurunan 3,46%), dan 43,93 tahun (penurunan 9,9%).
Apabila capaian tersebut dibandingkan dengan target umur cadangan batubara pada
PK 2025 sebesar 47,7 tahun dan target Renstra sebesar 44,57 tahun maka capaian
umur cadangan batubara sebesar 39,01 tahun berada di bawah target. Namun
demikian, besar reserve to production/umur cadangan masih berada di atas 30 tahun
sesuai dengan kebijakan ketahanan energi sub sektor batubara yang disesuaikan
dengan umur ekonomis pembangkit Listrik (PLTU). Hal tersebut tetap perlu menjadi
perhatian untuk dikoordinasikan dengan Badan Geologi dan Badan Usaha kaitannya
dengan strategi ke depan. Adapun kendala yang dihadapi dalam
menahan/meminimalisasi laju penurunan cadangan, meliputi:

e Laju produksi yang mengalami peningkatan setiap tahun yang tidak diimbangi
dengan penambahan cadangan baru, sehingga nilai rasio cadangan dibagi
dengan produksi batubara menurun dengan cepat sehingga mempengaruhi
tingkat reserve to production batubara Indonesia;

e Tantangan untuk menemukan cadangan-cadangan batubara baru, konservasi
sumberdaya yang ada saat ini menjadi cadangan dan melakukan produksi
batubara yang lebih efektif dan efisien; dan

e Penyusunan neraca sumber daya dan cadangan dari Badan Geologi dilakukan
periode tahunan dengan sistem pelaporan per semester bukan periode triwulan
sehingga data penambahan cadangan tidak ter-update per triwulan.

Ke depannya diharapkan peningkatan penggunaan Competent Person untuk
estimasi sumberdaya dan cadangan dapat didorong sehingga menghasilkan neraca
sumberdaya dan cadangan yang lebih akurat. Di sisi lain, Pemerintah perlu
menemukan cadangan-cadangan batubara yang baru dan memastikan kegiatan
produksi batubara dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan

tingkat reserve to production batubara Indonesia.
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Tabel 3.8 Produksi batubara (dibandingkan dengan proven reserve)

No Indikator Target Realisasi Realls.a5|
Rasio
1 | Provenreserve | 460 Miliar Ton | 31,890 Miliar Ton** | >>:01 tahun
batubara
2 Produksi 710 Juta Ton* 817,48 Juta Ton
batubara

Keterangan: *) Target PK Ditien Minerba Tahun 2025
**) Laporan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Batubara (PSDMBP Badan Geologi)

c. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri

(Bobot 20%)

Parameter rasio realisasi pemenuhan kebutuhan kewajiban batubara dalam
negeri untuk mengukur kemampuan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi
domestic market obligation (DMQO). Penetapan pemenuhan kebutuhan batubara
dalam negeri dan kebijakan pengenaan sanksi, denda dan dana kompensasi bagi
badan usaha pertambangan/I[UP OP yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO
sebesar 25% dari rencana produksi IUP OP yang telah disetujui oleh pemerintah.
Adapun aturan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

Capaian pemenuhan kebutuhan batubara domestik tahun 2025 tercapai
246,88 juta ton (136,19%) dari target PK sebesar 181,28 juta ton sedangkan tingkat
capaiannya sebesar 103% bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025
sebesar 239,67 juta ton. Tercapainya target pemenuhan DMO tersebut juga diperkuat
dalam frend capaian DMO tahun 2021-2025. Grafik menunjukkan adanya

peningkatan realisasi pemenuhan DMO.
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Gambar 3.6 Trend Pemenuhan DMO tahun 2021-2025

Dalam hal benchmarking DMO di kawasan ASEAN berdasarkan data analisis

dan prediksi International Energy Agency tahun 2025, bahwa Indonesia memimpin di

posisi pertama yang kemudian diikuti oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, dan

Laos. Konsumsi batubara di negara ASEAN diprediksi mencapai 516 juta ton di tahun

2025 dimana sektor Pembangkit Listrik masih menjadi penggerak utama konsumsi

batubara, yaitu sekitar 75% dari total DMO di Negara-negara ASEAN (IEA, 2025).

Konsumsi batubara di Indonesia diprediksi mencapai 266 juta ton pada tahun 2025

sedangkan capaian DMO batubara tahun 2025 periode 31 Desember 2025 cut off

penarikan data per akhir Januari 2026 sebesar 246,88 juta ton (92,81% dari prediksi).
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Gambar 3.7 Benchmarking DMO Batubara untuk Sektor Metalurgi
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Pemenuhan DMO batubara di Indonesia tahun 2025 didominasi
penyerapannya dari PLTU (57,27%), Metalurgi/Smelter (30,91%), Semen (3,56%),
Kertas (2,2%), Pupuk (0,41%), Tekstil (0,35%), dan Industri lainnya (5,31%).

0,41% __ 0,35%

3,56% 220% \
ﬂ(

5,31%

= PLTU = Metalurgi/Smelter = Semen = Kertas = Pupuk = Tekstil = Lainnya

Gambar 3.8 Sektor Industri Pengguna Batubara Tahun 2025

Batubara sangat dibutuhkan dalam sektor Metalurgi, salah satunya seperti
pengolahan/pembuatan baja. Selain itu, konsumsi batubara juga dibutuhkan dalam
pengolahan nikel seperti smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) dan supply tenaga
listrik. Konsumsi batubara untuk kebutuhan sektor metalurgi dibandingkan antar negara dari
tahun 2024 hingga proyeksi tahun 2030 (IEA, 2025). Konsumsi batubara untuk
metalurgi/smelter di Indonesia pada tahun 2025 sebesar 76,3 juta ton (30,91%) dari total
capaian DMO di Indonesia. Hal tersebut apabila di-plot terhadap benchmark/perbandingan
DMO sektor metalurgi menunjukkan bahwa posisi konsumsi batubara untuk metalurgi itu di
Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan beberapa negara sebagaimana yang
dideskripsikan dalam Gambar 3.9.
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Gambar 3.9 Benchmarking DMO Batubara untuk Sektor Metalurgi
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Hal tersebut menyimpulkan bahwa capaian DMO telah melampaui target yang
ditetapkan dan tidak terdapat permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan batubara
dalam negeri. Adapun strategi yang dibutuhkan untuk mempertahankan capaian, yaitu
melakukan rapat pembahasan analisis pasar ekspor terhadap pasar batubara global
serta inventarisasi kebutuhan pemenuhan batubara dalam negeri dengan pelaku

industri dan asosiasi terkait.

d. Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara

(Bobot 20%)

Parameter ini mengukur pengembangan dan pemanfaatan batubara yang
digunakan dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara dengan kesesuaian
target yang sudah direncanakan. Indikator ini menghitung seberapa besar pergerakan
realisasi pengembangan dan pemanfaatan batubara yang digunakan untuk
Peningkatan Nilai Tambah batubara setiap tahunnya.

Optimalisasi pemanfaatan batubara dalam rangka peningkatan nilai tambah
(PNT) ditinjau dari rasio produksi pemanfaatan batubara untuk gasifikasi batubara
dibanding dengan target (Dimethyl Ether (DME), Syngas, Urea, Polypropylene).
Pemegang Izin dapat melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara
dalam negeri berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

Capaian peningkatan nilai tambah batubara tahun 2025 diperoleh dari
prognosa triwulan IV sebesar 5.249 ton atau sebesar 52,49% dari target kapasitas
maksium sebesar 10.000 ton. Realisasi capaian tahun 2025 ini meningkat
dibandingkan tahun 2024 yang sebelumnya sebesar 3.050 ton disebabkan adanya
penambahan data baru dari Pabrik Briket PT Bukit Asam Tbk yang berlokasi di Natar
Provinsi Lampung (sebelumnya hanya data yang berasal dari Pabrik Briket Tanjung

Enim).
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Gambar 3.10 Pengolahan Briket PT Bukit Asam Tbk

Pemanfaatan batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara hingga
triwulan IV tahun 2025 mencapai 5.249 ton atau sebesar 52,49% dari target kapasitas
maksimal produksi batubara yang dimanfaatakan sebesar 10.000 ton sedangkan bila
capaian pemanfaatannya dibandingkan dengan target PNT batubara 50% maka
capaiannya sebesar 104,98%. Dibandingkan tahun 2021-2025, penurunan drastis
tersebut disebabkan karena target produksi pemanfaatan batubara mengalami
perubahan target semula sebesar 500.000 ton berubah menjadi 5.000 ton sejak tahun
2023. Hal tersebut dilatarbelakangi total kapasitas maksimal input batubara dari
fasilitas pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara yang sudah mulai
berjalan/berproduksi, yaitu pembuatan semikokas di PT Megah Energi Khatulistiwa.
Akan tetapi, sejak Juni 2021 berlaku kebijakan kewenangan perusahaan PNT
batubara IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan PT Megah Energi Khatulistiwa
dan PT Thriveni yang beralih kewenangan ke Kementerian Perindustrian sedangkan
PNT Batubara di bawah kewenangan Kementerian ESDM (Ditjen Minerba) saat ini
hanya pembuatan briket di IUP PT Bukit Asam sehingga penyesuaian target
dilakukan.
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Tabel 3.9 Rasio Produksi Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah

Rasio Tahun
pemanfaatan
batubara untuk 2021 2022 2023 2024 2025
peningkatan
nilai tambah
batubara (ton)
Target PNT (ton) 500.000 250.000 5.000 5.000 5.000
Target Kapasitas 1.000.000 1.000.000 10.000 10.000 10.000
(ton)
Target (%) 50% 25% 50% 50% 50%*
Realisasi 335.000 295.515 4.200 3.050 5.249**
%Capaian 67,00% 118,21% 84,00% 61,00% 104,98%
terhadap target
PNT
%Capaian 33,5% 29,5% 42% 30,5% 52,49%
terhadap target
Kapasitas
Keterangan:

*) Target PK Ditjen Minerba tahun 2025
**) Data pemanfaatan batubara menjadi briket dari PT Bukit Asam periode 31 Desember 2025

Turunnya target maupun rendahnya realisasi pemanfaatan batubara untuk
PNT batubara dibandingkan pada kapasitas maksimumnya menunjukkan bahwa
bahwa dalam hal permintaan produk PNT batubara khususnya briket di dalam negeri
masih rendah sehingga pada jangka panjang Pemerintah tidak bisa hanya bergantung
pada pemanfaatan dalam bentuk briket saja melainkan dibutuhkan diversifikasi
pengembangan program pemanfaatan batubara lainnya. Pemerintah mendorong
hilirisasi batubara untuk dapat mensubstitusi Bahan Bakar dan Bahan Baku Industri
di dalam negeri diantaranya: Methanol dan DME, sehingga dapat meningkatkan
optimalisasi pemanfaatan batubara dalam negeri untuk hilirisasi.

Program pemanfaatan batubara untuk peningkatan nilai tambah/ hilirisasi
batubara lainnya selain briket adalah Gasifikasi batubara menjadi DME, metanol,
amonia, urea, pembuatan kokas/semi kokas dilaksanakan oleh 7 (tujuh) pemegang
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang saat ini masih dalam tahap
studi kelayakan dan terus dalam pemantauan Pemerintah. Proyek hilirisasi batubara
tersebut diproyeksikan akan terbangun pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Hilirisasi batubara secara garis besar menghadapi tantangan seperti dampak
pandemi Covid-19 pada 2020-2021 yang menghambat belanja modal dan mobilitas
tenaga kerja pada 2-3 tahun setelahnya. Selain itu, progres pembangunan juga

menghadapi kendala berupa keterbatasan pendanaan, ketersediaan pasokan listrik,
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dan proses perizinan dengan instansi terkait. Terhadap kegiatan pengembangan
dan/atau pemanfaatan batubara selain pembuatan briket yang masih dalam tahap
kajian studi kelayakan. Hilirisasi batubara secara garis besar menghadapi tantangan,
antara lain biaya investasi yang besar, keterbatasan akses pembiayaan, penguasaan
teknologi, daya saing produk dengan produk kimia konvensional, kepastian pasar/off
taker dan insentif terkait royalti 0% dan/atau harga batubara khusus.

Untuk mendorong percepatan peningkatan nilai tambah/hilirisasi batubara
diperlukan dukungan sinergi antar K/L terkait, seperti Pemerintah menyiapkan
regulasi mengenai penugasan BUMN sebagai offtaker produk hilirisasi batubara.
Selain itu, tambahan strategi lainnya yang perlu dilakukan Ditjen Minerba dalam
rangka menyiapkan rekomendasi Kebijakan Percepatan Peningkatan Nilai Tambah
Batubara, yaitu:

o Kajian supply demand untuk mendukung pemenuhan produk hilirisasi batubara
dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan produk substitusi yang
berasal dari bahan baku lain. Sebagai contoh kebutuhan metanol dalam negeri
juga dapat dipenuhi dari produksi metanol yang berasal dari gas alam, atau
rencana produksi DME yang berasal dari batubara untuk substitusi impor LPG;

« Menyiapkan beberapa usulan strategi percepatan hilirisasi batubara, antara lain:
penyediaan insentif seperti tax holiday dan tax allowance, penentuan harga
khusus batubara yang diperuntukan sebagai hilirisasi batubara;

e« Riset dan pendanaan (swasta dan Pemerintah) untuk mendukung hilirisasi
batubara menjadi material maju; dan

« Menyiapkan kebijakan di sektor Minerba yang menguntungkan bagi usaha industri
hilirisasi, seperti regulasi harga batubara khusus untuk peningkatan nilai tambah
(gasifikasi) yang dilaksanakan di mulut tambang, masa berlaku izin diberikan
seumur cadangan (berlaku bagi hilirisasi yang terintegrasi dengan tambang) dan
menyiapkan aturan royalty sebesar 0% untuk IUP, I[UPK, PKP2B yang melakukan
pengembangan batubara.

e. Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)

Parameter Penetapan Harga Batubara Acuan adalah jumlah penetapan harga
batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah. Penetapan Harga Batubara Acuan
merupakan strategi dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan alokasi

batubara domestik guna penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pada
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Maret 2025, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (KESDM) telah mengeluarkan
indeks harga batubara secara mandiri yang disebut dengan Coal Index Minerba (HBA/
CIM). Harga tersebut ditentukan berdasarkan rata-rata harga pemasaran pada bulan
sebelumnya.

Selama tahun 2025 telah dilakukan 22 kali penetapan Harga Batubara Acuan
(HBA) dengan rincian sebagai berikut, yaitu:
1) Triwulan 1:

e 1 kali pada bulan Januari (Keputusan Menteri ESDM No
21.K/MB.01/MEM.B/2025);

e 1 kali pada bulan Februari (Keputusan Menteri ESDM No.
67.K/MB.01/MEM.B/2025); serta

e 2 kali pada bulan Maret (Kepmen ESDM No. 80.K/MB.01/MEM.B/2025 dan
Keputusan Menteri ESDM No. 92.K/MB.01/MEM.B/2025).

2) Triwulan 2:

e 2 kali pada bulan April (Keputusan Menteri ESDM No. 101.K/MB.01/MEM.B/2025
dan Keputusan Menteri ESDM No. 133.K/MB.01/MEM.B/2025);

e 2 kali pada bulan Mei (Keputusan Menteri ESDM No. 169.K/MB.01/MEM.B/2025
dan Keputusan Menteri ESDM No. 175.K/MB.01/MEM.B/2025); serta

e 2 kali pada bulan Juni (Keputusan Menteri ESDM No. 197.K/MB.01/MEM.B/2025
dan Keputusan Menteri ESDM No. 209.K/MB.01/MEM.B/2025).

3) Triwulan 3:

e 2 kali pada bulan Juli (Keputusan Menteri ESDM No. 217.K/MB.01/MEM.B/2025
dan Keputusan Menteri ESDM No. 244.K/MB.01/MEM.B/2025);

e 2 kali pada bulan Agustus (Keputusan Menteri ESDM No.
261.K/MB.01/MEM.B/2025 dan Keputusan Menteri ESDM No.
271.K/MB.01/MEM.B/2025); serta

e 2 Kkali pada bulan September (Keputusan Menteri ESDM No.
299.K/MB.01/MEM.B/2025 dan Keputusan Menteri ESDM No.
307.K/MB.01/MEM.B/2025).

4) Triwulan 4:
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e 2 kali pada bulan Oktober (Keputusan Menteri ESDM No.
326.K/MB.01/MEM.B/2025 dan Keputusan Menteri ESDM No.
338.K/MB.01/MEM.B/2025);

e 2 kali pada bulan November (Keputusan Menteri ESDM No.
348.K/MB.01/MEM.B/2025 dan Keputusan Menteri ESDM No.
365.K/MB.01/MEM.B/2025); serta

e 2 kali pada bulan Desember (Keputusan Menteri ESDM No.
388.K/MB.01/MEM.B/2025 dan Keputusan Menteri ESDM No.
420.K/MB.01/MEM.B/2025).

Namun penetapan harga batubara acuan masih terkendala beberapa hal, diantaranya
proses finalisasi transaksi di aplikasi yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga
waktu finalisasi oleh surveyor bisa mencapai 1 bulan, sehingga data harga pasar final
yang ditarik dari aplikasi e-PNBP masih terbatas. Ditjen Minerba terus berupaya
melakukan penyempurnaan dalam penentuan harga batubabara acuan.

Tabel 3.10 Penetapan Harga Batubara Acuan

1 | Penetapan Harga 12 22 183,33%
Batubara Acuan

Ringkasan realisasi dan capaian setiap parameter pada Indeks Ketahanan
Energi Nasional Sub Sektor Batubara dapat dilihat pada Tabel 3.15. Berdasarkan
uraian capaian parameter IKU dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian
parameter HBA memberikan kontribusi nilai terbesar yang selanjutnya diikuti rasio
produksi Batubara terhadap DMO, pemenuhan DMO, dan umur cadangan Batubara.
Adapun capaian bobot nilai terkecil diperoleh dari realisasi pemanfaatan Batubara
dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara. Berdasarkan pertimbangan dari
urutan perolehan nilai terkecil, Ditjen Minerba perlu mengupayakan strategi
peningkatan PNT Batubara dan cadangan batubara. Khusus terkait cadangan
batubara, baik pendataan total untuk neraca sumber daya dan cadangan maupun
upaya eksplorasi berada di bawah naungan Badan Geologi selain implementasi dari
Badan Usaha maka koordinasi secara komprehensif antar stakeholder sangat
dibutuhkan.
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Tabel 3.11 Realisasi Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator Kinerja/Komponen

Target

Realisasi

Capaian

Energi Nasional

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan

(bobot)

Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara

90

90,50

1 Availability

a. Kondisi Penyediaan Energi Fosil

- Rasio Produksi Batubara

100

20

Produksi Batubara (Juta Ton)

710

817,48

Kebutuhan Batubara Dalam
Negeri (Juta Ton)

181,28

246,88

b. Potensi Batubara

- Cadangan Batubara dibagi
Produksi Batubara (Reserve to
Production (R/P)

47,7

39,01
tahun

15

Produksi Batubara (Juta Ton)

710

817,48

Cadangan Batubara

33.860

31.890

- Rasio Realisasi Pemenuhan
Kebutuhan Kewajiban Batubara
dalam negeri

136,2%

20

Target DMO Batubara

181,28

Realisasi DMO Batubara

246,88

2 Accessibility

a. Optimalisasi Pemanfaatan Batubara

- Rasio Pemanfaatan Batubara
untuk Peningkatan Nilai Tambah
Batubara

50%

52,49%

10,5

Batubara produksi dalam negeri
yang dimanfaatkan untuk
meningkatkan nilai tambah
Batubara

5.000

5.249

Target kapasitas maksimal dari
batubara produksi dalam negeri
yang dimanfaatakan untuk
meningkatkan nilai tambah
Batubara

10.000

3 Affordability

100

25

a. Harga Batubara Acuan yang
ditetapkan Pemerintah

12

22

Total Indeks Ketahanan Energi Subsektor
Batubara

90

90,55




3.2 Sasaran Strategis Il — Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral

Sasaran strategis Il Ditien Minerba adalah “Optimalisasi Ketersediaan Produk
Mineral”, didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral
untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (PNT). Indeks ini mengukur
optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan
industri turunan lainnya.

Tabel 3.12 Sasaran Strategis Il

Sasaran Persentase
Strategis Capaian

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

Optimalisasi Indeks Pasokan
P Mineral untuk

Ketersediaan - o 82,47 86,40 104.77%
Produk Mineral | Peningkatan Nilai

Tambah Dalam Negeri

3.2.1 Definisi Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam
Negeri
Dalam rangka mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi
kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya, maka ditetapkan indikator
kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian kinerja yang terukur, yaitu Indeks

Pasokan Mineral untuk PNT. Indeks tersebut ditentukan oleh komponen-komponen

pengungkit yaitu:

1. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (bobot 25%). Rasio ini
mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri. Dihitung
dengan membandingkan Jumlah Raw Material yang diproses dalam negeri dibagi
jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri.

Formula:
Rop = O/P
Rop = Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (nilai rasio)

O = Produksi bijih mineral atau konsentrat (khusus tembaga) yang di proses
dalam negeri (tonase)

P = Produksi mineral yang di tambang (satuan tonase)

2. Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian (bobot 25%). Komponen utilitas dinilai
untuk memastikan bahwa Badan Usaha tidak hanya memenuhi komitmen dalam
membangun smelter tetapi juga untuk memiliki komitmen untuk mengolah mineral

untuk kepentingan PNT baik dalam bentuk produk maupun pemanfaatan dalam
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industri dalam negeri. Angka utilitas didapat dengan membandingkan rata-rata
realisasi utilisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi
kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada.
Formula:

Ut = Or/Ot x 100%

Ut = membandingkan rata-rata realisasi utilisasi output fasilitas pengolahan atau
pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan
atau pemurnian (%)

Or = realisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting untuk masing-
masing mineral (satuan tonase)

Ot = realisasi output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian (satuan
tonase)

Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan
penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) subsektor mineral untuk
mengukur tingkat kemampuan dalam menyerap komponen (tenaga Kkerja,
teknologi, barang, jasa dll.) yang berasal dari dalam negeri. Dihitung dengan
menggunakan 2 parameter yaitu:

a. Persentase Peningkatan P3DN (%) (Bobot 50%)

b. Persentase penggunaan TKDN (%) (Bobot 50%)

Nilai Tambah dari raw material (ore) menjadi produk hasil pengolahan/pemurnian
baik berupa intermediate product maupun produk akhir yang menjadi bahan baku
industri hilir merupakan parameter yang menunjukkan PNT mineral yang telah
dilaksanakan (bobot 40%).
Jenis mineral yang menjadi parameter adalah:
a. PNT Bijih Emas menjadi logam mulia (LM)
1) Bijih Emas tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT =0
2) Logam Mulia (LM) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum
maka diberi bobot PNT = 1
b. PNT Bijih Perak menjadi Logam Murni Perak (LP)
1) Bijih Perak tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT =0
2) Logam Murni Perak (LP) karena telah memiliki PNT dengan nilai
maksimum maka diberi bobot PNT = 1
c. PNT Bijih Timah menjadi Logam Timah Murni Batangan (TMB)
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1) Bijih Timah tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT =0
2) Logam Timah Murni Batangan (TMB) karena telah memiliki PNT dengan
nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1
d. PNT Bijih Nikel menjadi Fero Nikel (FeNi)
1) Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
2) Ferro Nickel (FeNi) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum
maka diberi bobot PNT = 1
e. PNT Bijih Nikel menjadi Nikel Matte (NM)
1) Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0
2) Nickel Matte (NM) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum
maka diberi bobot PNT = 1

3.2.2 Capaian Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam
Negeri
Perhitungan Indeks Pasokan Mineral untuk PNT Dalam Negeri dilakukan
dengan menjumlahkan keempat parameter tersebut sesuai dengan proporsi
bobotnya.

100 120,00%
90

gq e - . 100,00%

C
70 80,00% -2
60 o
50 60,00%
L 40 Y]
© 30 40,00% %D
= =
20 20,00%
10
0,00%
2021 2022 2023 | 2024 2025
Target PK 7548 77,63 78,86 82,47 82,47
m Realisasi 74,84 77,07 86,29 83,94 86,40

et % Capaian terhadap PK 99,15% | 99,28% 109,42% 101,79% 104,77%

Gambar 3.11 Capaian Indeks Pasokan Mineral Tahun 2021-2025

Capaian Indeks Pasokan Mineral untuk PNT Dalam Negeri tahun 2025 sebesar
86,40 yang melampaui target PK sebesar 82,47. Trend capaian tahun 2021-2025
menunjukkan peningkatan. Adanya peningkatan realisasi pada komponen utilisasi

fasilitas pengolahan/pemurnian menyebabkan peningkatan pada capaian indeks PNT
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mineral tahun 2025. Berikut disampaikan penjelasan lebih detail mengenai komponen

pendukung indeks PNT mineral.

1. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (Bobot 25%)

Parameter ini mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam
negeri dibandingkan dengan total produksinya, yaitu membandingkan jumlah raw
material yang diproses dalam negeri dengan jumlah total produksi mineral yang
ditambang di dalam negeri.

Capaian Tahun 2025 untuk komoditas emas dan perak adalah rasio
pengolahan terhadap produksi adalah 1:1 dari total 15.529.835 juta oz t atau setara
dengan 483,04 ton berdasarkan penarikan data e-PNBP per 1 Desember 2025.
Logam emas dan perak adalah total hasil produksi logam ditambah kadar dari
konsentrat tembaga dan timbal. Adanya penambahan berasal dari realisasi produksi
logam emas dan perak PT Freeport Indonesia.

Dalam hal pengolahan timah, rasio pengolahan 1:1 dari total produksi sebesar
98.670 ton. Namun, jika dilihat dari sisi volume, realisasi timah diolah baru mencapai
98.670 ton dari target 175.000 ton, atau setara 56,38%. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun seluruh timah diproses di dalam negeri, jumlah produksinya masih belum
optimal dibandingkan target yang ditetapkan.

Sementara itu, komoditas nikel mencatat kinerja yang sangat baik. Target rasio
sebesar 97% berhasil dilampaui dengan capaian 103%. Volume nikel diolah mencapai
313.670.000 ton, jauh di atas target 52.139.014 ton, dengan persentase capaian
mencapai 601%. Demikian pula, produksi bahan mentah nikel sebesar 313.670.000
ton menunjukkan capaian 440% dari target 71.399.310 ton. Capaian ini
mencerminkan keberhasilan program hilirisasi nikel dan peningkatan kapasitas
fasilitas pengolahan di dalam negeri.

Secara umum, capaian PNT mineral pada tahun 2025 sudah melampaui target,
namun demikian dalam upayanya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

a. Adanya keterlambatan pelaporan realisasi triwulan dari pemegang |IUP kepada
Ditjen Minerba;

b. Tantangan berupa fasilitas pengolahan dan pemurnian yang masih dalam proses
pembangunan mengalami kendala-kendala seperti pendanaan, pasokan listrik,

aksesibilitas, tata ruang, dll.

52



c. Pada komoditas nikel, tingginya capaian produksi dan pengolahan belum
sepenuhnya mencerminkan kondisi yang stabil. Kendala yang dihadapi antara lain
adalah ketergantungan pada ekspansi fasilitas smelter baru, kebutuhan investasi
yang besar, serta tantangan dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan
mentah. Selain itu, terdapat potensi hambatan dari sisi lingkungan, tata ruang, dan

kesiapan tenaga kerja terampil untuk mendukung operasional industri hilir nikel.

Ditjen Mineral dan Batubara terus melakukan perbaikan terhadap capaian PNT
mineral. Salah satu upaya perbaikan adalah dengan melakukan pengawasan realisasi
produksi PNT secara berkala melalui aplikasi MOMS dan juga terus melakukan
koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa seluruh smelter nikel
yang beroperasi mendapatkan pasokan raw material yang cukup.

Tabel 3.13 Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri

Jumlah Material
No Indikator* Target yang diolah/ Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

2025 diproduksi 2025* 2024 2023 2022 2021

LELUT W v
1 | Emas dan 15.529.835 Juta
Perak 68% | 2 T (483,04 ton)
/15.529.835 Juta
0oz T (483,04 ton)

2 | Timah 98,670 ribu ton/
. ,
100% | 98 670 ribu ton

3 | Nikel 313,67 Juta Ton/
0 b
7% 313,67 Juta Ton

100% 101% 116% 97% 103%

100% 100% 100% 91% 46%

100% 100% 100% 19% 41%

*Data capaian rasio material yang diolah per yang diproduksi periode 31 Desember 2025
**Data angka produksi material yang diolah dalam negeri berasal dari Smelter yang terintegrasi IUP/IUPK

2. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian (Bobot 25%)

Perhitungan capaian parameter Utilisasi fasilitas pengolahan/ pemurnian
dilakukan dengan membandingkan rata-rata realisasi utilisasi output fasilitas
pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas
pengolahan atau pemurnian yang ada. Capaian utilisasi komoditas mineral diuraikan
pada tabel berikut yang dibandingkan dengan target capaian PK.

Berdasarkan rasio capaian terhadap target PK Ditjen Minerba tahun 2025
menunjukkan komoditas emas, perak, nikel olahan dan nikel matte tercapai target
utilisasinya sedangkan komoditas timah belum tercapai. Akan tetapi, apabila

dibandingkan antara irisan capaiannya dengan target Renstra tahun 2025, pada
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komoditas timah dengan rasio capaian 122,92% dari target utilisasi 48%, nikel olahan

dengan rasio capaian 164,91% dari target 57%, dan nikel matte dengan rasio capaian

128,95% dari target 76%. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian utilisasi timah

masih memenuhi target Renstra Kementerian ESDM tahun 2025.

Tabel 3.14 Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian

Utilisasi Fas. Pengolahan/ Pemurnian Tahun
Mineral
2021 2022 | 2023 | 2024 2025
Target PK (%) Target PK Emas 35% 35% | 35% 38% 38%
Target PK Perak 60% 60% | 60% 60% 60%
Target PK Timah 60% 60% | 60% 60% 60%
Target PK Nikel Olahan 70% 70% | 75% 70% 70%
Target PK Nikel Matte 90% 90% | 95% 90% 90%
Realisasi (%) Realisasi Emas 28% | 23% | 12% | 56% 59%
Realisasi Perak 53% 51% | 29% 92% 117%
Realisasi Timah 35% 60% | 74% 43% 59%
Realisasi Nikel Olahan 81% 77% | 84% 63% 94%
Realisasi Nikel Matte 81% 81% | 89% 78% 98%
%Capaian Capaian 80% 66% | 34% | 147% [155,26%
terhadap PK PK Emas
Capaian 88% 85% | 48% | 153% 195%
PK Perak
Capaian 58% 100% |123% | 72% 98,33%
PK Timah
Capaian PK 116% | 110% [112% | 90% |134,29%
Nikel Olahan
Capaian 90% 90% | 94% 87% |108,89%
PK Nikel Matte
*) Data capaian utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian periode 31 Desember 2025
**) Data mineral yang diolah berasal dari Smelter yang terintegrasi IUP/IUPK
Parameter (utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian dilakukan dengan
membandingkan rata-rata realisasi utilisasi output fasilitas pengolahan atau
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pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau

pemurnian yang ada. Permasalahan yang dihadapi, meliputi:

o Pada komoditas emas dan perak, realisasi capaian tercatat melebihi target yang
direncanakan, hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya kapasitas pemurnian di
dalam negeri. Meskipun perhitungan target kapasitas pemurnian pada awalnya
mengacu pada fasilitas pemurnian PT ANTAM Tbk Unit Logam Mulia, dalam
praktiknya telah beroperasi fasilitas pemurnian dan manufaktur emas lainnya
seperti contohnya PT Emas Murni abadi, PT Freeport Indonesia, AMNT, PT Untung
Bersama Sejahtera, PT Lotus Lingga Pratama, PT Indah Golden Signature, PT
Pegadaian dan lain-lain, sehingga turut mendorong peningkatan realisasi di luar
proyeksi awal.

« Pada komoditas nikel dan produk turunannya, capaian kinerja tercatat melebihi
target yang direncanakan, hal ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat produksi akibat
peningkatan kapasitas industri pengolahan dan pemurnian serta kondisi oversupply
di pasar. Peningkatan produksi ini mencerminkan respons pelaku usaha terhadap
permintaan industri hilir, meskipun di sisi lain menimbulkan tantangan dalam
pengendalian produksi agar tetap selaras dengan perencanaan nasional.

« Adapun untuk komoditas timah, capaian kinerja pada prinsipnya telah berada pada
kondisi optimal sesuai dengan kapasitas penambangan yang tersedia, namun
realisasi akhir masih sangat bergantung pada tingkat recovery pengolahan dan
pemurnian. Variasi recovery tersebut mempengaruhi tonase atau volume logam
yang dihasilkan, sehingga berimplikasi pada capaian yang tercatat relatif lebih
rendah dari target meskipun kegiatan operasional penambangan telah berjalan

secara maksimal.

Tantangan yang kerapkali dihadapi selain kendala pembangunan fasilitas
pengolahan adalah urgensi koordinasi lintas Kementerian baik terkait kebutuhan
bahan baku maupun rencana dan realisasi pengolahan dalam rangka tata niaga
komoditas pertambangan mengingat adanya pembagian kewenangan pabrik
pengolahan dan pemurnian yang tidak terintegrasi dengan IUP (stand alone/ 1UIl) di
bawah Kementerian Perindustrian sedangkan untuk yang terintegrasi IUP di bawah
Kementerian ESDM. Ditjen Minerba telah melakukan sinkronisasi dan integrasi data
fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dalam rangka pemutakhiran data

Nasional terkait fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian terintegrasi (IUP/IUPK/KK)
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dan stand alone (perizinan berusaha sektor industri) pada tahun 2025 berkoordinasi

dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Perindustrian.

3. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan
penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 10%)
Parameter persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

dan penggunaan barang ber-tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menunjukkan

tingkat kemampuan dalam meningkatkan komposisi persentase belanja barang yang
memiliki kandungan TKDN (bersertifikat TKDN).

a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

P3DN sektor mineral menghitung perbandingan antara penggunaan produk
dalam negeri dengan produk yang berasal dari luar negeri dalam kegiatan sub sektor
mineral. Perusahaan melakukan pengalihan pembelian dari impor menjadi pembelian
dalam negeri. Target P3DN sub sektor mineral tahun 2025 adalah sebesar 72%.
Realisasi P3DN sub sektor mineral periode 31 Desember 2025 adalah sebesar
81,80% atau 113,61% melebihi target 72%. Dibandingkan tahun lalu, capaian P3DN
mineral tahun 2025 mengalami penurunan tetapi apabila ditinjau dari frend selama

tahun 2021-2025 mengalami peningkatan.
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Gambar 3.12 Realisasi P3DN sub sektor Mineral

Data capaian ini terkendala belum semua Badan Usaha menyampaikan
realisasi P3DN-nya mengingat batas waktu pelaporan adalah 1 bulan pasca akhir

triwulan IV sebagaimana batas waktu pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri
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ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Dalam memenuhi target P3DN, terdapat beberapa
tantangan vyaitu regulasi sektor pertambangan Minerba yang belum kuat untuk
mewajibkan penggunaan produk dalam negeri sehingga aspek belanja barang ini
tidak menjadi aspek essential dalam perencanaan RKAB Perusahaan IUP/KK/IUPK
Mineral. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat awareness dari pelaku usaha
tentang pentingnya penggunaan produk dalam negeri ini sehingga pencapaian target
P3DN ini masih belum optimal.

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, program pembinaan dan
pengawasan dilakukan oleh Ditjen Minerba terkait peningkatan P3DN, vyaitu
melakukan pengawasan ke produsen PT Growth Asia pada minggu kedua bulan
September 2025. Selain itu, pembinaan ke beberapa Perusahaan juga dilakukan
seperti PT Gorontalo Mineral, PT Gorontalo Sejahtera Mining, PT Agincourt
Resources, PT Weda Bay Nikel, dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

b. Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Mineral

TKDN subsektor Mineral merupakan Tingkat belanja barang ber-TKDN pada
realiasasi belanja barang dalam negeri. Target TKDN subsektor mineral adalah
sebesar 18%. Realisasi TKDN subsektor mineral triwulan IV tahun 2025 adalah
sebesar 23,46% sehingga tingkat capaiannya 130,33% dari target. Realisasi yang
melebihi target dikarenakan faktor perilaku pembelanjaan perusahaan mineral yang
pada awal tahun lebih banyak pembelian lokal yang dilakukan dan masih ada

perhitungan yang disampaikan masih berupa self assessment.
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Gambar 3.13 Realisasi TKDN sub sektor Mineral Tahun 2021-2025
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Data capaian tersebut belum mencakup semua Badan Usaha yang
menyampaikan realisasi TKDN. Terdapat beberapa kendala dalam mencapai target,
yaitu:

1)  Regulasi mengenai kewajiban penggunaan barang ber-TKDN yang masih belum
kuat sehingga sifatnya masih berupa pengutamaan. Hal tersebut berdampak
pada tingkat awareness pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan
pengutamaan barang ber-TKDN ini rendah.

2) Terlambatnya penyampaian laporan triwulan yang disampaikan pelaku usaha.

3) Belum terinformasikannya target TKDN kepada pelaku usaha, sehingga pelaku
usaha belum memaksimalkan belanja TKDN-nya.

Dalam hal menghadapi kendala tersebut, selain melakukan pengawasan
kepada badan usaha, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bekerja sama dengan
dengan BUMN Surveyor yaitu PT Sucofindo untuk melakukan kajian target capaian
TKDN subsektor mineral. Selain memenuhi kewajiban peraturan perundang-
undangan, tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui hasil realisasi capaian
TKDN pada realisasi RKAB perusahaan tambang mineral sebagai dasar pembuatan
Target Capaian TKDN Kementerian ESDM dan mendorong perusahaan tambang

mineral untuk peningkatan produk dalam negeri.

4. Nilai Tambah dari Raw Material (ore) ke Produk Hasil

Pengolahan/Pemurnian (Bobot 40%)

Parameter Nilai Tambah dari Raw Material (Ore) ke Produk Hasil
Pengolahan/Pemurnian menunjukkan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai
maksimum jika bijih/konsentrat (jenis mineral) diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut
sampai menjadi Logam Murni untuk jenis mineral Emas, Perak dan Timah, Feronikel
(FeNi), Nikel Matte (NM), maka nilai maksimum Peningkatan Nilai Tambah (jenis
mineral) = Logam Murni (Emas/Perak/Timah) / Feronikel(FeNi) / Nikel Matte (NM)
diberikan nilai 1. Dasar lingkup prioritas kelima mineral utama ini diamanatkan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Kebijakan PNT mineral di dalam negeri sampai
dengan telah didirikannya beberapa smelter dan/atau fasilitas pengolahan maupun
pemurnian yang telah beroperasi karena sudah dapat menghasilkan produk
pemurnian berupa Logam Emas, Logam Perak, Timah Murni Batangan (TMB), Katoda
Tembaga (KT), Nikel Pig Iron (NPI), Feronikel (FeNi), Nikel Matte (NM), Chemical
Grade Alumina (CGA), dan Smelter Grade Alumina (SGA). Hal tersebut menunjukkan
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telah dilakukan pemurnian mineral mulai dari bahan mentah (ore) menjadi bahan
setengah jadi (intermediate product) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai
bahan baku industri hilir sehingga komponen nilai tambah mineral telah mencapai
target. Kendala utama yang dihadapi berupa investasi, fasilitas sarana prasarana
seperti listrik, jalan, dll., serta kendala tenaga kerja asing ke dalam negeri.

Tabel 3.15 Nilai Tambah dari Raw Material (Ore) ke Produk

Jenis
b Mineral* AT
Emas (LM)
Perak (LP)
Timah (TMB)
Nikel (FeNi)
Nikel Matte
(NM)
*) Pengerucutan kelima jenis mineral ini difokuskan untuk smelter terintegrasi IUP sedangkan Katoda
tembaga, NPI, CGA, dan SGA diproduksi pemegang IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian
(smelter stand alone) yang menjadi kewenangan kementerian di bidang perindustrian.
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Capaian indeks PNT mineral tahun 2025 sebesar 86,40 merupakan kontribusi
dari bobot capaian 4 parameter IKU pendukungnya. Adapun bobot capaian parameter
yang paling mendominasi adalah nilai tambah raw material, dilanjutkan dengan rasio
produksi mineral yang diproses dalam negeri, serta utilisasi fasilitas
pengolahan/pemurnian. Adapun persentase P3DN dan TKDN mineral memberikan
kontribusi nilai terkecil dibandingkan komponen lainnya. Dari keempat parameter
tersebut, terdapat 1 parameter yaitu utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian yang
belum mencapai target rencana sehingga strategi perbaikan ke depan sebagaimana
dalam uraian sebelumnya sangat dibutuhkan.

Tabel 3.16 Realisasi Indeks Pasokan Mineral
Untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

Capaian Realisasi
Triwulan IV (bobot)

Indikator Kinerja/Komponen Target

Indeks Pasokan Mlnergl untuk Peningkatan Nilai 82,47 86,40
Tambah Dalam Negeri
1. | Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri
a. Emas dan Perak (bijih) 68% 100% 8,33
Emas dan Perak Diproses (ton) 15.529.835 Juta
ozT
(483,04 ton)
Produksi Bahan Mentah (ton) 15.529.835 Juta
ozT
(483,04 ton)
b. Timah (bijih) 100% 100% 8,33
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3.3

Timah Diproses (ribu ton)

98,670

Produksi Bahan Mentah (ribu ton) 98,670
c. Nikel (bijih) 97% 100% 8,33
Nikel Diproses (juta ton) 313,670
Produksi Bahan Mentah (juta ton) 313,670
2. | Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian Masing-masing Mineral Logam
a. Emas 38% 59% 2,95
b. Perak 60% 117% 5,85
c. Timah 60% 59% 2,95
d. Nikel Olahan (FeNi + NPI) 70% 94% 4,70
e. Nickel Matte 90% 98% 4,90
3. | Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral
Peningkatan TKDN untuk Sektor Mineral 18% 23,46% 0,01
4. | Nilai Tambah dari RAW Material (Ore) ke Produk Hasil
a. Emas LM 1 8
Produksi Logam
b. Perak LP 1 8
Produksi Logam
c. Timah TMB 1 8
Produksi Logam
d. Nikel — FeNi FeNi 1 8
Produksi Logam
e. Nikel — Nickel Matte NM 1 8
Produksi Logam
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan 82,47 86,40

Nilai Tambah Dalam Negeri

Sasaran Strategis lll - Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang

Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan

Sasaran strategis lll Ditien Minerba adalah “Optimalisasi Kontribusi Sektor

ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan”, didukung dengan 2 (dua)

Indikator Kinerja Utama yaitu:

1.

2. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba.

Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dan
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Tabel 3.17 Sasaran Strategis Il

: : S Realisasi L
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Capaian Realisasi
Optimalisasi 1. Persentase 100%

. . Realisasi (Rp Rp 130,2
Fonuribust Sekior | penerimaan PNBP 113,573 | 10438% | Tyijiun
Bertanzgugr’lg Sub Sektor Minerba Triliun)

0]
Jawab Dan 2. Persentase . W2 | ot g0 | USS 7,00813
Berkelanjutan ealisasi Inve_staS| (U $ 17 ,01% Miliar
Sub Sektor Minerba Miliar)

3.3.1 Definisi Indikator PNBP dan Investasi
1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Persentase realisasi penerimaan PNBP sub sektor Minerba merupakan nilai
persentase realisasi dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor
mineral dan batubara yang ditetapkan dengan komponen PNBP mengacu kepada
peraturan perundangan yang berlaku. Kontribusi realisasi PNBP sub sektor minerba
terdiri dari PNBP SDA Minerba dan PNBP-BLU tekMIRA.

Perhitungan capaian PNBP Sub sektor mineral dan Batubara dilakukan dengan
membandingkan realisasi PNBP dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Rumus:
Rener = r/t X 100%

Renep = Persentase Realisasi PNBP (%)
r = realisasi PNBP (rupiah)
t = target PNBP (rupiah)

2. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba
Persentase realisasi investasi sub sektor Minerba Merupakan nilai persentase
dari Realisasi Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara yang berasal dari:
Kontak Karya (KK)
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
IUP Komoditas Mineral,
IlUP Komoditas Batubara,
Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

@ ™o o o0 T W
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Untuk menghitung parameter dari Indeks Ketahanan Energi Sub Sektor
Minerba dengan membandingkan realisasi Investasi dengan rencana target realisasi
Investasi yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Rumus: r/t x 100%
r = realisasi investasi (rupiah)

t = target investasi (rupiah)

3.3.2 Capaian Indikator Penerimaan PNBP dan Investasi Sub Sektor Minerba

1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Indikator pertama pada Sasaran Strategis Ill, yaitu Persentase Realisasi
Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba.

Tabel 3.18 Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba

Realisasi
Capaian

Indikator Kinerja Utama SEWIE] Target Realisasi

Persentase Realisasi
Penerimaan PNBP Sub Indeks 100% 104,38% Rp 130,2 Triliun
Sektor Minerba

Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen Mineral dan Batubara terdiri atas 2
(dua) bagian yaitu Utama dan Pendukung:
a. Unsur utama PNBP SDA Minerba yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang
tentang APBN; dan
b. Unsur Pendukung PNBP — BLU tekMIRA yang merupakan pendapatan yang
diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat,
termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain,
sewa, jasa Lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan
secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang
berasal dari RM APBN.
Dasar Hukum Peningkatan PNBP Sektor Minerba, sebagai berikut:
= Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak.
= Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
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= Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.
= Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan

dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan

Batubara.

= Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ESDM.

= Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan,

Perhitungan, serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara

Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dari uraian diatas, berdasarkan Perpres Nomor 201 tahun 2024 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, target
PNBP SDA Minerba ditetapkan adalah sebesar Rp 124,71 Triliun. Dalam hal target
PNBP — BLU tekMIRA (berdasarkan PK tekMIRA tahun 2025) adalah sebesar Rp
32,50 Miliar. Realisasi total PNBP Ditjen Minerba tahun 2025 adalah sebesar Rp
130,17 Triliun (104,38% dari target yang telah ditetapkan). Kontribusi realisasi PNBP
minerba terdiri dari PNBP SDA Minerba dan PNBP-BLU tekMIRA.

1) SDA Minerba
Adapun rincian realisasi PNBP SDA Minerba tahun 2023-2025 sebagai berikut:
Tabel 3.19 Rincian Target dan Realisasi PNBP SDA Minerba TA 2023-2025

2023 2024 2025
NO JENIS Target |Realisasi Target |Realisasi Target R.T.c\l;jas'
PENERIMAAN (Rp (RP % (Rp (Rp % (Rp (R %
Triliun) | Triliun) Triliun) Triliun) Triliun)* ARP oo
Triliun)
1 luran Tetap 0,68 0,82 120 0,46 0,78 170 0,46 0,67 144
Royalti 106,32 124,21 117 81,88 103,37 126 83,52 106,26 127
Penjualan Hasil 36,10 43,00 119 27,70 32,68 118 37,23 18,98 51
Tambang (PKP2B)
4 Bag. Pem 2,97 4,10 138 3,50 3,63 104 3,50 4,26 122
Kentungan Bersih
IUPK
Total 146,07 172,13 118 113,54 140,46 126 124,71 130,17 | 104,38

*) Target PNBP Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden No. 201 Tahun 2024 tentang Rincian
APBN TA 2025.
**) Realisasi periode 31 Desember 2025 (penarikan data per akhir Januari 2026).

Secara garis besar, tren PNBP SDA Minerba dimulai periode tahun 2021-2025
menunjukkan tingkat capaian PNBP melebihi target. Pada tahun 2025, realisasi PNBP
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SDA Minerba adalah sebesar Rp130,17 triliun yang terdiri dari luran Tetap Rp664,73
miliar, Royalti Rp106,26 triliun, PHT Rp18,98 triliun, dan Keuntungan Bersih IUPK

Rp4,26 triliun.
/
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2021 2022 2023 2024 2025
[ Target PK (Rp Triliun) 39 101,84 | 146,07 | 113,54 | 124,71
I Realisasi (Rp Triliun) 75,44 180,45 | 172,13 | 140,46 | 130,17
== %Capaian terhadap PK| 193,44% | 177,19% | 117,84% | 123,71% | 104,38%
Target Renstra (%) 100% 100% 100% 100% 100%

-

Gambar 3.14 Perkembangan Realisasi PNBP SDA Minerba Tahun 2021-2025

PNBP yang berasal dari pertambangan batubara (royalti & PHT) masih
merupakan penyumbang PNBP terbesar dari subsektor mineral dan batubara selama
5 tahun terakhir. Capaian PNBP subsektor Minerba hingga Triwulan IV 2025
menunjukkan pencapaian yang baik meski menghadapi tantangan harga komoditas
batubara relatif lemah di pasar global dan demand yang rendah. Meskipun demikian,
capaian realisasi PNBP terbesar masih dari komoditas batubara dan diperkuat dengan
peningkatan realisasi royalti mineral logam dari komoditas nikel disusul timah,
tembaga, dan emas.

Capaian PNBP Minerba periode TW IV ini didukung upaya pemerintah melalui
revisi PP No. 26 Tahun 2022 menjadi PP No. 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM. Realisasi
pada akun royalti mengalami peningkatan besar pada komoditas mineral sejalan
dengan penerapan PP No. 19 Tahun 2025. Selain itu, juga memperkuat pengawasan
dan mempercepat penerimaan melalui penyelesaian piutang. Salah satunya melakui
kewajiban perusahaan untuk melunasi piutang PNBP dalam proses permohonan
persetujuan RKAB Tahun 2026.

Peningkatan realisasi royalti mineral logam disebabkan adanya lonjakan harga

emas sejak tahun 2024 hingga 2025 menjadi menjadi pendukung dalam capaian
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PNBP. Harga emas terus naik hingga akhir Desember 2025. Harga Mineral Acuan

(HMA) emas naik dari 2651,36 USD/Troy Ounce pada Januari menjadi 4165,15

USD/Troy Ounce pada periode kedua Desember naik sebesar 57% sepanjang tahun

2025. Rata-rata harga emas sampai dengan TW IV 2025 sebesar 3376,02 USD/Troy

Ounce naik sekitar 52% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2216,14 USD/Troy

Ounce.

Tantangan yang dihadapi tahun 2025 adalah harga batubara di pasar global
yang relatif rendah dan produksi batubara yang lebih lambat yang menurunkan
potensi kenaikan PNBP. Realisasi PNBP dari komoditas mengalami penurunan akibat
harga batubara yang terus menurun dan menurunnya demand dari India dan China.
Kondisi harga batubara tidak mendukung capaian tersebut. Sepanjang 2025, HBA
terus mengalami penurunan menyentuh HBA terendah 89 USD/Ton pada awal
Desember. Pasar batubara termal global sebagian besar tetap lesu sepanjang
Triwulan IV, dengan sentimen beli yang lemah di antara importir utama Asia. Tiongkok
mencatat permintaan yang stabil namun hati-hati karena persediaan yang tinggi dan
konsumsi daya yang rendah. Penurunan realisasi PNBP komoditas batubara juga
terjadi sebagai dampak dari revisi PP No. 15 Tahun 2022 menjadi PP No. 18 Tahun
2025 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di
Bidang Usaha Pertambangan Batubara yang menyebabkan perubahan pada tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penjualan hasil tambang dari IUPK.

Adapun program-program yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi PNBP
SDA Minerba, yaitu:

» Penguatan pengawasan penerimaan negara dan mengoptimalkan penyelesaian
piutang PNBP melalui Automatic Blocking System (ABS) pada sistem aplikasi e-
PNBP.

e Pemberian sanksi untuk ketidakpatuhan atas pemenuhan DMO batubara dan
target komitmen pembangunan smelter.

e Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk joint business process, joint
analysis, dan joint audit kewajiban yang bekerja sama dengan Kementerian
Keuangan.

¢ Meningkatkan penyuluhan dan kepatuhan dengan meminta semua waijib bayar

melaksanakan pembayaran kewajiban melalui e-PNBP.
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e Penguatan tata kelola melalui integrasi antara e-PNBP dengan SIMBARA dan
Minerba Online Monitoring System (MOMS).
Salah satu prinsip PNBP SDA Minerba adalah self assesment dimana
pemegang izin atau pengusaha pertambangan menghitung, membayar dan
melaporkan sendiri kepada Pemerintah melalui Kas Negara. Dalam rangka
optimalisasi PNBP SDA Minerba, maka perlu dilakukan pengawasan dan monitoring
dalam bentuk verifikasi atas pemenuhan kewajiban PNBP yang berkaitan dengan
produksi/penjualan dari pemegang izin pertambangan.
e-PNBP Minerba merupakan sistem pembayaran, perhitungan, dan verifikasi
kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara luran
Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang. Tahun 2021 telah dikembangkan
sistem e-PNBP Minerba v.2 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PNBP.
Sejak Maret 2023 Kementerian ESDM telah mengimplementasikan formula baru
dalam penetapan HBA di Indonesia. Perubahan tersebut tertuang dalam Keputusan
Menteri ESDM Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga
Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara. HBA dihitung berdasarkan rata-rata
realisasi harga jual batubara satu bulan sebelumnya (proporsi 70%), serta realisasi
harga dua bulan sebelumnya (proporsi 30%). Per September 2023 HBA juga telah
dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan kualitas batubara, yakni:
= HBA: kesetaraan nilai kalor 6.322 kcallkg GAR, total moisture 12,26%, total
sulphur 0,66%, dan ash 7,94%.

= HBA I: kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32%, total
sulphur 0,75%, dan ash 6,04%.

= HBA II: kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal’kg GAR, total moisture 35,73%, total
sulphur 0,23%, dan ash 3,90%.

= HBA Illl: kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, total
sulphur 0,24%, dan ash 3,88%.

Mengintegrasikan tiga aplikasi MOMS-MVP-ePNBP, proses bisnis komoditas
batubara tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM, tetapi juga Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Direktorat Bea dan Cukai dan lembaga
lainnya. Implementasi sistem ini akan memberikan kemudahan bagi perusahaan dan
pemerintah dalam melakukan pengawasan pertambangan mineral dan batubara di

Indonesia, khususnya proses bisnis batubara dan mineral dari hulu ke hilir. Dengan
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integrasi ini diharapkan akan menghasilkan keselarasan data antara MOMS dan
ePNBP, yang selanjutnya diteruskan ke sistem SIMBARA (Sistem Informasi
Pengelolaan Mineral dan Batubara), yang telah terintegrasi di lintas
kementerian/lembaga.

Selain itu, pada 2025 telah terbit Keputusan Menteri ESDM Nomor
72.K/IMB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk
Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara. Peraturan ini akan berlaku mulai
1 Maret 2025 sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga penjualan
komoditas mineral logam dan batubara di pasar global maupun dalam negeri.
Regulasi ini ditetapkan dalam rangka menjalankan amanah Pasal 159 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang telah diperbahari dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, yang mewajibkan pemegang IUP/IUPK tahap
kegiatan operasi produksi dalam menjual komoditas yang diproduksi untuk mengacu
pada harga patokan. Adapun substansi pokok yang diatur dalam Keputusan Menteri
ESDM tersebut adalah terkait pengaturan formula harga patokan mineral logam,
formula harga batubara acuan, dan formula harga patokan batubara yang diatur dalam
lampiran Keputusan Menteri ESDM. Dalam regulasi ini, penetapan HMA dan HBA
yang sebelumnya dilakukan setiap bulan, berubah menjadi sebanyak dua kali per

bulan, yakni setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan berjalan.

2) BLU tekMIRA

Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan PNBP-BLU BBPMB tekMIRA
mencapai Rp34,27 Miliar atau 105,45% dari target yang ditetapkan. Capaian ini
menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi pada 2024 yang hanya Rp25,72
Miliar atau 78,39%. Pendapatan tersebut berasal dari pembayaran kontrak luncuran
tahun 2024 sebesar Rp13,02 miliar dan pembayaran kontrak pekerjaan tahun berjalan
sebesar Rp21,25 Miliar. Nilai realisasi tersebut merupakan akumulasi dari kontribusi
lima unit penghasil PNBP, dengan rincian sebagai berikut:
. KSP Penambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp4,21 miliar;
) KSP Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebesar Rp7,92 miliar;
o KSP Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara sebesar Rp6,47 miliar;
o KSP Laboratorium dan Pengembangan Layanan sebesar Rp12,28 miliar, dan

o Bagian Umum sebesar Rp3,40 miliar
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Tabel 3.20 Target dan Realisasi PNBP BLU tekMIRA TA 2025

No Uraian Penerimaan Target Realisasi* Persen_tas
e Capaian
PNBP — BLU tekMIRA
1 PNBP — BLU tekMIRA Rp32,5 Miliar | Rp34,27 Miliar 105,45%

*) Data realisasi capaian PNBP-BLU tekMIRA hingga 31 Desember 2025
Capaian tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan trend tahun 2023-
2024 tetapi masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022.

4 0 N
50 - 120,00%
5
3 ‘S 40 c
@ 3 - 80,00%
a 30 ©
0 = o
g £ 3
S - 40,00%
10
0 - 0,00%
2022 2023 2024 2025
I Target PK (Rp Miliar) 30,6 31,8 32,81 32,5
I Realisasi Pl'\l'BP-BLU 38.1 30,9 257 3427
(Rp. Miliar)
—@— %Capaian terhadap PK| 124,51% | 97,17% 78,39% | 105,45%
S Target Renstra (%) 100% 100% 100% 100% )

Gambar 3.15 Perkembangan Realisasi PNBP BLU tekMIRA Tahun 2022-2025

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan PNBP-BLU, yaitu:
e Total nominal piutang hingga akhir September 2025 sebesar Rp3,55 Miliar atau
10,93% dari target pendapatan PNBP-BLU 2025.
e Beberapa perusahaan mengalami kendala internal yang menyebabkan tidak
dapat membayar tagihan tepat waktu.
Upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi PNBP BLU-TekMIRA, yaitu:
e Monitoring piutang untuk mempercepat realisasi pembayaran.
e Monitoring kegiatan kontrak secara berkala.
e Koordinasi yang baik antara PIC teknis dengan PIC administrasi terkait dengan
pembuatan BAST dan penerbitan invoice.

e Dilakukan pembayaran uang muka untuk setiap kontrak baru.
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2, Sasaran Strategis lll: Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Indikator kedua pada Sasaran Strategis Ill, yaitu Persentase Realisasi Investasi
Sub sektor Minerba. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara bahwa setiap pemegang IUP wajib menyusun dan melaporkan
kegiatannya terkait pengelolaan usaha pertambangan secara periodik termasuk
laporan investasi meliputi rencana dan realisasi. Rencana investasi tahun 2025
sebesar USD3,17 miliar dari 165 perusahaan yang telah merencanakan investasi.
Terdapat perbedaan antara target investasi tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja (PK)
yaitu sebesar USD3,17 miliar dengan target investasi pada Rencana Strategis
KESDM tahun 2025 sebesar USD5,25 miliar, karena proses penetapan target PK
tahun 2025 mengikuti target Renja tahun 2025 mengingat mengingat Renstra KESDM
baru dapat disahkan pada akhir tahun.

Tabel 3.21 Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

Satuan Realisasi

Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi Capaian

Persentase Realisasi Indeks 100% 221,01% US$ 7,00813 Miliar

Investasi Sub Sektor
Minerba

Capaian investasi subsektor mineral dan batubara (minerba) menunjukkan
periode 31 Desember 2025
berdasarkan penarikan data per 31 Januari 2026 tercatat mencapai USD 7,00813
miliar, atau sekitar 221,01% dari target PK dan sekitar 133,49% dari target Renstra

yang telah direncanakan. Capaian ini mencerminkan perbaikan tingkat kepercayaan

kinerja yang sangat positif. Realisasi investasi

pelaku usaha terhadap iklim investasi di subsektor minerba, sekaligus menunjukkan
efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan realisasi investasi.

Capaian investasi tersebut merupakan hasil kompilasi dan verifikasi data yang
dihimpun dari badan usaha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22 Rincian Capaian Investasi Subsektor Minerba Tahun 2025

No. Izin Target (Juta USD) Realisasi %Capaian terhadap
PK Renstra | (JutaUSD) | Target PK | Target Renstra

1 | KK 566,61 576,60 578,3 102,06% 100,29%

2 | PKP2B 198,57 406,60 437,0 220,07% 107,48%

3 [ IUPK 1.471,16 | 2.455,25 3.579,0 243,28% 145,77%
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No. Izin Target (Juta USD) Realisasi %Capaian terhadap
PK Renstra | (JutaUSD) | Target PK | Target Renstra
4 |IUP 450,35 762,67 527,8 117,20% 69,20%
BUMN
5 | IUP 221,85 738,83 363,9 164,03% 49,25%
Mineral
6 |IUP 112,91 98,62 164,4 145,60% 166,70%
Batubara
7 | IUJP 149,56 211,43 1.357,62 907,74% 642,11%
Total 3.171,01 5.250 7.008,13 221,01% 133,49%
(Juta USD)

Sektor investasi mineral dan batubara menghadapi berbagai kendala yang
menghambat pencapaian optimal. Tantangan utama meliputi isu perizinan seperti
PPKH, izin pengalihan jalan nasional serta pengurusan AMDAL yang memerlukan
waktu panjang dan birokrasi yang kompleks, serta hambatan infrastruktur yang
memperlambat kelancaran aktivitas operasional. Selain itu, sejumlah perusahaan
mengambil langkah kebijakan internal untuk menunda investasi, baik karena
pertimbangan strategi bisnis maupun kondisi finansial perusahaan. Faktor eksternal
seperti cuaca dan bencana alam juga turut memberikan dampak negatif, mengganggu
proses produksi dan logistik di berbagai lokasi tambang. Kendala-kendala ini menjadi
perhatian utama untuk ditangani melalui solusi yang terintegrasi agar investasi di

sektor minerba dapat kembali optimal.
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13 - 250,00%
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cg 9 - 200,00%
] c
g 5 - 150,00% &
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Q - 100,00% o
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. - 50,00%
1 0,00%
2021 2022 2023 2024 2025
[ Target PK (USD Miliar) | 4,31 5,01 7,7 3,17 3,171
I Realisasi (USD Miliar) 4,52 5,69 7,52 7,658 7,00813
Target Renstra (%) 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 =@=—%Capaian terhadap PK|104,87%|113,57% 97,66% |241,58% 221,01% )

Gambar 3.16 Perkembangan Realisasi Investasi sub sektor Minerba Tahun 2021-2025

Realisasi investasi sub sektor Minerba naik/turunnya selama kurun 5 tahun

terakhir antara lain disebabkan oleh harga komoditas mineral dan batubara dan
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pandemic Covid 19. Pada tahun 2021, kendala realisasi investasi sub sektor minerba
antara lain Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas belanja
modal dan mobilitas tenaga kerja, kontrak pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan
rencana awal, kendala proses perizinan dengan Kementerian/Instansi lainnya, dan
kendala pendanaan pada pembangunan smelter. Tahun 2022 - 2025 menunjukan
grafik peningkatan investasi pasca pandemi Covid19. Adapun kendala realisasi
investasi tahun 2025 berdasarkan evaluasi dari laporan Badan Usaha, meliputi:

a. Hambatan pada proses perizinan (IPPKH dan revisi RKAB yang masih

berproses);

b. Isu negosiasi harga dalam proses pembebasan lahan;

Curah hujan tinggi berdampak pada beberapa kegiatan konstruksi; serta

Kendala teknis internal, seperti proses procurement/lelang dan vendor.

Realisasi investasi yang melampaui target mengindikasikan meningkatnya
aktivitas pengembangan usaha, baik pada tahap eksplorasi, konstruksi, maupun
penguatan peran jasa pertambangan subsektor minerba yang menjadi salah satu
kontributor penting dalam pencapaian realisasi investasi. Adapun program yang telah
dilakukan selama tahun 2025 dalam rangka mendukung capaian investasi sub sektor
mineral dan Batubara, meliputi:

a. Evaluasi dan analisis kebijakan investasi sub sektor minerba

Ditien Minerba akan memonitoring dan mengevaluasi terkait capaian realisasi

investasi dan berkoordinasi dengan Perusahaan pertambangan sub sektor

minerba untuk menyampaikan realisasi investasi pada aplikasi investasi setiap
bulan dan menyampaikan kendala dan hambatan.
b. Pelaksanaan Kerjasama Minerba

« Besarnya potensi investasi mineral dan batubara di daerah masih perlu
dipromosikan secara tepat sasaran dan terpadu, mendorong Pemerintah juga
untuk dapat menjalin kerjasama di dalam negeri dan memfasilitasi kerjasama
antar daerah agar penyebaran investasi di seluruh daerah dapat segera
terlaksana.

e Sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya dan cadangan mineral
dan batubara yang melimpah dan tersebar, Indonesia juga berperan aktif
dalam mengkomitmenkan sub sektor Mineral dan Batubara dalam beberapa
Kerja Sama periode tahunan diantaranya:
> ASEAN Mineral (ASOMM JWG, ASOMM, AMMin);
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C.

ASEAN Forum on Coal (AFOC);

Indonesia — Jepang Energy Forum;

Indonesia — China Energy Forum;

China — ASEAN Mining Cooperation Forum & Exhibition; dan

> Indonesia — EU High Level Meeting on Trade Issue.

YV V V VYV

Penyusunan Strategi Posisi Indonesia Dalam Komitmen di Perdagangan Bebas
Sub Sektor Minerba

Untuk Kerjasama Perdagangan Bebas sub sektor mineral dan batubara yang

masih dalam tahap negosiasi, diantaranya:

Indonesia - EU CEPA;

ASEAN - CHINA FTA Upgraded Protocol;
Indonesia - Canada CEPA,;

Indonesia - Eurasia Economic FTA; dan
Indonesia - US Critical Mineral Agreement.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan capaian Investasi

Subsektor Minerba, yaitu:

a)
b)

c)

d)

3.4

One on One Meeting untuk perencanaan investasi di awal tahun berjalan;
Supervisi/ penyampaian secara resmi untuk pelaporan komponen Perusahaan
Jasa Pertambangan;

Memfasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan antar stakeholder terkait baik
pihak eksternal (lintas negara, lintas Kementerian) maupun pihak internal antar
Direktorat; serta

Monitoring dan evaluasi per triwulan/ semester pada perusahaan, rencana akan
mengadakan rapat satu persatu kepada perusahaan apabila terdapat

ketidaksesuaian rencana dengan realisasi investasi.

Sasaran Strategis IV — Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran strategis IV Ditjen Minerba adalah “Layanan Sektor ESDM yang

Optimal”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan

Layanan Sub Sektor Minerba. Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba terdiri

dari 2 (dua) parameter yaitu:

1.
2.

Parameter Pelayanan Eksternal yang dihitung setiap triwulanan dan

Parameter Pelayanan Internal yang dihitung pada akhir tahun.
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Tabel 3.23 Sasaran Strategis IV

Persentase
Capaian

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi

Layanan Sektor | Indeks Kepuasan
ESDM yang Layanan Sub Sektor 3,51 3,63 103,42%
Optimal Minerba

Parameter Pelayanan Eksternal

Untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan KESDM kepada masyarakat,

dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan KESDM berdasarkan

indikator-indikator spesifik berikut sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun

2017, yang meliputi:

a.

® o o T

> @ =~

2)

Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya;

Kemudahan prosedur pelayanannya;

Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan;

Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan;

Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan
dengan hasil yang diberikan;

Kompetensi’/kemampuan petugas dalam pelayanan;

Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan;

Kualitas sarana prasarana;

Penanganan pengaduan pengguna layanan.

Variabel dan Pengukuran meliputi:
Variable: Kepentingan; Definisi Operasional: Seberapa penting arti layanan bagi
responden; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak penting), 2 (tidak penting), 3
(penting), 4 (sangat penting).
Variable: Kepuasan; Definisi Operasional: Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang
responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima; Skala Pengukuran: 1
(sangat tidak puas), 2 (tidak puas), 3 (puas), 4 (sangat puas).

Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan:
1,00 - 2,59 = Tidak Baik
2,60 - 3,06 = Kurang Baik
3,07 - 3,53 = Baik
3,54 - 4,00 = Sangat Baik
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Data sebagai basis perhitungan indeks layanan perizinan berdasarkan survei
di OSS/perizinan sedangkan indeks layanan informasi tidak diambil dari akun
perizinan melainkan dari layanan informasi. Saat ini prosedur pelayanan/SOP di
minerba berdasarkan Permen ESDM No. 5 Tahun 2021. Adapun kuesioner Kepuasan
Layanan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.24 Kuesioner Kepuasan Layanan

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan 1 2003 4 il 2 3 4
jenis pelayanannya.

2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. 1 2 3 4 1 2 3 4

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan 1 2083 4 1 2 3 4

4, Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 1 23 4 1 2 3 4

*Jikalayanantidak berbiaya tidak perlu diisi

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum il 208 N3 4 1 2 3 4
dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

6. a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam 1 203 4 1 2 3 4
pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka)
h. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan informasi dalam sistem online yang
mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)

1. a. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan 1 203 4 1 2 3 4
keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka)
h. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan kemudahan dan kejelasan fitur sistem online
yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana 12 s B o
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan {08 I 5 B R o s
Indeks Pelayanan eksternal diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh badan
usaha. Kuesioner tersebut dibuat berdasarkan permen PANRB No 14 Tahun 2017.
Berdasarkan hasil olah data SKM, didapatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara periode Tahun 2025:
a. Indeks Layanan Perizinan sebesar 3,66 (kategori Sangat Baik) dengan total
1.598 responden (data pelaporan ke Biro OSDM Desember 2025).
b. Indeks Layanan Informasi sebesar 3,39 (kategori Baik) dengan total 170
responden (data pelaporan ke Biro OSDM Desember 2025).
Adapun rincian 1.598 responden pada rekapitulasi hasil indeks layanan
perizinan sebesar 3,66 dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 3.25 Jumlah Responden Layanan Perizinan Tahun 2025

No. Jenis Layanan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Total
Izin Usaha Jasa Pertambangan
1 : 2 - - - 2
Perpanjangan
Izin Usaha Jasa Pertambangan Perubahan
2| Bidang Sub Bidang 18 9 - - 27
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No. Jenis Layanan TW1 TW 2 TW 3 TW4 | Total
3 Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara 1 ) ) ) 1
Baru
Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai
4 Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian 1 - - - 1
Batubara Baru
Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai
5 Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian - 1 - - 1
Mineral Baru
6 Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan 1 ) ) ) 1
Batubara Baru
OSS - I1zin Usaha Pertambangan Batubara
7 - 2 - - 2
Baru
OSS - Izin Usaha Pertambangan Batubara
8 . 1 1 1 - 3
Peningkatan
9 0SS - I;in Usaha Pertambangan Batubara 16 7 29 9 54
Perpanjangan
10 OSS - Izin Usaha Pertambangan Mineral 5 4 5 4 18
Logam Perpanjangan
11 OSS - Izin Usaha Pertambangan Mineral 1 1 ) ) >
Non Logam dan Batuan Baru
12 PB - Izin Pengangkutan dan Penjualan 35 29 24 11 99
Batubara Baru
13 PB - I1zin Pengangkutan dan Penjualan 40 26 30 18 114
Mineral Baru
14 Izin Pengangkutan dan Penjualan Mineral ) ) 1 ) 1
Perpanjangan
15 | PB - Izin Usaha Jasa Pertambangan Baru 49 55 72 29 205
16 PB - Izip Usaha Jasa Pertambangan ) 1 7 1 19
Perpanjangan
PB - Izin Usaha Jasa Pertambangan
7| Perubahan Bidang Sub Bidang ) 2 14 3 19
Pemindahtanganan Izin Usaha
18 Pertambangan Mineral Logam Tahap - 2 1 - 3
Operasi Produksi
Pemindahtanganan lIzin Usaha
19 Pertambangan Batubara Tahap Operasi - - 1 - 1
Produksi
20 Pengakhiran Karena Pengembalian |zin ) ) ) 1 1
Usaha Jasa Pertambangan
Pengakhiran Karena Pengembalian |zin
21 Usaha Pertambangan Batubara Operasi - - 1 3 3
Produksi
29 Penciutan Operasi Produksi Izin Usaha ) 1 ) ) 1
Pertambangan Batubara
Pengesahan Kepala Teknik Tambang /
23 Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan 105 34 70 a7 256
Perluasan Izin Usaha Pertambangan -
24 - - 1 1
Batubara
Perluasan Izin Usaha Pertambangan -
25 Khusus sebagai Kelanjutan Operasi - - 1 1
Kontrak / Perjanjian Batubara
26 | Permohonan Kartu Izin Meledakkan (KIM) 52 48 52 53 205
27 Permohonan Kartu Pekerja Peledakan 53 52 492 44 194

(KPP) Madya
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No. Jenis Layanan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Total

28 Permohonan Perpanjangan Kartu Izin

Meledakkan (KIM) 56 52 42 82 | 18
Permohonan Perpanjangan Kartu Pekerja
29 | peledakan (KPP) Madya 25 28 28 14 95
30 Perubahan Kepemilikan Saham Batubara 15 7 4 4 30
31 Perubahan Kepemilikan Saham Mineral 8 14 4 15 41
WIUP Mineral Bukan Logam
32 Jenis Tertentu dan Batuan 4 3 6 2 15
Total 488 379 429 302 1598

Indeks Layanan Informasi sebesar 3,39 diperoleh dari hasil rekapitulasi
kuesioner dari 170 responden dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.26 Jumlah Responden Layanan Informasi Tahun 2025

No. Kategori Responden TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Total
1 Perusahaan 38 26 35 68 167
2 Perorangan / umum 3 0 0 0 3

Total 41 26 35 68 170

Adapun perbandingan nilai SKM tahun 2025 per unsur layanan antara Layanan
Perizinan dan Layanan Informasi tertera pada Gambar berikut.

6 Perbandingan Nilai SKM Tahun 2025 per Unsur Layanan

WEm Layanan Perizinan
3.5 1 mmm Layanan Informasi
3.0 4
2.54
2.0 4
1.5 4
1.0
0.5 4
0.0 -

S é@

‘b
@‘;x & &

Nilai 5KM

Gambar 3.17 Perbandingan Nilai SKM per Unsur Layanan Tahun 2025

Hasil analisis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Layanan Eksternal

(Layanan Perizinan dan Layanan Informasi) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Tahun 2025 menunjukkan bahwa:
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a.

layanan perizinan memiliki keunggulan pada hampir seluruh unsur dengan nilai
indeks tinggi, khususnya pada unsur persyaratan, prosedur, produk layanan,
kompetensi, dan perilaku pelaksana, yang mencerminkan pelayanan yang jelas,
profesional, dan transparan; namun demikian, masih diperlukan peningkatan
pada unsur waktu pelayanan, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan
agar lebih optimal dan konsisten.

layanan informasi secara umum telah berada pada kategori baik dengan
keunggulan pada unsur persyaratan, waktu pelayanan, kompetensi, perilaku
pelaksana, dan penanganan pengaduan, meskipun masih terdapat kelemahan
pada unsur prosedur, sarana prasarana, dan produk layanan yang perlu
disederhanakan dan dioptimalkan, serta nilai rendah pada unsur biaya/tarif yang
disebabkan oleh kesalahan pengisian kuesioner meskipun layanan informasi
pada prinsipnya tidak dikenakan tarif/biaya.

Dalam rangka mempertahankan capaian tersebut, maka rencana tindak lanjut

perbaikan sebagai berikut:

a.
b.

C.

Monitoring dan evaluasi dan penguatan sistem pengaduan daring

Peningkatan sarana dan prasarana maupun kapasitas petugas pelayanan publik
Penyempurnaan SOP layanan maupun petunjuk pengisian kuesioner (reminder
terhadap responden untuk tidak mengisi pertanyaan nomor 4 karena seluruh
layanan informasi tidak dipungut biaya)

Penambahan fasilitas 1 loket pelayanan informasi khusus untuk kaum rentan

sebagai bentuk komitmen dan kepedulian dalam pelayanan informasi publik.

Capaian indeks kepuasan layanan tekMIRA Desember 2025 sebesar 3,75 lebih

tinggi dari target yang ditetapkan.

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indek kepuasan layanan

tekMIRA, antara lain:

a.

Tidak semua pelanggan merespon dengan baik kuesioner yang disampaikan,
sehingga belum mewakili seluruh populasi pelanggan yang menggunakan jasa
pengujian; dan

Jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner sebanyak 260 responden dari 1543
kuesioner yang disebar hingga 31 Desember 2025.

Adapun rincian 260 responden pada rekapitulasi hasil indeks layanan jasa

pengujian sebesar 3,75 diuraikan sebagai berikut:
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Tabel 3.27 Jumlah Responden Layanan Jasa Pengujian tekMIRA

Asal Instansi Responden Jumlah
Perseorangan/ Umum 48
Badan Usaha Swasta 122
Badan Usaha Milik Pemerintah 28
Instansi Pemerintah 40
Perguruan Tinggi 22

Total 260

Perlu upaya untuk meningkatkan jumlah respon dari pelanggan agar evaluasi
kinerja layanan lebih representatif mewakili populasi pelanggan sehingga penilaian
kinerja layanan jasa pengujian lebih objektif.

Tabel 3.28 Hasil dari kuesioner pelayanan
Layanan Indeks
Ekstenal A

Target Capaian 2021 | 2022 2023

Pelayanan 34 3,66 3,36 | 3,43 3,51 3,51

Perizinan

Pelayanan 3.1 3,39 3,29 | 3,07 3,08 3,19

Informasi

Jasa 3,6 3,75 3,60 = 3,70 3,66 3,68

pengujian

Minerba

(tekMIRA)
2. Parameter Pelayanan Internal

Pelayanan internal merupakan layanan yang diberikan suatu unit organisasi
kepada pegawai yang merupakan konsumen internal untuk menunjang kinerja dalam
mencapai tujuan organisasi. Pelayanan internal Ditjen Minerba meliputi pelayanan
administrasi kepegawaian, peningkatan kompetensi dan peningkatan tatalaksana
yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditien Minerba. Pada Tahun 2025, Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan penilaian kualitas layanan melalui
survey dengan metode pengisian kuesioner secara daring untuk mengukur indeks
pelayanan internal kepada para pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba. Pengukuran
tingkat kepuasan pengguna layanan Internal dilakukan berdasarkan indikator-
indikator sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.
Hasil survei menunjukkan hasil :

a. Indeks layanan administrasi sebesar 3,65;

b. Indeks layanan peningkatan kompetensi sebesar 3,65; dan
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c. Indeks peningkatan tata laksana sebesar 3,65.
Variabel dan Pengukuran meliputi:

1) Variable: Kepentingan; Definisi Operasional: Seberapa penting arti layanan bagi
responden; Skala Pengukuran: 1 (sangat tidak penting), 2 (tidak penting), 3
(penting), 4 (sangat penting).

2) Variable: Kepuasan; Definisi Operasional: Seberapa tinggi tingkat kepuasan yang
responden rasakan terkait dengan layanan yang diterima; Skala Pengukuran: 1
(sangat tidak puas), 2 (tidak puas), 3 (puas), 4 (sangat puas).

Penjelasan Nilai Indeks Kepuasan Layanan:

a) 1,00-2,59 = Tidak Baik
b) 2,60-3,06 = Kurang Baik
c) 3,07-3,53 = Baik

d) 3,54 -4,00 = Sangat Baik

Tabel 3.29 Hasil Indeks Pelayanan Internal

1 Pelayanan 3.65 3.65 3.65 3.65 3.41
Administrasi
Kepegawaian

2 Pelayanan 3.65 3.65 3.67 3.67 3.46

Peningkatan
Kompetensi Pegawai
3 Pelayanan 3.65 3.65 3.67 3.62 3.36
Peningkatan Tata
Laksana

Hasil survei 4 (empat) tahun ini menunjukkan adanya peningkatan kepuasan
layanan internal subsektor Minerba. Indeks Pelayanan internal diperoleh dari
kuesioner yang diisi oleh pegawai di lingkungan Ditjen Minerba dan dilaksanakan 2
(dua) kali dalam setahun. Kuesioner tersebut dibuat berdasarkan permen PAN RB No
14 Tahun 2017. Kuesioner pelayanan administrasi kepegawaian diisi oleh 328
responden, kuesioner pelayanan peningkatan kompetensi pegawai diisi oleh 314
responden dan kuesioner pelayanan peningkatan tata laksana pada semester | diisi
oleh 340 responden, pada semester Il diisi oleh 173 responden. Capaian indeks
kepuasan layanan subsektor Minerba tahun 2025 sebesar 3,63 dengan predikat

sangat baik.
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Tabel 3.30 Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba

Capaian

Indikator Kinerja/Komponen Target Realisasi (bobot)

Sasaran Strategis 4: Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba 3,51 3,63
1 Pelayanan Eksternal

- Pelayanan Perizinan 3,4 3,66 0,61

- Pelayanan Informasi 3,2 3,39 0,57

- Jasa Pengujian Minerba 3,65 3,75 0,63

2 Pelayanan Internal
- Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
- Pelayanan Peningkatan
Kompetensi Pegawai
- Pelayanan Peningkatan Tata
Laksana
Total Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor
Minerba
Ke depannya kegiatan monitoring dan evaluasi layanan perlu dilakukan secara

3,65 3,65 0,61

3,65 3,65 0,61

3,65 3,65 0,61

3,51 3,63

berkala, peningkatan pelayanan perizinan dan informasi minerba agar dapat lebih

efisien, transparan, dan memuaskan bagi pemangku kepentingan.

3.5 Sasaran Strategis V — Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM

yang Berkualitas

Sasaran strategis V Ditjen Minerba adalah “Perumusan Kebijakan dan Regulasi
Sektor ESDM yang Berkualitas”, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama
yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata
Kelola Minerba.

Tabel 3.31 Sasaran Strategis V

Persentase
Capaian

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

Perumusan Kebijakan Jumlah Penyusunan Regulasi/
dan Regulasi Sektor Rekomendasi Kebijakan untuk 3 12 400%
ESDM yang Berkualitas Peningkatan Tata Kelola Minerba

Dalam rangka untuk meningkatkan Tata Kelola Pertambangan mineral dan
batubara, Ditjen Minerba merencanakan peningkatan regulasi dalam aspek perizinan,

pengusahaan pengelolaan wilayah pertambangan, dan keterkaitan tarif royalti
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terhadap peningkatan nilai tambah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyusun 12 peraturan selama tahun

2025 dengan rincian 1 Undang-Undang, 1 Peraturan Pemerintah, 5 Peraturan Menteri

ESDM, 5 Keputusan Menteri ESDM, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang

a.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara

2. Peraturan Pemerintah

b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

3. Peraturan Menteri

C.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di
Dalam Negeri

Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pengenaan, Penghitungan, Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2025 tentang dan Pemanfaatan
Mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran
Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun
2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara

81



4. Keputusan Menteri

h.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
72 .K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan
Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
121.K/IMB.01/MEM.B/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823.K/30/MEM/2025 tentang Pedoman
Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 18.K/HK.02/MEM.B/2025 tentang Pedoman
Pembayaran/Penyetoran luran Tetap, luran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil
Produksi Batubara Serta Bearan/Formula Biaya Penyesuaian Dalam
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang
Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral
Logam dan Batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
341.K/IMB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Penysunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
344 K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi
dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara

Beberapa kendala yang terjadi dalam penyusunan regulasi dan kebijakan:

1. Kendala dan hambatan yang dialami yakni jadwal dari rekan-rekan unit yang

terkadang bersamaan dengan kegiatan lain seperti jadwal pengawasan dan rapat

lainnya yang bentrok.

2. Rapat antar kementerian yang terdapat substansi beririsan sehingga dibutuhkan

keputusan pimpinan yang lebih tinggi.

Alternatif  penyelesaian untuk meningkatkan  kinerja  penyusunan

regulasi/kebijakan antara lain:
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—

Menggunakan platform online dalam rapat penyusunan regulasi jika terdapat
jadwal yang berbarengan

2. Menggunakan narasumber/ahli yang kompeten untuk memberikan masukan
3. Membuat peta jalan dan rencana jadwal penyelesaian
Rencana aksi selanjutnya, meliputi:
1. Selalu melaporkan dan meminta arahan pimpinan
2. Membuat SK Tim Satgas Percepatan Penyusunan regulasi dengan anggota-
anggota tertentu yang dikhususkan dalam penyusunan regulasi
3. Membentuk Tim Kecil dan melaksanakan rapat secara intensif dan komprehensif

Tabel 3.32 Capaian Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan tahun 2021-2025

Keterangan 2021 2022 2023 2024 2025
‘ Regulasi/ Rekomendasi ‘ 6 ‘ 16 ‘ 12 ‘ 11 ‘ 12 ‘

Data hasil capaian menunjukkan adanya peningkatan jumlah regulasi/
rekomendasi yang masif, khususnya di tahun 2022-2025.
Tabel 3.33 Realisasi Jumlah Penyusunan Regulasi

Indikator

e Kinerja/Komponen

Target Realisasi Capaian

Sasaran Strategis 5: Perumusan kebijakan & regulasi sektor ESDM yang
berkualitas

Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi
Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba 3 12 400%
(Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi)

3.6 Sasaran Strategis VI - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Sektor ESDM yang Efektif
Sasaran strategis VI Ditjen Minerba adalah “Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif’. Sasaran strategis VI didukung dengan 3
(tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:
1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Sub Sektor Minerba,
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan

3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
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Tabel 3.34 Sasaran Strategis VI

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target  Realisasi
Pembinaan, 1. Indeks Efektivitas Pembinaan
Pengawasan, dan dan Pengawasan Sub Sektor 79 85,93
Pengendalian Sektor Minerba
ESDM yang Efektif 2. Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah 83 83,45

(SAKIP) Ditjen Minerba
3. Indeks Maturitas Sistem

Pengendalian Intern 3,9 3,721

Pemerintah (SPIP)

3.6.1 Definisi Indeks Efektivitas Binwas, SAKIP, dan SPIP
1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba
Indikator pertama pada Sasaran Strategis VI, yaitu Indeks Efektivitas
Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba. Indeks efektivitas pembinaan dan
pengawasan merupakan indikator penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan
pengawasan sub sektor mineral dan batubara yang dilakukan Ditjen Minerba kepada
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha
pertambangan di daerah dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha
pertambangan minerba dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan turunannya, seperti
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan
Pertambangan Mineral dan Batubara serta Keputusan Menteri ESDM nomor 1827
Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
Dibutuhkannya binwas terhadap Pemerintah Daerah mengingat adanya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan mineral dan batubara baik dari
aspek kaidah teknik pertambangan yang baik maupun aspek pengusahaannya diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara dan diatur pembagian ruang lingkup pengawasan antara
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Inspektur Tambang (aspek teknik dan lingkungan dengan Pejabat Pengawas (aspek
pengusahaan).
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba terdiri atas
2 (dua) parameter pengukuran yaitu parameter pembinaan dan pengawasan. Untuk
menghitung Indeks Binwas dilakukan dengan cara perhitungan = 60% Pembinaan +
40% Pengawasan, dengan uraian rincian sebagai berikut:
a. Parameter pembinaan (bobot 60%)
Pembinaan Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi terhadap
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemegang lzin Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara oleh DBP, DBM, DBB, DBT, dan DBN.
Kegiatan pembinaan berupa sosialisasi/bimbingan teknis/penyuluhan.
1) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral (Bobot 20%)
2) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara (Bobot 20%)
3) Pembinaan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
(Bobot 20%)
4) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara (Bobot
20%)

5) Pembinaan oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara (Bobot 20%)

Adapun jumlah target pembinaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
tahun 2025, yaitu 19 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.35 Target Jumlah Kegiatan Pembinaan Ditjen Minerba

No. Kegiatan Pembinaan (Bobot 60%) Jumlah Kegiatan
1. Pembinaan oleh DBM (bobot 20%) 7
2. Pembinaan oleh DBB (bobot 20%) 3
3. Pembinaan oleh DBT (bobot 20%) 3
4. Pembinaan oleh DBP (bobot 20%) 2
5. Pembinaan oleh DBN (bobot 20%) 4
Total Kegiatan Pembinaan Ditjen Minerba 19

b. Parameter pengawasan (bobot 40%)
Pengawasan kepada Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi yang

dilaksanakan oleh Pemerintah secara berkala terhadap penyelenggaraan
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pengelolaan usaha pertambangan oleh unit DBM, DBB, DBT, DBN dan DBP.

Parameter pengawasan terbagi ke dalam 6 sub-parameter, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha Terhadap Tata Kelola Pengusahaan
Pertambangan Mineral dan Batubara (Bobot 16,67 %)

Adapun formula perhitungannya, yaitu:

Formula: [50% x (Jumlah Badan Usaha Mineral yang menyampaikan Laporan
(Bulanan/Triwulanan/ Tahunan) / Jumlah Badan Usaha Mineral yang
Mendapatkan Persetujuan RKAB pada Tahun Berjalan) x 100] + [50% x
(Jumlah Badan Usaha Batubara yang menyampaikan Laporan
(Bulanan/Triwulanan/Tahunan) / Jumlah Badan Usaha Batubara yang
Mendapatkan Persetujuan RKAB pada Tahun Berjalan) x 100]

Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha Terhadap Keselamatan
Pertambangan (Bobot 16,167%)

Adapun formula perhitungannya, yaitu:

Formula: (Jumlah Badan Usaha Mineral dan Batubara yang menyampaikan
Laporan (Bulanan/Triwulanan/Tahunan) aspek keselamatan pertambangan
/ Jumlah Badan Usaha Mineral dan Batubara yang Mendapatkan
Persetujuan RKAB pada Tahun Berjalan) x 100

Persentase surat rekomendasi yang ditindaklanjuti Badan Usaha (Bobot
16,67%)

Adapun formula perhitungannya, yaitu:

Formula: (Jumlah surat rekomendasi pembinaan dan pngawasan aspek teknik
dan lingkungan yang telah ditindaklanjuti oleh Badan Usaha Mineral Logam
dan Batubara / Jumlah surat tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan
aspek teknik dan lingkungan terhadap Badan Usaha Mineral Logam dan
Batubara) x 100

Tingkat kekerapan kecelakaan tambang (Bobot 16,67 %)

Adapun rentang target tingkat kekerapan kecelakaan tambang tahun 2025
adalah 0,2-0,4. Mekanisme perhitungan nilai rasio faktor kekerapan kecelakaan
tambang, yaitu:

Apabila rasio realisasi <=0.20 maka nilai 100

Apabila rasio realisasi >0.20 dan <0.40 maka:
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Nllal - 100 _ (T'aSiO T'ealisasi—o.zox 100)

(0.40-0.20)

Apabila rasio realisasi >0.40 maka nilai O

Hal tersebut menunjukkan semakin kecil rasio kekerapan kecelakaan tambang

maka nilainya indikatornya akan semakin tinggi.

5) Kepatuhan Badan Usaha dalam Pembayaran Kewajiban PNBP Mineral dan

Batubara (Bobot 16,67%)

Adapun formula perhitungannya, yaitu:

Formula: Jumlah Badan Usaha yang melakukan pembayaran kewajiban

PNBP pada aplikasi ePNBP / Jumlah Badan Usaha yang terdaftar di MODI

6) Kepatuhan Pelaporan Pemda Provinsi terhadap Pendelegasian Kewenangan
(Bobot 16,67 %)

Formula: (Jumlah Pemda Provinsi yang menyampaikan data/informasi terkait

implementasi dokumen pengelolaan WPR yang ditetapkan dan data/informasi

terkait implementasi pemberian IUP mineral bukan logam, bukan logam jenis

tertentu dan batuan dibagi Jumlah Provinsi) x 100

Adapun rekapitulasi target IKK Pembinaan dan Pengawasan tahun 2025, meliputi:

Tabel 3.36 Target Kegiatan Pengawasan Ditjen Minerba

No.

Kegiatan Pengawasan (Bobot 40%)

Target

Satuan

Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha
terhadap Tata Kelola Pengusahaan
Pertambangan Minerba (bobot 16,67%)

100

%

Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha
terhadap Keselamatan Pertambangan
(bobot 16,67%)

75

%

Persentase surat rekomendasi oleh DBT
yang ditindaklanjuti Badan Usaha (Bobot
16,67%)

70

%

Tingkat kekerapan kecelakaan tambang
(Bobot 16,67%)

0,2

Rasio Faktor
Kekerapan

Kepatuhan Badan Usaha dalam
Pembayaran Kewajiban PNBP Minerba
(Bobot 16,67%)

90

%

Kepatuhan Pelaporan oleh Pemda Provinsi
terhadap Pendelegasian Kewenangan
(Bobot 16,67%)

60

%
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Adapun pembobotan antara parameter pembinaan dan pengawasan tertera pada tabel
berikut:
Tabel 3.37 Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Minerba

Tahun 2025
No. IKU Pembinaan dan Pengawasan Target *Target
Pasca
pembobotan
A. Pembinaan (60%)
1. | Pembinaan Ditien Minerba | 79 | 47,4
B. Pengawasan (40%)
1. Pengawasan kepada Badan Usaha dan/atau 79 31,6
Pemerintah Daerah Provinsi yang dilaksanakan
oleh Pemerintah secara berkala terhadap
penyelenggaraan pengelolaan usaha
pertambangan oleh unit DBM, DBB, DBT, DBN,
DBP
Jumlah 79

*) dari skala nilai 100

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen

Minerba

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
penerapan pelaksanaan Manajemen Kinerja berupa rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat
perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran
pembangunan nasional, pencapaian target-target, dan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang
merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang merupakan Asas pengelolaan keuangan negara
adalah akuntabilitas berorientasi hasil dan penerapan anggaran berbasis prestasi
kinerja.

Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja
pemerintah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk
meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil tercantum
pada PermenPan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Indeks Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

memiliki parameter antara lain:
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1) Perencanaan kinerja;

2) Pengukuran kinerja;

3) Pelaporan kinerja; dan

4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
Indeks ini dihitung berdasarkan hasil evaluasi terhadap ke-4 (empat) parameter

yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang SAKIP.
Jangkauan nilai:

e AA(90-100)

e A(80-389)
e BB (70-79)
e B (60-69)
e CC (50-59)
e C(30-49)
e D(0-29)
3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

a. Lingkungan Pengendalian
Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan
memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif
dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan
kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi,
kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi
wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang
efektif, hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian Risiko
Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan

Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat
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dicapai, realistis dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini
yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko

Kegiatan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan
Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi
Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok
Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat
khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis.
Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja,
pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset,
penetapan persentase review indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan,

pembatasan akses, akuntabilitas, dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

. Informasi dan Komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi,
mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif yaitu
menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta
mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus

menerus dengan parameter penilaian mencakup Informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan
pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan secara berkelanjutan,
evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

3.6.2 Capaian Indeks Efektivitas Binwas, SAKIP, dan SPIP

1.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indikator pertama pada Sasaran Strategis VI, yaitu Indeks Efektivitas

Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba.
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Tabel 3.38 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Persentase

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi

Capaian

Indeks Efektivitas Pembinaan
dan Pengawasan Sub Sektor Indeks 79 85,93 108,77%
Minerba

Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan indikator penilaian
terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan sub sektor mineral dan batubara
yang dilakukan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di daerah dan Pelaku Usaha dalam
melaksanakan kegiatan usaha pertambangan minerba dengan mengacu kepada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan
peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan
Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan
yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Keputusan
Menteri ESDM nomor 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah
Teknik Pertambangan yang Baik.

Dibutuhkannya binwas terhadap Pemerintah Daerah mengingat adanya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan mineral dan batubara
baik dari aspek kaidah teknik pertambangan yang baik maupun aspek
pengusahaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan diatur pembagian ruang lingkup
pengawasan antara Inspektur Tambang (aspek teknik dan lingkungan dengan Pejabat
Pengawas (aspek pengusahaan).

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba terdiri atas
2 (dua) parameter pengukuran yaitu parameter pembinaan dan pengawasan. Untuk
menghitung Indeks Binwas dilakukan dengan cara perhitungan = 60% Pembinaan +

40% Pengawasan.
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a. Parameter pembinaan (bobot 60%)

Pembinaan Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi terhadap

penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemegang Izin Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara oleh DBP, DBM, DBB, DBT, dan DBN.

Kegiatan pembinaan berupa sosialisasi/bimbingan teknis/penyuluhan.

1) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral (Bobot 20%)

2) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara (Bobot 20%)

3) Pembinaan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
(Bobot 20%)

4) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
(Bobot 20%)

5) Pembinaan oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara (Bobot 20%)

Adapun jumlah target pembinaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
tahun 2025, yaitu 19 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.39 Target Jumlah Kegiatan Pembinaan Ditjen Minerba

No. Kegiatan Pembinaan (Bobot 60%) Jumlah Kegiatan
1. Pembinaan oleh DBM (bobot 20%) 7
2. Pembinaan oleh DBB (bobot 20%) 3
3. Pembinaan oleh DBT (bobot 20%) 3
4, Pembinaan oleh DBP (bobot 20%) 2
5. Pembinaan oleh DBN (bobot 20%) 4
Total Kegiatan Pembinaan Ditjen Minerba 19

c. Parameter pengawasan (bobot 40%)
Pengawasan kepada Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah secara berkala terhadap penyelenggaraan
pengelolaan usaha pertambangan oleh unit DBM, DBB, DBT, DBN dan DBP.
Parameter pengawasan terbagi ke dalam 6 sub-parameter, yaitu:
1) Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha Terhadap Tata Kelola Pengusahaan
Pertambangan Mineral dan Batubara (Bobot 16,67 %)
Adapun formula perhitungannya, yaitu:

Formula: [50% x (Jumlah Badan Usaha Mineral yang menyampaikan Laporan
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2)

3)

4)

5)

(Bulanan/Triwulanan/ Tahunan) / Jumlah Badan Usaha Mineral yang
Mendapatkan Persetujuan RKAB pada Tahun Berjalan) x 100] + [50% x
(Jumlah Badan Usaha Batubara yang menyampaikan Laporan
(Bulanan/Triwulanan/Tahunan) / Jumlah Badan Usaha Batubara yang
Mendapatkan Persetujuan RKAB pada Tahun Berjalan) x 100]

Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha Terhadap Keselamatan
Pertambangan (Bobot 16,167%)

Adapun formula perhitungannya, yaitu:

Formula: (Jumlah Badan Usaha Mineral dan Batubara yang menyampaikan
Laporan (Bulanan/Triwulanan/Tahunan) aspek keselamatan pertambangan
/ Jumlah Badan Usaha Mineral dan Batubara yang Mendapatkan
Persetujuan RKAB pada Tahun Berjalan) x 100

Persentase surat rekomendasi yang ditindaklanjuti Badan Usaha (Bobot
16,67%)

Adapun formula perhitungannya, yaitu:

Formula: (Jumlah surat rekomendasi pembinaan dan pngawasan aspek teknik
dan lingkungan yang telah ditindaklanjuti oleh Badan Usaha Mineral Logam
dan Batubara / Jumlah surat tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan
aspek teknik dan lingkungan terhadap Badan Usaha Mineral Logam dan
Batubara) x 100

Tingkat kekerapan kecelakaan tambang (Bobot 16,67%)

Adapun rentang target tingkat kekerapan kecelakaan tambang tahun 2025
adalah 0,2-0,4. Mekanisme perhitungan nilai rasio faktor kekerapan kecelakaan
tambang, yaitu:

Apabila rasio realisasi <=0.20 maka nilai 100

Apabila rasio realisasi >0.20 dan <0.40 maka:

Nilai = 100 — (T'aSiO T'ealisaSi_O.ZOX 100)

(0.40-0.20)
Apabila rasio realisasi >0.40 maka nilai 0
Hal tersebut menunjukkan semakin kecil rasio kekerapan kecelakaan tambang
maka nilainya indikatornya akan semakin tinggi.
Kepatuhan Badan Usaha dalam Pembayaran Kewajiban PNBP Mineral dan
Batubara (Bobot 16,67 %)
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Adapun formula perhitungannya, yaitu:
Formula: Jumlah Badan Usaha yang melakukan pembayaran kewajiban
PNBP pada aplikasi ePNBP / Jumlah Badan Usaha yang terdaftar di MODI
6) Kepatuhan Pelaporan Pemda Provinsi terhadap Pendelegasian Kewenangan

(Bobot 16,67%)
Formula: (Jumlah Pemda Provinsi yang menyampaikan data/informasi terkait
implementasi dokumen pengelolaan WPR yang ditetapkan dan data/informasi
terkait implementasi pemberian IUP mineral bukan logam, bukan logam jenis
tertentu dan batuan dibagi Jumlah Provinsi) x 100

Adapun rekapitulasi target IKK Pembinaan dan Pengawasan tahun 2025, meliputi:

Tabel 3.40 Target Kegiatan Pengawasan Ditjen Minerba

No. Kegiatan Pengawasan (Bobot 40%) Target Satuan

1. Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha 100 %
terhadap Tata Kelola Pengusahaan
Pertambangan Minerba (bobot 16,67 %)
2. Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha 75 %
terhadap Keselamatan Pertambangan
(bobot 16,67%)

3. Persentase surat rekomendasi oleh DBT 70 %
yang ditindaklanjuti Badan Usaha (Bobot
16,67%)
4. Tingkat kekerapan kecelakaan tambang 0,2 Rasio Faktor
0,
(Bobot 16,67%) Kekerapan
5. Kepatuhan Badan Usaha dalam 90 %

Pembayaran Kewajiban PNBP Minerba
(Bobot 16,67%)

6. Kepatuhan Pelaporan oleh Pemda Provinsi 60 %
terhadap Pendelegasian Kewenangan
(Bobot 16,67%)

Adapun pembobotan antara parameter pembinaan dan pengawasan tertera pada

table berikut:
Tabel 3.41 Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Minerba Tahun 2025

No. IKU Pembinaan dan Pengawasan Target *Target
Pasca
pembobotan
A. Pembinaan (60%)
1. | Pembinaan Ditjen Minerba | 79 | 47,4
B. Pengawasan (40%)
1. | Pengawasan kepada Badan Usaha dan/atau 79 31,6

Pemerintah Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh
Pemerintah secara berkala terhadap penyelenggaraan
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No. IKU Pembinaan dan Pengawasan Target *Target
Pasca
pembobotan
pengelolaan usaha pertambangan oleh unit DBM, DBB,
DBT, DBN, DBP
Jumlah 79

*) dari skala nilai 100

Dalam rangka evaluasi indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan, dilakukan

rekapitulasi per triwulan. Kemudian finalisasi akhir capaian tahunan dibandingkan

dengan target tahun 2025.

a.

Parameter Pembinaan

1)

2)

3)

4)

5)

Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral telah melakukan kegiatan
pembinaan sebanyak 20 kali selama tahun 2025 sehingga melampaui target
7 kali (285,71%). Hal tersebut menunjukkan tidak ada kendala dalam
pelaksanaan kegiatan pembinaan aspek pengusahaan sub sektor mineral.
Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara telah melakukan kegiatan
pembinaan sebanyak 13 kali selama tahun 2025 sehingga melampaui target
3 kali (433,33%). Hal tersebut menunjukkan tidak ada kendala dalam
pelaksanaan kegiatan pembinaan aspek pengusahaan sub sektor batubara.
Pembinaan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara telah melakukan
kegiatan pembinaan sebanyak 7 kali selama tahun 2025 sehingga melampaui
target 3 kali (233,33%). Hal tersebut menunjukkan tidak ada kendala dalam
pelaksanaan kegiatan pembinaan aspek teknik dan lingkungan minerba.
Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara telah melakukan
kegiatan pembinaan sebanyak 2 kali selama tahun 2025 sehingga mencapai
target 2 kali (100%). Hal tersebut menunjukkan tidak ada kendala dalam
pelaksanaan kegiatan pembinaan aspek teknik dan lingkungan minerba.
Pembinaan oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara telah melakukan kegiatan
pembinaan sebanyak 4 kali selama tahun 2025 sehingga mencapai target 4
kali (100%).
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b. Parameter Pengawasan

Parameter pengawasan terbagi ke dalam 6 sub-parameter, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha terhadap Tata Kelola Pengusahaan
Pertambangan Mineral dan Batubara

a) Mineral

Jumlah badan usaha sub sektor mineral yang menyampaikan laporan berkala
selama tahun 2025 sebanyak 100%, yaitu 539 badan usaha dari total 539
badan usaha sub sektor mineral yang telah mendapatkan persetujuan RKAB.

b) Batubara

Jumlah badan usaha sub sektor batubara yang menyampaikan laporan berkala
selama tahun 2025 sebanyak 94,81%, yaitu 712 badan usaha dari total 751
badan usaha sub sektor batubara yang telah mendapatkan persetujuan RKAB.
Kepatuhan Pelaporan oleh Badan Usaha Terhadap Keselamatan
Pertambangan

Jumlah badan usaha yang menyampaikan pelaporan aspek keselamatan
selama tahun 2025 adalah 1087 badan usaha dari total 1290 badan usaha atau
sebesar 84,26%.

Persentase surat rekomendasi yang ditindaklanjuti Badan Usaha

Jumlah surat rekomendasi pembinaan dan pengawasan aspek Teknik dan
Lingkungan yang telah ditindaklanjuti oleh Badan Usaha selama tahun 2025
adalah 78 surat dari total 88 surat tindak lanjut hasil pembinaan dan
pengawasan aspek Teknik dan Lingkungan atau sebesar 88,64%.

Tingkat kekerapan kecelakaan tambang

Rasio kekerapan kecelakaan tambang selama tahun 2025 tergolong kategori
rendah, yaitu sebesar 0,07 lebih kecil dari target minimum 0,2 sehingga
memperoleh nilai 100.

Kepatuhan Badan Usaha dalam Pembayaran Kewajiban PNBP Mineral dan
Batubara

Jumlah badan usaha sub sektor mineral logam dan batubara yang melakukan
pembayaran kewajiban PNBP pada aplikasi e-PNBP adalah 1569 badan usaha
dari total 1751 badan usaha sub sektor mineral logam dan batubara yang
terdaftar di MODI (89,61%).

Kepatuhan Pelaporan Pemda Provinsi terhadap Pendelegasian Kewenangan
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Jumlah Pemda Provinsi yang menyampaikan data implementasi WPR adalah
27 provinsi dari total 23 provinsi (117,39%).

Program yang dilaksanakan unit Es. Il terkait dalam rangka menunjang Indeks

Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan, meliputi:

a. Parameter Pembinaan

1)

2)

Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral selama tahun 2025 telah
melakukan 20 kegiatan pembinaan pada badan usaha. Pembinaan berupa

bimbingan teknis, coaching, dan supervisi/sosialisasi.

Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara telah melaksanakan total 13
kegiatan pembinaan selama tahun 2025. Beberapa kegiatan di antaranya
diuraikan sebagai berikut:

a) Pemberian Bimbingan Teknis Pelayanan Usaha Batubara kepada

Pemegang IUP

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara sesuai dengan Peraturan
Menteri Nomor 13 Tahun 2016 mempunyai tupoksi melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan Kkebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan
pengusahaan batubara. Terdapat lima Kelompok Kerja di dalam Direktorat
Pembinaan Pengusahaan Batubara yaitu bimbingan usaha, hubungan
komersial, pelayanan usaha, pengawasan eksplorasi dan pengawasan
produksi dan pemasaran batubara. Kelima kelompok kerja ini saling
berhubungan untuk menjalankan fungsi Ditjen Minerba dan pelayanan kepada

masyarakat.

Kegiatan Pemberian Bimbingan Teknis Pelayanan Usaha Kepada Pemegang
IUP Komoditas Batubara pada Regional Sumatera dilaksanakan pada tanggal
22 Oktober s.d. 24 Oktober 2025 di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat dan
Pemberian Bimbingan Teknis Pelayanan Usaha Kepada Pemegang IUP
Komoditas Batubara pada Regional Kalimantan dilaksanakan pada tanggal 24

November s.d. 26 November 2025 dengan manghadirkan narasumber dari
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3)

stakeholder terkait yaitu perwakilan dari BKPM, perwakilan dari UGM dan

perwakilan dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara. Ketiga

narasumber menyampaikan materi-materi terkini terkait:

« Mekanisme Perizinan Berusaha Subsektor Mineral dan Batubara yang
menjelaskan tentang Daftar Perizinan di Minerba dan bagaimana cara
melakukan Pengajuan Perizinan, BKPM juga menjelaskan daftar perizinan
yang sudah terbit didalam maupun diluar OSS.

o Penjelasan mengenai dampak positif, alur perizinan yang ada dalam
MinerbaOne maupun tata cara melakukan Proses Registrasi Badan Usaha
dan melakukan Pengajuan RKAB Operasi Produksi di MinerbaOne.

b) Sinkronisasi dan Konsultasi Dokumen Rencana Induk Program
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Banyaknya program pengembangan pemberdayaan masyarakat yang

tumpang tindih antara perusahaan dengan pemerintah daerah mengakibatkan

kurang maksimalnya sebuah program dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu
sangat perlu dilakukan sinkronisasi dan konsultasi program PPM tahunan
dengan rencana induk PPM, hasil Musrembang, biaya dan program PPM/CSR
perusahaan lain, RPJMD Kabupaten/kota/provinsi, dan program prioritas
lainnya berbasis pada usulan dari masyarakat dan stakeholder lainnya,
termasuk penyesuaian program PPM terkait biaya hasil carry over tahun
sebelumnya sehingga pelaksanaan program PPM sejalan dengan program
pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan PPM

dapat tepat sasaran, efektif memberi manfaat dan efisien secara biaya.

Pembinaan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
Adapun 7 kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Teknik dan
Lingkungan Mineral dan Batubara selama tahun 2025, yaitu:

a) Bimbingan Teknis dilakukan sebanyak 2 kali

Penetapan dan pemasangan tanda batas wilayah |UP bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya tumpang tindih lahan,
serta mendukung pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah. Namun,
dalam praktiknya masih dijumpai berbagai permasalahan di lapangan, seperti
ketidakjelasan batas wilayah, keterbatasan pemahaman pelaku usaha

mengenai tata cara pemasangan tanda batas, serta kurangnya koordinasi
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antara pemegang IUP dengan Pemerintah Daerah maupun masyarakat sekitar.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan Bimtek
bagi Pelaku Usaha Pertambangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para
pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
ketentuan teknis, prosedur, serta kewajiban dalam pemasangan tanda batas
wilayah IUP. Dengan demikian, kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan
secara tertib, sesuai regulasi yang berlaku, serta meminimalisir potensi konflik
dan permasalahan di kemudian hari. Pada tahun 2025, Direktorat Teknik dan
Lingkungan Mineral dan Batubara mengadakan 2 (dua) kali kegiatan
Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemasangan Tanda Batas bagi Pelaku Usaha
Pertambangan. Kegiatan pertama dilaksanakan di Kota Yogyakarta, Provinsi
D. I. Yogyakarta pada 23 s.d. 26 September 2025, sedangkan kegiatan kedua
dilaksanakan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada 28 s.d. 31 Oktober
2025.

Adapun kendala yang dihadapi, yaitu:

e Perubahan anggaran yang dapat mempengaruhi perubahan timeline

pelaksanaan
e Ketidakhadiran beberapa peserta khususnya IUP-IUP PMDN karena

kendala jarak, transportasi, dan akomodasi

b) Pertemuan Kepala Teknik Tambang (KTT)

Pertambangan mineral dan batubara memegang peran strategis dalam
mendukung kedaulatan energi nasional dan industrialisasi berbasis hilirisasi.
Peningkatan kebutuhan bahan baku smelter, industri energi baru terbarukan
(EBT) berbasis mineral kritis, serta peran batubara dalam menjaga stabilitas
energi domestik, menuntut pengelolaan tambang yang patuh, bertanggung

jawab, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Kepala Teknik Tambang (KTT) memiliki kedudukan
sentral sebagai penanggung jawab tertinggi operasional pertambangan di
lapangan. Konsistensi pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
(Good Mining Practice) akan menentukan keberlangsungan hilirisasi, stabilitas

pasokan energi, keberlanjutan lingkungan, akuntabilitas perusahaan, serta citra
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pembangunan nasional. Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyatukan
persepsi, meningkatkan kapasitas, memperkuat komitmen, dan mempertegas
tanggung jawab KTT dalam pengelolaan tambang menuju pembangunan

negeri yang berkelanjutan.

Adapun kendala yang dihadapi, meliputi:
e Tidak semua KTT dapat hadir secara luring dalam kegiatan Pertemuan

KTT dikarenakan keterbatasan tempat dan anggaran.

c) Supervisi aspek lingkungan dilakukan sebanyak 4 kali

Supervisi aspek lingkungan difokuskan pada evaluasi awal pelaksanaan
Reklamasi dan Pascatambang serta kesesuaian antara rencana yang telah
ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Kegiatan supervisi mencakup
verifikasi progres fisik reklamasi, penerapan tahapan kegiatan sesuai rencana,
serta kesesuaian metode pelaksanaan dengan kondisi aktual lokasi tambang.
Selain evaluasi lapangan, supervisi juga dilakukan melalui pendampingan
teknis lanjutan (coaching) kepada perusahaan dalam rangka penyempurnaan
rencana reklamasi dan rencana pascatambang apabila terdapat perubahan
kondisi operasional. Kegiatan ini mendukung peningkatan kesesuaian
pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, sekaligus memastikan kecukupan
dan ketepatan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang

sesuai rencana kerja tahun berjalan.

Adapun kendala yang dihadapi, yaitu:

e Pelaksanaan supervisi lapangan terhadap kegiatan reklamasi yang sedang
berjalan;

e Pendampingan penyesuaian rencana reklamasi dan pascatambang bila
diperlukan;

e Monitoring progres pelaksanaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil
supervisi;

e Penyusunan evaluasi antara (mid-year review) sebagai dasar penguatan

pelaksanaan supervisi tiap triwulan.
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4) Pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
Adapun 2 kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan
Program Mineral dan Batubara selama tahun 2025, yaitu kegiatan rapat
koordinasi dengan Pemerintah Daerah, yaitu:

a) Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Pemberian WIUP Mineral Bukan

Logam dan Batuan (MBLB) Pulau Kalimantan

Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Pemberian WIUP Mineral Bukan
Logam dan Batuan Pemerintah Daerah pada platform INLINE WIUP Pemda
tahun 2025 untuk provinsi di Pulau Kalimantan dilaksanakan pada tanggal 1
Oktober 2025 di Kalimantan Utara dengan mengundang seluruh Dinas ESDM
Pulau Kalimantan. Monev ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha
kepada Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Adapun perwakilan Dinas ESDM yang hadir dari Kalimantan Utara, Kalimatan

Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

5 Map Camera !‘ 7

y Kabuipaten Bulungan;North

5 12:37 PM GMT+08:00
stured by GPS Map Camera

Gambar 3.18 Rapat Monev Pendelegasian WIUP MBLB di Kalimantan Utara

b) Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian WIUP Mineral Bukan Logam dan
Batuan (MBLB) Pulau Sumatera

Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Pemberian WIUP Mineral Bukan

Logam dan Batuan Pemerintah Daerah pada platform INLINE WIUP Pemda

tahun 2025 untuk provinsi di Pulau Sumatera dilaksanakan pada tanggal 14

Oktober 2025 di Sumatera Barat dengan mengundang seluruh Dinas ESDM

Pulau Sumatera. Monev ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Presiden

Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha
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5)

kepada Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Adapun perwakilan Dinas ESDM yang hadir dari Sumatera Barat, Bangka
Belitung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Utara, Aceh,

dan Riau.

¥ '3 ote amera e
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Gambar 3.19 Rapat Monev Pendelegasian WIUP MBLB di Sumatera Barat

Pembinaan oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara melakukan pembinaan melalui
kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi kepatuhan wajib bayar PNBP Mineral
dan Batubara. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memperkuat tata kelola
penerimaan negara dengan meningkatkan pemahaman Wajib Bayar atas
regulasi terbaru terkait mekanisme pengenaan, perhitungan, dan penyetoran
PNBP Minerba, mendorong kepatuhan penggunaan aplikasi ePNBP Minerba
yang telah terintegrasi dengan MOMS dan SIMBARA, serta mendukung
implementasi ePNBP Minerba versi 2 sebagai bagian dari transformasi digital
untuk mempercepat validasi transaksi, meningkatkan transparansi, dan
meminimalkan kesalahan pelaporan. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan
sebanyak 4 kali selama tahun 2025, yaitu:

a) Kegiatan sosialisasi kepatuhan wajib bayar terhadap PNBP Mineral dan
Batubara dilaksanakan pada tanggal 13 - 14 Oktober 2025 di Tangerang
dan dihadiri kurang lebih 300 peserta yang berasal dari Wajib Bayar
komoditas mineral dan batubara serta beberapa perwakilan surveyor
minerba. Rangkaian kegiatan terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu Sosialisasi

Tata Cara Perhitungan PNBP Mineral dan Batubara, Integrasi Aplikasi e-
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b)

PNBP dengan MOMS Komoditas Batubara, Integrasi Aplikasi e-PNBP
dengan MOMS Komoditas Mineral, Aplikasi e-PNBP untuk Optimalisasi
PNBP Mineral dan Batubara, dan Sesi diskusi.

Gambar 3.20 Kegiatan Sosialisasi e-PNBP Minerba Batch 1

Kegiatan sosialisasi kepatuhan wajib bayar terhadap PNBP Mineral dan
Batubara dilaksanakan pada tanggal 24-25 November 2025 di Bali dan
dihadiri kurang lebih 70 peserta yang berasal dari wajib bayar komoditas
mineral dan batubara. Rangkaian kegiatan terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
Sosialisasi Tata Cara Perhitungan PNBP Mineral dan Batubara, Integrasi
Aplikasi e-PNBP dengan MOMS Komoditas Batubara, Integrasi Aplikasi e-
PNBP dengan MOMS Komoditas Mineral, Aplikasi e-PNBP untuk

Optimalisasi PNBP Mineral dan Batubara, MinerbaOne, dan Sesi diskusi.

=Tues, 25 Nov. 2025
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Gambar 3.21 Kegiatan Sosialisasi e-PNBP Minerba Batch 2
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c) Konsultasi Publik Revisi PP No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis PNBP Yang Berlaku pada Kementerian ESDM serta Revisi PP
No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di
Bidang Usaha Pertambangan Batubara. Kegiatan ini dilaksanakan pada 8
Maret 2025 dibuka oleh Direktur Jenderal Minerba dan dihadiri oleh
pimpinan Es.2 Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, badan
usaha pertambangan dan asosiasi pertambangan yang bertujuan untuk
penyampaian isu-siu terkait penyesuaian tarif royalty dan PNBP,
penghapusan beberapa jenis PNBP, dan perbaikan ketentuan perpajakan.

d) Audiensi Pemerintah Daerah dan DPRD ke Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara terkait dengan PNBP Mineral dan Batubara
Kegiatan ini berfungsi sebagai forum dialog dan kontrol antara kedua belah
pihak yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan penyelesaian isu-
isu di subsektor Minerba dari perspektif daerah. Beberapa audiensi dengan
Pemkab Bangka Tengah (4 Juli 2025), Pemprov Kalimantan Utara (8 Juli
2025), Pemkab Pohuwatu (8 Agustus 2025), Pemkab Nunukan (16 Oktober
2025), DPRD Kab. Lahat (17 Juli 2025), DPRD Kab. Pulang Pisau (22
Agustus 2025), DPRD Provinsi Jambi (3 Oktober dan 10 Desember 2025).
Dengan adanya kegiatan audiensi ini, diharapkan memberikan manfaat:

o Pemerintah Daerah dapat mengkomunikasikan isu dan permasalahan
di tingkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

¢ Mendapatkan klarifikasi teknis dan kebijakan dari Ditjen Minerba

e Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk
implementasi kebijakan pertambangan yang lebih efektif. Serta
mendukung peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan pusat-

daerah dalam tata kelola pertambangan.

b. Parameter Pengawasan
Dalam hal pengawasan, dilakukan rekapitulasi dari pendataan pelaporan
berkala/tindak lanjut yang disampaikan oleh Badan Usaha terhadap 6 sub-
parameter sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam analisis capaian

pengawasan. Secara garis besar pengawasan mengalami kendala seperti
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keterlambatan dalam hal pelaporan badan usaha, format pelaporan untuk Pemda,

kebutuhan peningkatan efektivitas pengawasan.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan selama tahun 2025 dilakukan pada
perusahaan pertambangan mineral dan batubara mencakup PKP2B. KK, IlUP PMA,
IUP BUMN, IUPK Operasi Produksi Kelanjutan Operasi Perjanjian/Kontrak, dan
IUP PMDN. Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh
Inspektur Tambang dibagi sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

Tabel 3.42 Jumlah Perusahaan Diawasi sesuai dengan Kewenangannya

No. Kewenangan Jumlah
1 Inspektur Tambang Penempatan Pusat 88

2 Inspektur Tambang Penempatan Provinsi 1083
TOTAL 1171

Tabel 3.43 Pembinaan dan Pengawasan Kewenangan Inspektur Tambang
Penempatan Provinsi

No. Provinsi Jumlah No. Provinsi Jumlah
1 Aceh 28 19 Kalimantan Tengah 40
2 Sumatera Utara 49 20 Kalimantan Selatan 41
3 Riau 12 21 Kalimantan Timur 36
4 Kepulauan Riau 19 22 Kalimantan Utara 13
5 Jambi 51 23 Sulawesi Utara 19
6 Sumatera Barat 33 24 Gorontalo 5
7 Sumatera Selatan 34 25 Sulawesi Barat 21
8 Lampung 22 26 Sulawesi Selatan 35
9 Bengkulu 12 27 Sulawesi Tengah 51
10 Bangka Belitung 53 28 Sulawesi Tenggara 79
11 Banten 27 29 Maluku 5
12 Jawa Barat 87 30 Maluku Utara 87
13 Jawa Tengah 55 31 Papua -
14 Jawa Timur 22 32 Papua Barat 13
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No. Provinsi Jumlah No. Provinsi Jumlah
15 D. I. Yogyakarta 38 33 Papua Barat Daya -

16 Nusa Tenggara Barat 35 34 Papua Pegunungan 4

17 Nusa Tenggara Timur 23 35 Papua Selatan 7

18 Kalimantan Barat 25 36 Papua Tengah 2

TOTAL 625 TOTAL 458
TOTAL = 1083
Tabel 3.44 Pembinaan dan Pengawasan Kewenangan
Inspektur Tambang Penempatan Pusat

No. Nama Perusahaan No. Nama Perusahaan

1 PT Tri Kencana Mulia 45 PT Bencoolen Mining

2 PT Garda Tujuh Buana 46 PT Sumber Bara Abadi

3 PT Aneka Tambang Tbk UBPB 47 PT Arutmin Indonesia Tambang

Kalimantan Barat Asamasam
4 PT Gane Permai Sentosa 48 PT Gunungbayan Pratamacoal
Blok Il

5 PT Sarwa Sembada Karya Bumi 49 E;Il;t,:[)utmin Indonesia Tambang
6 PT Indexim Coalindo 50 PT Weda Bay Nickel

7 PT Mantimin Coal Mining 51 PT Astaka Dodol

8 PT Bharinto Ekatama 52 FP)-errSrle:g Asam Tbk UBPB

9 PT Baturona Adimulya 53 PT Antang Gunung Meratus

10 PT Lahai Coal 54 PT Tanur Jaya

11 PT Agincourt Resources 55 PT Mandiri Inti Perkasa

12 PT Skord Mining 56 PT Indonesia Riau Sri Avantika
13 PT Lanna Harita Indonesia 57 PT Anugerah Jambi Coalindo
14 PT Marlin Serantau Alam 58 PT Kadya Caraka Mulia

15 PT Maruwai Coal 59 PT Nusa Halmahera Mineral

16 PT Prima Perkasa Abadi 60 PT Freeport Indonesia

17 PT Tanjung Alam Jaya 61 PT Madhucon Indonesia
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No. Nama Perusahaan No. Nama Perusahaan

18 PT Wanatiara Persada 62 PT Firman Ketaun Perkasa

19 PT Karya Bumi Baratama 63 PD Baramarta

20 PT Sulawesi Cahaya Mineral 64 PT Sulut Solog Tambang

21 PT Bumi Barito Mineral 65 PT Arutmin Indonesia Tambang
Satui

22 PT Tamindo Mutiara Perkasa 66 PT Kasongan Bumi Kencana

23 PT Batualam Selaras 67 I\Pﬂ-gr‘]lgiﬁzgwces Bolaang

24 gT Arqtmin Indonesia Tambang 68 PT Tayan Alumina Abadi

enakin

25 PT Pion Quarry Nusantara 69 PT Musi Prima Coal

26 PT Tigadaya Minergy 70 PT Mandaakini Mandiri Makmur

27 PT Singlurus Pratama 71 PT Pesona Khatulistiwa
Nusantara

28 PT Position 72 PT Trubaindo Coal Mining

29 PT Rohul Energi Indonesia 73 PT Multi Tambangjaya Utama

30 PT Devanadi Kurnia Cahaya 74 PT Pelsart Tambang Kencana

31 PT Meliau Ratu Abadi 75 PT Putra Asyano Mutiara Timur

32 PT Ganda Alam Makmur 76 PT Timah Tbk UP Belitung

33 E'rl]'irEr’:]ukit Asam Tbk UBPB Tanjung| 77 PT Insani Bara Perkasa

34 PT Borneo Prima 78 PT Semesta Alam Barito

35 PT Citra Palu Mineral 79 PT Jorong Barutama Greston

36 PT Surya Kalimantan Sejati 80 PT Suma Heksa Sinergi

37 PT Perkasa Inakakerta 81 PT Indominco Mandiri

38 ET Vale I.ndonesia Tbk site 82 PT Meares Soputan Mining

ahodopi

39 PT Kartika Selabumi Mining 83 PT Tambang Tondano Nusajaya

40 PT Manambang Muara Enim 84 PT Aneka Tambang Tbk UBPN
Kolaka

41 85 PT Amman Mineral Nusa

PT Alam Raya Abadi

Tenggara
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No. Nama Perusahaan No. Nama Perusahaan

42 PT Mahakam Sumber Jaya 86 PT Kideco Jaya Agung

43 PT Multi Harapan Utama 87 PT Sumber Daya Energi

44 88 PT Aneka Tambang Tbk UBPE

PT Karya Putra Borneo

Pongkor

Hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan adalah Berita Acara Pembinaan

dan Pengawasan yang memuat temuan Kketidaksesuaian operasional baik

administrasi maupun lapangan terhadap standar dan regulasi serta rekomendasi

terhadap perbaikan ketidaksesuaian tersebut. Dari 88 surat rekomendasi hasil binwas

Inspektur Tambang Penempatan Pusat, yang telah ditindaklanjuti Badan Usaha per

31 Desember 2025 adalah sebanyak 78 perusahaan.

Adapun upaya perbaikan ke depan dalam hal pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Parameter pembinaan

1)

Perencanaan kegiatan sosialisasi yang lebih baik mempertimbangkan
proyeksi ketersediaan anggaran dan mengoptimalkan pemanfaatan
perangkat teknologi agar lebih efisien dan efektif.

Melakukan koordinasi antar stakeholder terkait untuk penyampaian informasi

terhadap perkembangan dan perubahan regulasi.

b. Parameter Pengawasan

1)

2)

3)

Dibutuhkan pendataan terintegrasi dan peningkatan monitoring terkait tindak
lanjut hasil pengawasan oleh badan usaha terhadap hasil pengawasan baik
yang dilakukan oleh Inspektur Tambang maupun Pejabat Pengawas.
Penguatan supervisi terhadap aspek pengusahaan, keteknikan, maupun
kewajiban pelaku usaha lainnya baik dari segi koordinasi, evaluasi pelaporan,
maupun sarana prasarana pengawasan.

Dalam hal pelaporan Pemda Provinsi terhadap pendelegasian kewenangan

dibutuhkan template baku pelaporan tahunan.
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Tabel 3.45 Rekapitulasi Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Minerba

Tahun 2025
Tahun 2025 Bobot
IKU | No | Parameter Definisi Tingkat
Target | Realisasi | Capaian | Target | Capaian
PK Capaian PK TW IV

Pembinaan -
Sosialisasi/Bimbingan
Teknis/Penyuluhan

Pembinaan Badan
Usaha dan/atau
Pemerintah Daerah

(Bobot 60%) Provinsi terhadap
Pembinaan | penyelenggaraan
oleh Ditien | pengelolaan usaha
Minerba pertambangan yang
dilaksanakan oleh
Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah
Provinsi dan
Pemegang Izin
Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara
oleh DBP, DBM,
DBB, DBT, dan DBN.
Masing-masing unit
tersebut mempunyai
bobot penilaian
1 sebesar 20%
a | DBM
(Bobot 7 20 286% 9.48 9.48
20%)
b | DBB
(Bobot 3 13 433% 9.48 9.48
20%)
c | bBT 3 7
(Bobot 233% 9.48 9.48
20%)
d | DBP
(Bobot 2 2 100% 9.48 9.48
20%)
e | DBN
(Bobot 4 4 100% 9.48 9.48
20%)
Pengawasan - Badan Pengawasan kepada
Usaha dan/atau Pemda Badan Usaha
(Bobot 40%) dan/atau Pemerintah
Daerah Provinsi yang
dilaksanakan oleh
Pemerintah secara
berkala terhadap i 31.60 38.51
penyelenggaraan
pengelolaan usaha
pertambangan oleh
unit DBM, DBB, DBT,
DBN, DBP
Kepatuhan | Jumlah BU Mineral
Pelaporan | yang menyampaikan
oleh Badan | Laporan 539
Usaha (Bulanan/Triwulanan/
1 | terhadap Tahunan 100 100% 5.27 2.63
Tata Kelola | Jumlah BU Mineral
Pengusaha | yang mendapatkan 539
an persetujuan RKAB
Pertamban | pada tahun berjalan
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Tahun 2025 Bobot
IKU | No | Parameter Definisi T|ng|§at
Target | Realisasi | Capaian | Target Capaian
PK Capaian PK TW IV
gan Jumlah BU Batubara
Mineral yang menyampaikan
dan laporan 712
Batubara (Bulanan/Triwulanan/
(Bobot Tahunan) 94,81% 2.5
16,67%) Jumlah BU Batubara
yang mendapatkan 751
persetujuan RKAB
pada tahun berjalan
Jumlah BU Mineral
Kepatuhan | dan Batubara yang
Pelaporan | menyampaikan
oleh Badan | laporan 1087
Usaha (bulanan/triwulanan/t
terhadap ahunan) aspek
2 Keselamat | keselamatan 75 84,26% 5.27 5.92
an pertambangan
Pertamban | Jumlah BU Mineral
gan dan Batubara yang
(Bobot mendapatkan 1290
16,67%) persetujuan RKAB
pada tahun berjalan
Jumlah surat
rekomendasi
pembinaan dan
Persentase | pengawasan aspek
Surat teknik dan lingkungan 78
Rekomend | yang telah
asi oleh ditindaklanjuti oleh
DBT yang BU mineral logam
3 Ditindaklan | dan batubara 70 88,64% 527 6.67
juti Badan Jumlah surat tindak
Usaha lanjut hasil
(Bobot pembinaan dan
16,67%) pengawasan aspek 88
teknik dan lingkungan
terhadap BU mineral
logam dan batubara
Tingkat Realisasi tingkat 0.07
Kekerapan | kekerapan
4 Kecelakaa | Target tingkat 100 0.2 100% 5.7 5.07
n Tambang | kekerapan
(Bobot
16,67%)
Kepatuhan | Jumlah BU yang
Badan melakukan
Usaha pembayaran 1569
dalam kewajiban PNBP
Pembayar | pada aplikasi ePNBP
5 an Jumlah BU 90 89,61% 5.27 5.24
Kewajiban | pertambangan
PNBP mineral logam dan 1751
Minerba batubara yang
(Bobot terdaftar di MODI
16,67%)
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Tahun 2025 Bobot
IKU | No | Parameter Definisi ngl?at
Target | Realisasi | Capaian | Target Capaian
PK Capaian PK TW IV
Jumlah Pemda
Provinsi yang
Kepatuhan | menyampaikan
Pelaporan | gata/informasi terkait
oleh implementasi
Pemda dokumen
Provinsi pengelolaan WPR 27
6 |terhadap | yang ditetapkan dan 60 117,39% | 5.27 10.3
Pendelega | gata/informasi terkait
sian implementasi
Kewenang | nhemberian IUP
an mineral bukan logam.
(Bobot bukan logam jenis
16,67%) tertentu dan batuan
Jumlah Provinsi 23
Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sub

Kegiatan Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan pada lahan yang
telah selesai dilakukan kegiatan penambangan. Penambahan capaian luasan
reklamasi disebabkan karena pendataan sudah dilakukan secara digital dan telah
diterbitkannya Surat Edaran Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur
Tambang terkait Peningkatan Pelaporan Berkala Bukaan Lahan dan Reklamasi.
Adapun capaian reklamasi tahun 2025 adalah 16.930,74 Ha (238,46%) dari target PK
tahun 2025 sebesar 7.100 Ha sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra
tahun 2025, capaiannya sebesar 169% dari target Renstra sebesar 10.000 Ha.

Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan capaian Reklamasi pada setiap
triwulan khususnya pada triwulan ke-IV adalah belum seluruhnya perusahaan yang
menyampaikan pelaporan secara digital akibat kurang meratanya penyebaran
informasi terkait pelaporan reklamasi secara digital. Sosialisasi telah dilakukan tiap
tahun khususnya terkait Pelaporan Reklamasi dan Lingkungan Tambang (PELITA)
dimulai tahun 2024. Selama tahun 2025, sosialisasi secara bertahap dilakukan dari
triwulan | pada Februari 2025, dilanjutkan dengan sosialisasi mekanisme pelaporan
melalui PELITA pada 23 Mei 2025. Kemudian pada triwulan 1l juga dilakukan
sosialisasi dan adanya surat edaran Kepala Inspektur Tambang kepada badan usaha
terkait kepatuhan pelaporan reklamasi sebagai upaya monitoring pada Desember
tahun 2025.
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Dalam hal pengumpulan data Reklamasi lahan bekas tambang, Direktorat
Teknik dan Lingkungan juga melakukan koordinasi dengan Inspektur Tambang
penempatan Provinsi sehingga diharapkan informasi terkait penyampaian data

reklamasi dapat menyeluruh disampaikan ke seluruh pemegang IUP di Indonesia.

30.000
25.000
20.000
T 15.000
z
1%}
©
3 10.000
L —— ® °
5.000
2021 2022 2023 2024 2025
—8—Target 7.025 7.050 7.075 7.100 7.100
—@—Realisasi Reklamasi 9.344 11.084 13.754 26.538 16.931

Gambar 3.22 Capaian Reklamasi terhadap Target Tahun 2021-2025

Dalam rangka mendukung akselerasi hilirisasi mineral, maka implementasi
kebijakan hilirisasi secara langsung dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah
komoditas mineral secara eksponensial sehingga diharapkan dapat memperkuat
kedaulatan ekonomi nasional. Target pembangunan smelter terintegrasi tahun 2025
semula adalah 16 smelter melanjutkan dari target pembangunan smelter sebelumnya.
Adapun rincian progress smelter hingga akhir Desember 2025 dari 28 smelter, yaitu:
a. Beroperasi (13 smelter):

1) 4 Nikel (3 FeNi: PT Weda Bay Nickel, PT ANTAM Tbk Pomalaa, PT Wanatiara
Persada; 1 Nikel Matte: PT Vale Indonesia Tbk).

2) 6 Timah (PT Mitra Stania Prima, PT Mitra Sukses Globalindo, PT Prima Timah
Utama, PT Artha Cipta Langgeng, PT TIMAH Tbk, PT Babel Surya Alam
Lestari).

3) 1 Tembaga (Katoda Tembaga: PT Freeport Indonesia).

4) 2 Emas (PT Sumbawa Jutaraya, PT ANTAM Tbk).

b. Proses/Rencana - belum beroperasi (15 smelter):
1) 2 Nikel (FeNi: PT ANTAM Tbk P3FH dan PT Ang and Fang Brother).
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2) 5 Bauksit (4 SGA: PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Laman Mining, PT
Persada Pratama Cemerlang, PT Quality Sukses Sejahtera; 1 CGA: PT
Parenggean Makmur Sejahtera).

3) 4 Timah: PT Bukit Timah, PT Tommy Utama, PT Belitung Industri Sejahtera,
PT Bangka Tin Industry.

4) 1 Tembaga: (1 Katoda Tembaga: PT Kalimantan Surya Kencana).

5) 2 Emas: PT Cikondang Kancana Prima, PT Pelsart Tambang Kencana.

6) 1 Besi (1 Sponge Ferro Alloy: Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO).

2
NIKEL BAUKSIT
4
5
BESI TIMAH
6
1
1
2 EMAS 2 TEMBAGA

1

Gambar 3.23 Rincian Progress Jumlah Smelter

Tabel 3.46 Rincian Jumlah Smelter

Jumlah
Komo 2 Kap. Output
Proses/ . . Kapasitas Input
——— Operasi ditas (ton per tahun)
2 4 Nikel 24.931.355 ton FeNi, Nikel Matte 924.779 ton
5 - Bauksit 17.086.976 ton SGA, CGA 6.486.215 ton
1 1 Tembaga 10.100.000 ton Katoda Tembaga 485.000 ton
1 - Besi 4.725.000 ton Sponge Ferro Alloy 1.701.325 ton
670.471 oz au (ounce gold),
2 2 Emas 3.668.521 ton Dore bullion 153.1926 oz ag (ounce silver),
dan 12.753 kg dore
4 6 Timah 113.811 ton Tin Ingot 106.584 ton

Tantangan berupa fasilitas pengolahan dan pemurnian yang masih dalam
proses pembangunan mengalami kendala-kendala seperti pendanaan, pasokan

listrik, aksesibilitas, tata ruang, dIl. Untuk mendorong percepatan peningkatan nilai
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tambah/hilirisasi mineral, Ditien Minerba melaksanakan uji terap SOP pengawasan
hilirisasi mineral, dalam rangka pemutakhiran data capaian smelter yang lebih
komprehensif, dan koordinasi lintas sektor terkait pendanaan dan permasalahan tata

ruang.

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen
Minerba
Indikator kedua pada Sasaran Strategis VI, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.47 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Ditjen Minerba

Persentase
Capaian

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Indeks 83 83,45 100,54%
Minerba

Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Ditjen Minerba bertujuan untuk:
Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
Menilai tingkat implementasi SAKIP

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan

o o o o

Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP
periode sebelumnya
Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) parameter manajemen kinerja
yang meliputi:

a. Perencanaan Kinerja;

b. Pengukuran Kinerja;

c. Pelaporan Kinerja; dan

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Untuk capaian tahun 2025 mengacu pada penilaian pelaksanaan evaluasi

AKIP Ditjen Minerba Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai bulan Maret 2025, dengan
diterbitkannya Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 64.Pr/PW.03/IJN.11/2025
tanggal 10 Maret 2025 untuk dilakukan evaluasi penerapan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Ditjen Minerba.
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Dalam rangka penilaian AKIP ini, Ditien Minerba telah melakukan serangkaian
kegiatan pembahasan pengisian dan evaluasi penilaian mandiri LKE Ditjen Minerba
bersama unit-unit Eselon Il di lingkungan Ditjen Minerba beserta Tim Evaluasi ltjen
KESDM, berdasarkan SK penugasan evaluasi yang diterbitkan Itjen KESDM.

Hasil Evaluasi AKIP terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja pada
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2024, diperoleh nilai sebesar 83,45

atau Kategori A, Predikat “Memuaskan.”

100,00
90,00 100,00%
80,00
70,00 80,00%
&
o 60,00 =
> 60,00%
< 50,00 o
i B
S 40,00 o
= 40,00% E
30,00
20,00 20,00%
10,00
0,00 0,00%
2021 2022 2023 2024 2025
Target PK 84,00 84,50 85,00 83,00 83,00
B Realisasi 84,19 82,90 82,50 82,81 83,45

%Capaian terhadap PK  100,23% @ 98,11% 97,06% 99,77%  100,54%

Gambar 3.24 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Minerba Tahun 2021-2025

Hasil Evaluasi AKIP Ditjen Minerba sebesar 83,45 mengalami peningkatan
dibandingkan evaluasi SAKIP tahun sebelumnya sebesar 82,81. Pada tahun 2022
terdapat peraturan baru dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yaitu dengan
keluarnya Permen PAN RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dimana yang semula terdapat 5 (lima) komponen penilaian
menjadi 4 (empat) komponen penilaian. Hal ini karena komponen Capaian Kinerja
tidak lagi dimasukkan kedalam sistem penilaian dalam AKIP. Capaian tahun 2025 jika
dibandingkan dengan target jangka menengah (target tahun 2029 pada renstra) maka
nilainya masih melampaui target.

Untuk lebih memperkaya dan meningkatkan implementasi SAKIP pada
Kementerian ESDM, maka dilakukan benchmarking terhadap instansi lain, dalam hal

ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki Nilai SAKIP lebih tinggi
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dibandingkan Kementerian ESDM maupun Ditjen Minerba. Dalam tabel di bawah ini,
dapat terlihat bahwa KKP memiliki capaian nilai lebih unggul di komponen
Perencanaan Kinerja.

Tabel 3.48 Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen Minerba, Kementerian ESDM vs
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ditjen Minerba KESDM KKP
Komponen yang dinilai Bobot

2024* | 2025** 2024 2025 2024 2025
a | Perencanaan Kinerja 30 24 26,10 24,46 2449 | 27,12 | 27,25
b | Pengukuran Kinerja 30 24 25,50 22,77 22,84 | 25,47 | 25,56
c | Pelaporan Kinerja 15 12,3 11,85 12,43 12,43 | 12,76 | 12,85
d | Evaluasi Akuntabilitas 22,5

25 20,00 19,23 19,39 | 18,66 | 18,79
Kinerja Internal

Nilai Hasil Evaluasi 100 82,81 83,45 78,89 79,15 | 84,01 | 84,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A BB BB A A

*) Penilaian AKIP Ditjen Minerba TA 2023
**) Penilaian AKIP Ditjen Minerba TA 2024

Hasil evaluasi AKIP Ditjen Minerba telah mendapat predikat memuaskan tetapi masih
terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu:
a. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level
nasional/internasional (benchmark kinerja) pada Laporan Kinerja;
b. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya; dan
c. Meningkatkan beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria yang berbeda

dari tahun sebelumnya.

3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator ketiga pada Sasaran Strategis VI, yaitu Indeks Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

Tabel 3.49 Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Kinerja Utama SEVIET) Target Realisasi %

Indeks Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)

* Target PK Ditjen Minerba
** Penilaian dari BPKP (Juni 2024-Juni 2025)

Indeks 3,9* 3,721** | 95,41%

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai

dari pelaksanaan Penilaian Mandiri, yang kemudian dilanjutkan dengan Penjaminan
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Kualitas (PK) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM

(APIP). Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Terinterasi Kementerian ESDM Tahun 2024-2025 dilakukan pada 5 (lima) Unit Eselon

| yaitu:

1. Satker Waijib yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

2. Satker Penanggung Jawab yaitu Unit Sekretariat Jenderal dan Inspektorat
Jenderal.

Selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri (PM) penyelenggaraan SPIP yang
telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK). Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
Penilaian SPIP dilakukan pada level Kementerian, tidak lagi dilakukan untuk setiap
unit eselon |.

Dari hasil evaluasi terhadap Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri
maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tersebut, BPKP memberikan
saran/rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, antara lain:

1) Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja pada Kementerian ESDM untuk
menyusun rencana aksi atas Area of Improvement pada struktur dan proses
dalam rangka meningkatkan level maturitas SPIP Kementerian ESDM;

2) Bersama dengan seluruh unit kerja pada Kementerian ESDM untuk melakukan
evaluasi secara berkala dan memastikan dilaksanakannya perbaikan
berkelanjutan atas desain kebijakan dan implementasi pengendalian termasuk
pengendalian atas korupsi;

3) Mengukur efektivitas dan manfaat pengendalian terhadap pencapaian tujuan
organisasi;

4) Melakukan pemutakhiran register risiko korupsi secara periodik dan konsisten;

5) Melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko dengan:

6) Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antar
lembaga;

7) Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja pada

seluruh unit kerja;
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8) Memantau, mengevaluasi, dan menyusun tren risiko dari hasil pemutakhiran
Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), vyaitu
peningkatan/penurunan skala risiko yang didorong oleh efektivitas pengendalian;
dan

9) Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko agar melekat dengan proses bisnis

utama dari sebagian besar satuan kerja dan menjadi pertimbangan dalam proses

operasional satuan kerja.

4,351

4,310
4,675
4,581

3,715
3,488

4,302

perencanaan strategis Kementerian ESDM, perencanaan strategis unit kerja, dan

2021* 2022 2023 2024 2025
W Target Nilai PM  ® Nilai PK ® Evaluasi BPKP

923

679
734
720

™

3,721

3
3,440
3

0,000
0,000
0,000

Keterangan: *Tahun 2021 tidak terdapat hasil evaluasi BPKP dikarenakan pandemi COVID-19
Gambar 3.25 Capaian Nilai SPIP Kementerian ESDM Tahun 2021-2025

Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan
Pembangunan Kewilayahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) nomor PE.09.03/S-01/D102/1/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal Penyampaian
Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, didapati tingkat maturitas penyelenggaraan
SPIP di lingkungan Kementerian ESDM adalah sebesar 3,721. Capaian tersebut lebih
rendah dibandingkan target PK Ditjen Minerba sebesar 3,9 (tingkat capaian 95,41)
tetapi apabila dibandingkan dengan target PK Kementerian ESDM sebesar 3,72
(tercapai 100,03%).

Tabel 3.50 Rincian Penilaian Maturitas SPIP

Komponen, Unsur, dan Skor Bobot Nilai PM Nilai PK Nilai
Subunsur Unsur Evaluasi

NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP 4,675 4,581 3,721

PENETAPAN TUJUAN 40,00% 2,000 2,000 1,800

Kualitas Sasaran Strategis 5,000 50,00% 2,500 2,500 2,000
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Kualitas Strategi Pencapaian
Sasaran Strategis

SUB JUMLAH PENETAPAN
TUJUAN
PENETAPAN TUJUAN

STRUKTUR DAN PROSES
Lingkungan Pengendalian

Penegakan Integritas dan Nilai
Etika (1.1)

Komitmen terhadap Kompetensi
(1.2)

Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)
Pembentukan Struktur Organisasi
yang Sesuai dengan Kebutuhan
(1.4)

Pendelegasian Wewenang dan
Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)

Penyusunan dan Penerapan
Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM (1.6)

Perwujudan Peran APIP yang
Efektif (1.7)

Hubungan Kerja yang Baik dengan
Instansi Pemerintah Terkait (1.8)

Penilaian Risiko

Identifikasi Risiko (2.1)

Analisis Risiko (2.2)

Kegiatan Pengendalian

Reviu atas Kinerja Instansi
Pemerintah (3.1)

Pembinaan Sumber Daya Manusia
(3.2)

Pengendalian atas Pengelolaan
Sistem Informasi (3.3)

Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)

Penetapan dan Reviu atas
Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)

Pemisahan Fungsi (3.6)

Otorisasi atas Transaksi dan
Kejadian yang Penting (3.7)

Pencatatan yang Akurat dan Tepat
Waktu atas Transaksi dan Kejadian
(3.8)

Pembatasan Akses atas Sumber
Daya dan Pencatatannya (3.9)

Akuntabilitas terhadap Sumber
Daya dan Pencatatannya (3.10)

5,000

4,833
5,000

5,000
4,667

5,000

4,889

4,333

5,000

5,000

4,944

5,000
5,000

5,000

4,667
5,000

5,000
5,000

5,000

5,000

5,000

50,00%

100,00%

30,00%

3,75%
3,75%

3,75%
3,75%

3,75%

3,75%

3,75%

3,75%

10,00%

10,00%

2,27%
2,27%

2,27%

2,27%
2,27%

2,27%
2,27%

2,27%

2,27%

2,27%

2,500

5,000

1,475

0,181
0,188

0,188
0,175

0,188

0,183

0,163

0,188

0,500

0,494

0,114
0,114

0,114

0,106
0,114

0,114
0,114

0,114

0,114

0,114

2,500

5,000

1,441

0,181
0,188

0,163
0,163

0,188

0,171

0,163

0,188

0,478

0,481

0,114
0,114

0,114

0,106
0,114

0,114
0,114

0,106

0,114

0,114

2,500

4,500

1,081

0,145
0,131

0,128
0,131

0,131

0,128

0,141

0,136

0,358

0,349

0,097
0,080

0,080

0,068
0,074

0,074
0,080

0,080

0,080

0,085
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Dokumentasi yang Baik atas SPI 5,000 2,27% 0,114 0,106 0,085
serta Transaksi dan Kejadian

Penting (3.11)

Informasi dan Komunikasi

Informasi yang Relevan (4.1) 4,583 5,00% 0,229 0,229 0,178
Komunikasi yang Efektif (4.2) 5,000 5,00% 0,250 0,250 0,200
Pemantauan

Pemantauan Berkelanjutan (5.1) 5,000 7,50% 0,375 0,375 0,275
Evaluasi Terpisah (5.2) 5,000 7,50% 0,375 0,363 0,291
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN 100% 4,918 4,805 3,603
PROSES

PENCAPAIAN TUJUAN SPIP 30,00% 1,200 1,140 0,840
Efektivitas dan Efisiensi

Capaian Outcome 5,000 20,00% 1,000 0,800 0,600
Capaian Output 5,000 10,00% 0,500 0,500 0,500
Keandalan Laporan Keuangan

Opini LK 3,000 25,00% 0,750 0,750 0,750
Pengamanan atas Aset

Catatan Pengamanan Aset 3,000 25,00% 0,750 0,750 0,750
Ketaatan pada Peraturan

Temuan Ketaatan — BPK 5,000 20,00% 1,000 1,000 0,200
IEPK

SUB JUMLAH PENCAPAIAN 100,00% 4,000 3,800 2,800
TUJUAN

*) Penilaian BPKP penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM (Sumber: Lakin Kementerian ESDM
Tahun 2025).

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan
dalam pencapaian Tingkat Maturitas SPIP Kementerian ESDM antara lain:

1. Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 baru ditetapkan pada 30 Desember 2025
sehingga sasaran strategis/program/kegiatan dan indikator kinerja masih
menggunakan informasi kinerja pada periode sebelumnya, yang berpotensi
mengurangi nilai pada Komponen Penetapan Tujuan;

2. Penerapan manajemen risiko belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh
di setiap proses bisnis kementerian.

Inspektorat Jenderal telah melakukan benchmarking dengan Kementerian
PUPR yang telah menerapkan second line of defense dalam pengawasan dengan
memiliki Unit Kepatuhan Internal yang terintegrasi di seluruh unit Eselon |. Adapun
hasil evaluasi SPIP Terintegrasi yang dilakukan BPKP terhadap Kementerian PUPR
berada di level 4 pada tahun 2023, meningkat dari semula berada di level 3 pada

tahun 2022. Pada level ini, menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP telah menjadi
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budaya organisasi yang melekat pada setiap individu, tidak lagi menjadi sekadar
aturan atau prosedur yang harus diikuti.

Pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029, Indikator Indeks Maturitas SPIP
tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Kementerian ESDM, mengingat indikator tersebut
merupakan indikator meso dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga

berada pada level Indikator Kinerja Kegiatan.

3.7 Sasaran Strategis VIl — Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan
Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran strategis VIl Ditien Minerba adalah “Terwujudnya Birokrasi yang
Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”. Sasaran strategis VIl didukung
dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.51 Sasaran Strategis VII
Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Target Realisasi

Utama
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, | |ndeks Reformasi "
dan Berorientasi pada Layanan Prima Birokrasi 91 85,80

*) Penilaian indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 level Kementerian ESDM yang disampaikan oleh
Kementerian PAN RB pada Tahun 2025. Penilaian dilakukan pada Tingkat Kementerian.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025 sebagaimana tahun-
tahun sebelumnya dilakukan pada tingkat Kementerian dan difokuskan pada kegiatan
Monitoring Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi RB Tahun 2024. Monitoring tersebut
dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan
kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata. Mekanisme penilaian
Evaluasi RB Tahun 2025 dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penilaian Rencana Aksi RB General merupakan penilaian atas rencana tindak
lanjut dari catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tahun 2024, serta penilaian
atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi tersebut.

b. Penilaian atas indikator RB General yang berasal dari K/IL meso akan
menggunakan nilai terbaru apabila K/L meso melaksanakan evaluasi di tahun
2025 atau menggunakan nilai tahun sebelumnya apabila K/L meso tidak
melaksanakan evaluasi di tahun 2025.

c. Pelaksanaan Rencana Aksi RB Tematik dilakukan atas rencana tindak lanjut dan
hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi untuk tema RB

Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi, sedang untuk RB

121



Tematik lainnya (Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengendalian Inflasi, dan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) menggunakan nilai tahun
sebelumnya.

d. RB Tematik baru yakni, RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Kualitas dan
Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Ketahanan Pangan, serta RB
Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan, akan dilakukan
review terhadap rencana aksi dan laporan monitoring dan evaluasi yang disusun.

Terkait pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Surat Edaran ini
menegaskan bahwa evaluasi difokuskan pada kegiatan monitoring tindak lanjut atas
hasil evaluasi RB Tahun 2024. Instrumen evaluasi RB Tahun 2025 masih mengacu
pada ketentuan evaluasi tahun sebelumnya, dengan penekanan pada penyusunan
dan pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik. Seluruh instansi
pemerintah diwajibkan menyusun rencana aksi tersebut dan menginputnya melalui
Portal RB sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Khusus untuk empat tema RB Tematik
baru, hasil reviu Tim Penilai Nasional bersifat pembinaan dan tidak mempengaruhi
nilai Indeks RB Tahun 2025.

Hingga saat ini, nilai resmi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB belum
ditetapkan, mengingat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Triwulan IV masih
berlangsung. Data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut masih dapat
diperbarui melalui Portal Reformasi Birokrasi pada bulan Januari 2025. Selanjutnya,
Kementerian PANRB secara rutin menetapkan dan mengumumkan hasil penilaian
resmi Reformasi Birokrasi setiap tahunnya pada bulan April di tahun berikutnya.

Nilai RB Kementerian ESDM saat ini masih mengacu kepada surat Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB-KUNWAS)
Kementerian PAN-RB Nomor B/406/RB.06/2025 tanggal 25 April 2025 hal Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM 2024, yang bernilai
85,80 dengan rincian penilaian pada RB General 77,99 dan RB Tematik 7,81. Capaian
pada grafik di bawah ini adalah tingkat capaian apabila dibandingkan dengan target
PK Ditjen Minerba sedangkan bila dibandingkan target Indeks RB Kementerian ESDM
95,5 maka tingkat capaian sebesar 89,84%. Akan tetapi, bila capaian Indeks RB
dibandingkan dengan target Renstra jangka menengah akan berkisar sama dengan
target PK Ditjen Minerba.
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Gambar 3.26 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian ESDM Tahun 2021-2025

Sepanjang 2021-2025, nilai Indeks Reformasi mengalami pertumbuhan yang
baik. Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian ESDM mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal
tersebut menunjukkan adanya kontribusi Ditjen Minerba dalam memperkuat komitmen
Kementerian ESDM untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui
berbagai upaya strategis.

Dalam rangka peningkatan kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, maka dilakukan

benchmarking terhadap instansi/lembaga lainnya seperti tabel di bawah ini.
Tabel 3.52 Perbandingan Nilai Indeks RB Kementerian ESDM dengan K/L lain

No. Kementerian/Lembaga Predikat
1 Kementerian ESDM 85,80
2 Kementerian Keuangan 93,34
3 Kementerian KKP 91,26

3.8 Sasaran Strategis VIIl — Organisasi Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran strategis VIII Ditien Minerba adalah “Organisasi Fit dan SDM yang
Unggul”, didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:
1. Nilai Evaluasi Kelembagaan dan
2. Indeks Profesionalitas (IP) ASN.
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Tabel 3.53 Sasaran Strategis VIII

Realisasi

Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Utama Target Capai Realisasi
apaian
1. Nilai Evaluasi
Organisasi Fit Kelembagaan 81 78,91 97,42%
dan SDM yang - -
Unggul 2. Indeks Profesionalitas 84 86.52 103%

ASN

3.8.1 Definisi Nilai Evaluasi Kelembagaan dan IP ASN
1. Nilai Evaluasi Kelembagaan
Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi
kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi
Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan
struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.
Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi
pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup
tiga sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup lima sub dimensi sebagai
berikut:
a. Dimensi Struktur Organisasi
Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu
kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut
diuraikan di bawah ini.
1) Sub dimensi Kompleksitas
Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam
pembagian kerja (division of labor). Pada umumnya organisasi pemerintah
memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang
dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-
tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi,
semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-
unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit
bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada
tiga hal, yaitu:

a) Diferensiasi Horizontal
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2)

3)

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur
horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit
organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya.
b) Diferensiasi Vertikal
Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin
tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya
akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen
tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar.
c) Diferensiasi Spasial
Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan
penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin
banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi
secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi
tersebut.
Subdimensi Formalisasi
Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur,
instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan
meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting
bagi organisasi karena dengan standardisasi akan dicapai produk yang
konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak
perlu terjadi.
Subdimensi Sentralisasi
Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (authority) dalam
pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen
tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan
pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan

tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi.

Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) subdimensi, yaitu keselarasan

(alignment), tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance), perbaikan dan

peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima

dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

1)

Subdimensi Keselarasan (Alignment)
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2)

3)

4)

5)

Keselarasan (alignment) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan
misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di
dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi
dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi
dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang
telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi.
Subdimensi Tata kelola (Governance) dan Kepatuhan (Compliance)

Tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance) yang dimaksudkan
untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah
menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang
disepakati dan berlaku di organisasi.

Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan
lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif
hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses
organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan.
Subdimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan
penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang
terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan
mengendalikan  probabilitas atau dampak kejadian yang tidak
menguntungkan.

Subdimensi Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua
bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah. Dalam skenario
ekonomi global yang kompetitif saat ini, organisasi yang gagal maju secara
teknologi berpotensi mengalami risiko tertinggal dibandingkan dengan
organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan adalah

metode survei yaitu persepsi kelompok (per Eselon 1) di dalam organisasi mengenai
kondisi organisasi saat ini. Kuesioner ini terdiri dari 2 dimensi sebagaimana tersebut
di atas, 8 sub dimensi, 30 indikator dan 66 pertanyaan, dimana dalam setiap

pertanyaan kelompok harus berdiskusi untuk menjawab Sangat Setuju (SS), Setuju
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(S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) untuk menghasilkan jawaban

persepsi kelompok mengenai kondisi organisasi saat ini.

2, Indeks Profesionalitas ASN

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti
perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur
Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN
dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik,
serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN
diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan
kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan
kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks
profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat
profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar
profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan
kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat
profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar
pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan
nilai Reformasi Birokrasi. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan
menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Dimensi Kualifikasi (25%)
Merupakan penilaian terhadap ketepatan jenjang pendidikan dan/atau
kemampuan ASN terhadap posisi dalam kaitannya tugas dan fungsi yang
diemban, dengan tujuan untuk meningkatkan output yang dihasilkan

b. Dimensi Kompetensi (40%)
Merupakan penilaian terhadap kompetensi setiap ASN dalam penyelenggaraan
reformasi birokrasi dengan melakukan assessment secara berkala terhadap
seluruh pegawai. Penilaian ini juga dijadikan dasar dalam penempatan ASN pada
posisi baru, dengan tujuan agar kualifikasi ASN sesuai dengan tupoksi.

c. Dimensi Kinerja (30%)
Merupakan penilaian terhadap kinerja setiap ASN baik yang menjabat pada posisi

struktural maupun Fungsional berdasarkan target kinerja organisasi maupun
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target Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang direncanakan dalam bentuk bulanan
untuk mencapai sasaran organisasi

d. Dimensi Disiplin (5%)
Merupakan penilaian terhadap sikap, perilaku dan kepatuhan setiap ASN dalam

menjalankan tugas dan fungsi sehari-harinya.

3.8.2 Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan dan IP ASN
1. Nilai Evaluasi Kelembagaan
Indikator pertama pada Sasaran Strategis VIII, yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan.
Tabel 3.54 Nilai Evaluasi Kelembagaan

Realisasi
Capaian

Indikator Kinerja
Utama

Satuan Target Realisasi

Nilai Evaluasi
Kelembagaan

*)Penilaian setiap 3 tahun sekali (tahun 2025)

Indeks 81 78,91 97,42%

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi
kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi
Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan
struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.
Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi
pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup
tiga sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup lima sub dimensi sebagai
berikut:

Penilaian mencakup dua dimensi pokok organisasi:

a. Struktur (Bobot 50%)

1) Kompleksitas (25%) yang dicapai sebesar 18,75

2) Formalisasi (12,5%) yang dicapai sebesar 10,27

3) Sentralisasi (12,5%) yang dicapai sebesar 11,08

b. Proses (Bobot 50%)

1) Keselarasan (10%) yang dicapai sebesar 7,81

2) Tata kelola dan kepatuhan (10%) yang dicapai sebesar 7,50

3) Perbaikan dan peningkatan proses (10%) yang dicapai sebesar 6,25
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4) Manajemen resiko (10%) yang dicapai sebesar 8,75

5) Teknologi informasi (10%) yang dicapai sebesar 8,50

Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan oleh Menpan RB selama 3 (tiga)
tahun sekali. Capaian tahun 2025 adalah sebesar 78,91. Besaran peringkat komposit
ini mencerminkan bahwa sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong sangat
efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan
sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu

beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Tabel 3.55 Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Tahun 2021-2025

Keterangan 2021 2022 2023 2024

Nilai Evaluasi 78,91
Kelembagaan

2025
78,91

Data hasil capaian menunjukkan adanya kenaikan nilai capaian, dengan
demikian Evaluasi kelembagaan Ditjen Minerba dinilai mempunyai kemampuan untuk
mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu untuk beradaptasi terhadap
dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Tabel 3.56 Realisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan

Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien,
dan Berorientasi pada Layanan Prima

Nilai Evaluasi Kelembagaan 81 78,91 97,42%
e Kompleksitas 18,75
e Formalisasi 10,27
e Sentralisasi 11,08
e Alignment 7,81
e Governance and Compliance 7,50
e Perbaikan dan Peningkatan
Proses 6,25
e Manajemen Risiko 8,75
e Teknologi Organisasi IT 8,50
Total Nilai Evaluasi 81 78,91 97.42%

Kelembagaan
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2. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator kedua pada Sasaran Strategis VI, yaitu Indeks Profesionalitas ASN.
Tabel 3.57 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja
Utama

Satuan

Indeks Profesionalitas

ASN

Indeks

Target

. . Realisasi
Realisasi .
Capaian

86,52 103%

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018

tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran

Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas 4 (empat)

parameter indeks yaitu: dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan

dimensi disiplin, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.58 Parameter Indeks Profesionalitas ASN

No. Parameter Deskripsi Indikator Nilai IP
1. | Kualifikasi Data Pendidikan 25% a. S3 25
Formal terakhir b. S2 20
c. S1/D-IvV 15
d. DI 10
e. SLTA/DI/Dll/sederajat 5
f. Dibawah SLTA 1
2 Kompetensi Data 40% a. Diklatpim/Struktural 15
Pengembangan b. Diklat Fungsional 15
Kompetensi c. Diklat Teknis
e Struktural & JFT 15
e JFU 22.5
d. Seminar/Workshop/
sejenis
e Struktural & JFT 10
e JFU 17.5
3 Kinerja Data Hasil 30% Nilai SKP:
Penilaian a. Sangat Baik, 30
Kinerja b. Baik, 25
c. Cukup, 15
d. Kurang, 5
e. Sangat Kurang 1
4 Disiplin Data Hukuman 5% a. Tidak Pernah Terkena 5
Disiplin Hukuman Disiplin
b. Pernah Terkena
Hukuman Disiplin:
e Ringan 3
e Sedang 2
e Berat 1
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Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-
BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 hal Pengukuran Indeks Profesionalitas
ASN Tahun 2023, terdapat penyesuaian instrumen dimensi kompetensi berupa bobot
dasar yang diperoleh dari konversi penilaian kinerja dan riwayat pengembangan
kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal.

Tabel 3.59 Penyesuaian Bobot Dimensi Indeks Profesionalitas ASN

1. Dimensi Kualifikasi

PERSYARATAN PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PEGAWAI (BOBOT)
PENDIDIKAN MINIMAL
REEATAN SENISSABRATAN DIANGKAT KEDALAM | $.3 | S.2 | s.D-v | D | SZUBUSHAL | DIBATIAH
JABATAN
Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi S.1/D-IV 25 25 20 10 10 10
Jabatan Administrator S.1/D-IV 25 25 20 10 10 10
Jabatan Pengawas D-llI 25 25 25 20 10 10
Non Manajerial Jabatan Fungsional SLTA 25 25 25 25 20 10
(Kategori Keterampilan) D-lII 25 25 25 20 10 10
Jabatan Fungsional S.1/D-IV 25 25 20 10 10 10
(Kategori Keahlian) S.2 25 20 10 10 10 10
Jabatan Pelaksana SLTA 25 25 25 25 20 10
2. Dimensi Kompetensi
a. PNS
INSTRUMEN
BOBOT DASAR DIKLAT DIKLAT DIKLAT PENGEMBANGAN
JENIS HASIL PENILAIAN KINERJA KEPEMIMPINAN | FUNGSIONAL TEKNIS KOMPETENSI
JABATAN| sagaTaN Sangat Butuh Kurang/ | Sangat >=
Baik Baik Perbaikan | Misconduct | Kurang Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum 33 <20JP
Jabatan
Pimpinan 25 20 15 10 5 10 0 - - - - 5 | Proporsional
Tinggi
Mesinisrinl | Jabeinn 25 | 20 15 10 5 10 0 5 : . s 5 | Proporsional
ministrator
i 2% |20 15 10 5 10 0 ; : : - | 5 |Proporsional
engawas
Jabatan .
Non Fungsional 25 20 15 10 5 - - 10 0 - - 5 | Proporsional
Misiiajosial | R 5 [ 20| 15 10 5 - - - - | 10| o | 5 |Proporsional
elaksana
b. PPPK
INSTRUMEN
BOBOT DASAR DIKLAT DIKLAT DIKLAT PENGEMBANGAN
JENIS HASIL PENILAIAN KINERJA KEPEMIMPINAN | FUNGSIONAL TEKNIS KOMPETENSI
N ST Sangat Butuh Kurang/ | Sangat 2=
Baik Baik Perbaikan | Misconduct | Kurang Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum fg <20JP
Jabatan
Pimpinan 25 20 15 10 5 10 0 - - - - 5 | Proporsional
Tinggi
Manajerial | Jabatan 2
Adrninistrator 25 20 15 10 5 10 0 - - - - 5 | Proporsional
oo o 2% | 20 15 10 5 10 0 - - . . 5 | Proporsional
engawas
Jabatan 25 | 20 15 10 5 : - 10 | o - - | 5 |Proporsional
Non Fungsional
N, | %5 | 20| 15 10 5 : = : - | 10| o | 5 |Proporsional
elaksana

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan dari parameter-parameter di
atas, maka diperoleh capaian nilai IP ASN Ditjen Minerba tahun 2025 tercapai sebesar
86,52 terdiri dari nilai-nilai sebagai berikut:

1. Nilai Kualifikasi Pendidikan Pegawai sebesar 22,06;

2. Nilai Kompetensi Pegawai sebesar 33,92;

3. Nilai Kinerja Pegawai sebesar 25,54; dan
4

Nilai Tingkat Kedisiplinan Pegawai sebesar 5.
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Tabel 3.60 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021-2025
Keterangan 2021 2022 2023 2024 2025

Data hasil capaian menunjukkan Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025
tercapai lebih dari 100% dan lebih meningkat dari capaian tahun 2024.

Tabel 3.61 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Realisasi

Kinerja/Komponen Target Realisasi Capaian

Sasaran Strategis: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul
Indeks Profesionalitas ASN 84 86,52 103%

3.9 Sasaran Strategis IX — Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran strategis IX Ditjen Minerba adalah “Pengelolaan Sistem Anggaran
yang Optimal” didukung, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Tabel 3.62 Sasaran Strategis IX
Realisasi

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target . Realisasi
Capaian

Pengelolaan Sistem | Nilai Indikator Kinerja
Anggaran yang Pelaksanaan Anggaran 90 92,66 102,95%
Optimal (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut IKPA adalah
indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan
anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Penilaian IKPA tahun 2025 meliputi 8 (delapan) aspek penilaian, yaitu:
Revisi DIPA;
Deviasi Hal lll DIPA;
Belanja Kontraktual,
Penyelesaian Tagihan;
Pengelolaan UPTUP;
Dispensasi SPM;
Penyerapan Anggaran; dan
Capaian Output (PCRO).

S @ ™9 oo T o
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Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian nilai IKPA Tahun 2025, yaitu:
Pada Belanja Modal, pelaksanaan kontrak baru dilaksanakan di TW Il - IV
menyebabkan penyelesaian tagihan di akhir tahun dan menurunkan nilai
akselerasi Belanja Modal pada indikator Belanja Kontraktual secara signifikan.
Perubahan jadwal kegiatan dari yang sudah direncanakan karena adanya
beberapa klausul atau ketetapan yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus
dimundurkan.

Usulan Top Up IP PNBP disetujui dan masuk DIPA Ditjen Minerba pada Triwulan
Il (Agustus 2025) menyebabkan adanya kenaikan pagu dan lonjakan tagihan
yang perlu direalisasikan.

Masih banyak user yang belum mengajukan usulan pelaksanaan kegiatannya.
Kekurangan SDM sehingga adanya kesulitan dalam mempercepat ritme
penyampaian pertanggungjawaban kegiatan

Pihak Ketiga (Vendor) tidak disiplin dalam menyampaikan dokumen tagihan
pencairan.

User masih kurang kesadaran untuk memperhatikan schedule pembayaran atau
pertanggungjawaban berkas pencairan, sehingga keterlambatan pendaftaran
kontrak dan semacamnya masih cukup banyak yang terlambat.

Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dalam pelaksanaan maupun monitoring
dan evaluasi

Usulan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tidak diproyeksikan dengan cermat
sehingga setoran TUP terlampau besar dan menurunkan nilai pengelolaan
UP/TUP.

Beberapa Langkah perbaikan yang telah dilakukan diantaranya:
Meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi menjadi harian baik untuk
realisasi anggaran maupun kontrak outstanding
Melakukan sosialisasi terkait IKPA agar ada rasa tanggung jawab dan kepedulian
dari masing-masing pelaksana anggaran
Melakukan sosialisasi terkait penyelesaian tagihan yang di dalamnya dijelaskan
terkait administrasi maupun schedule pelaksanaan anggaran
Perencanaan kas yang sebelumnya masih belum melibatkan seluruh pihak yang

berkepentingan, sekarang dalam penyusunannya sudah dibuatkan SOP
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penyusunan renkas dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan
anggaran turut dilibatkan dalam proses penyusunan rencana kas.

e. Melakukan pemilihan (sortir) terhadap Pihak Ketiga yang akan dijadikan mitra.
GUP RM dapat dipertimbangkan lagi kebutuhannya mengingat adanya schedule
pembayaran UP yang dapat mempengaruhi nilai IKPA.

g. Usulan TUP agar dapat diproyeksikan dengan cermat serta berkomitmen untuk
merealisasikan sesuai dengan nominal yang diajukan melalui mekanisme TUP

agar setoran TUP tidak terlampau besar.

100,00

— - 100,00%
| _
80,00
80,00%
&
60,00 T
< 60,00% 3
~ -
= 2
= 40,00 40,00% g
=2 ) ) =
20,00 20,00%
0,00 0,00%
2021 2022 2023 2024 2025
Target PK 94,82 94,92 95,02 90,00 90,00
. Realisasi 95,75 91,38 87,41 91,96 92,66

%Capaian terhadap PK' 100,98% = 96,27% 91,99%  102,18%  102,96%

Gambar 3.27 Capaian Realisasi IKPA Tahun 2021-2025

Capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,37 dibandingkan tahun
2021. Dalam hal ini, nilai IKPA Ditjen Minerba pada triwulan keempat belum mencapai
target dikarenakan deviasi halaman IV DIPA, capaian output dibawah target, dan
kurang optimalnya penyerapan anggaran Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara
TekMIRA yang anggarannya mulai tergabung dengan Ditjen Minerba pada Desember
2022. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan
para pengelola anggaran Ditjen Minerba untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan

dan mempercepat proses penagihan.
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Dalam hal pengelolaan sistem anggaran juga akan diulas terkait 3 hal lainnya,
yaitu pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Akuntabilitas Keuangan, dan Efisiensi
Anggaran.

1. Pengelolaan BMN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Ditjen Minerba terdiri atas BMN
yang berasal dari APBN dan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Atas BMN
yang berasal dari APBN, Ditjen Minerba memiliki 2 (dua) Satuan Kerja dalam
pengelolaan BMN yaitu Satker Ditjen Minerba dan Satker Balai Besar Pengujian
Mineral dan Batubara. Selama tahun 2025, untuk Satker Ditjen Minerba, telah berhasil
melakukan penjualan BMN dengan total penerimaan dari hasil penjualan adalah
sebesar Rp 551.104.300,00. Sedangkan untuk penjualan BMN pada Satker Balai
Besar Pengujian Mineral dan Batubara (BBPMB) tekMira sepanjang tahun 2025
adalah sebesar Rp 100.156.473,00.

Selain pengelolaan BMN dengan cara pemindahtanganan penjualan, satker
Ditien Minerba juga melakukan proses permohonan penghapusan karena sebab-
sebab lain atas BMN berupa aset tak berwujud dan peralatan dan mesin sebesar
Rp11.200.012.110. Secara total, pada tahun 2025, Satker Ditjen Minerba melakukan
penghapusan BMN sebesar Rp27.561.750.417,00. Sedangkan satker BBPMB
tekMira melakukan penghapusan BMN sebesar Rp27.754.301.384,00.

Tahun 2025 telah diterbitkan 3 (tiga) Laporan BMN Konsolidasi pada Ditjen
Minerba yaitu Laporan BMN T.A 2024 (unaudited), Laporan BMN T.A 2024 (audited)
dan Laporan BMN Semester | T.A 2025. Selain laporan BMN, Ditjen Minerba juga
menerbitkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Laporan Wasdal) atas
Pengelolaan BMN pada Ditien Minerba yaitu untuk periode Tahunan 2024 dan
Semester | T.A 2025. Seluruh Laporan, baik laporan BMN maupun laporan wasdal
telah dilaporkan kepada Pengguna Barang sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pengelolaan BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah, Ditjen
Minerba menjadi Kuasa Pengguna Barang atas BMN yang berasal dari PKP2B,
dimana BMN PKP2B berasal dari 8 (delapan) perusahaan PKP2B Generasi |, yaitu
dari PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Tanito Harum,
PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia dan PT Multi

Harapan Utama. Saldo awal Tahun 2025 atas nilai BMN PKP2B adalah sebesar
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Rp10.818.904.814.768. Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan penghapusan BMN
PKP2B sebesar USD38.037.141 dan Rp308.423.701.652 atas BMN berupa non
tanah. Dari penghapusan BMN dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dari sewa BMN PKP2B oleh Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi
kontrak/perjanjian menghasilkan penerimaan bagi negara sebanyak
Rp339.880.611.040,00 yang terdiri atas penerimaan dari seswa BMN PKP2B sebesar
Rp335.696.039.047,00, penerimaan dari sanksi pengelolaan BMN sebesar
Rp380.884.993,00 dan penerimaan dari hasil penjualan lelang BMN PKP2B sebesar
Rp3.803.687.000,00.

Pengelolaan BMN PKP2B tahun 2025 menghasilkan 3 (tiga) laporan yaitu
Laporan BMN PKP2B Tahunan 2024 (unaudited), Laporan BMN PKP2B Tahunan
2024 (Audited) dan Laporan BMN PKP2B Semester |. Sedangkan Laporan BMN
PKP2B Tahunan 2025 (unaudited) akan diselesaikan sebelum Triwulan | T.A 2026.
Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.575.101.560.267.

Pengelolaan Barang Mlik Negara Lainnya tahun 2025 menggunakan anggaran
sebesar Rp5.724.731.532, tim Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA
telah melakukan identifikasi atas Bauksit di Kepulauan Riau, tim Kantor Jasa Penilai
Publik (KJPP) telah melakukan penilaian Bauksit dan sudah dilaksanakan lelang oleh
Ditjen Penegakan Hukum KESDM.

2. Akuntabilitas Keuangan

Pagu DIPA Awal Tahun Ditjen Minerba sesuai dengan DIPA Induk No SP 020-
06-0/2025 tanggal 02 Desember 2024 dan DIPA Petikan No. SP DIPA -
020.06.1.412580/2025 yaitu sebesar Rp269.557.580.000,00 terdiri dari Rupiah Murni
(RM) sebesar Rp269.557.580.000,00. Pagu Tahun Anggaran 2025 Ditjen Minerba per
jenis belanja dan per Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.63 Pagu Awal Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)

Total Pagu
Kode Kegiatan ) Belanja Barang Belanja Modal Anggarfln
Belanja (dalam ribu
Pegawai Tidak . Tidak . rupiah)
diBlokir e diBlokir s
6355 — Pengelolaan 11.035.843 10.129.742 21.165.585
dan Pengusahaan
Mineral dan
Batubara
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Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)
Total Pagu
Kode Kegiatan ) Belanja Barang Belanja Modal Anggarfm
Belanja (dalam ribu
Pegawai Tidak . Tidak . rupiah)
diBlokir Lo diBlokir G
6356 — Pengelolaan 1.411.134 1.382.010 2.793.144
Penerimaan Negara
Mineral dan
Batubara
1906 — Pengelolaan | 179.942.888 | 61.446.951 4.209.012 245.598.851
Manajemen
Kesekretariatan
Bidang Mineral dan
Batubara
TOTAL 179.942.888 | 73.893.928 15.720.764 269.557.580

Revisi Anggaran ke-l disahkan pada tanggal 5 Feburari 2025 oleh Direktorat

Jenderal Anggran Kementerian Keuangan. Revisi ke 1 (satu) Direktorat Jenderal

Mineral dan Batubara dilaksanakan dalam rangka top up alokasi IP PNBP Royalti

Diten Minerba untuk anggaran non perjalananan dinas (524) sebesar
Rp106.695.086.000,00 dengan Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut:

1.

N o g s e

6355.AAH Peraturan Lainnya (peraturan, rancanngan peraturan, surat keputusan)
senilai Rp879.946.000,00;

6355.ABl Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam sebesar
Rp18.048.854.000,00;

6355.AEA Koordinasi sebesar Rp3.375.925.000,00;

6355.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria sebesar Rp2.403.513.000,00;
6355.BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha Rp984.670.000,00;
6355.BMA Data dan Informasi Publik sebesar Rp276.488.000,00;

6355.PBl Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam sebesar
Rp3.985.162.000,00;

6355.QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha sebesar Rp553.827.000,00;
6355.Qll Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan sebesar Rp76.259.000,00;

10. 6356.ABl Kebijakan Bldang Energi dan Sumber Daya Alam sebesar

Rp2.489.491.000,00;

11. 1906.CAN  Sarana Bidang Teknologi Informasi dan  Komunikasi

Rp255.168.000,00;
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12. 1906.EBA Layanan

13.
14.
15.

Rp51.221.237.000,00;

Dukungan

Manajemen Internal

1906.EBC Layanan Manajemen SDM sebesar Rp3.448.844.000,00;
1906.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp4.120.814.000,00;
1906.FAB Sistem Informasi Pemerintahan sebesar Rp14.745.000,00.

Tabel 3.64 Pagu Revisi | Tahun Anggaran 2025

sebesar

Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)
Total Pagu
Kode Kegiatan ) Belanja Barang Belanja Modal Anggar_an
Belanja (dalam ribu
Pegawai Tidak . Tidak . rupiah)
diBlokir Blokir diBlokir Blokir
6355 — Pengelolaan 41.620.487 10.129.742 51.750.229
dan Pengusahaan
Mineral dan
Batubara
6356 — Pengelolaan 3.900.625 1.382.010 5.282.635
Penerimaan Negara
Mineral dan
Batubara
1906 — Pengelolaan | 179.942.888 120.322.902 | 18.954.012 319.219.802
Manajemen
Kesekretariatan
Bidang Mineral dan
Batubara
TOTAL 179.942.888 165.844.014 | 30.465.764 376.252.666

Revisi Anggaran ke Il (dua) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada

tanggal 21 Februari 2025. Usulan Revisi Anggaran kedua yang diajukan dalam rangka

blokir sesuai dengan terbitnya:

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal
Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 ;

Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal
Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
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Tabel 3.65 Pagu Revisi Il Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)
Total Pagu
Kode Kegiatan ) Belanja Barang Belanja Modal Anggar_an
Belanja (dalam ribu
Pegawai Tidak . Tidak . rupiah)
diBlokir Blokir diBlokir Blokir
6355 — Pengelolaan 41.620.487 10.129.742 51.750.229
dan Pengusahaan
Mineral dan
Batubara
6356 — Pengelolaan 3.900.625 1.382.010 5.282.635
Penerimaan Negara
Mineral dan
Batubara
1906 — Pengelolaan | 179.942.888 | 120.322.902 | 18.954.012 319.219.802
Manajemen
Kesekretariatan
Bidang Mineral dan
Batubara
TOTAL 179.942.888 | 165.844.014 | 30.465.764 376.252.666

Revisi anggaran ke lll (tiga) disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 April 2025 nomor Digital Stamp
1877-1649-2473-7656. Adapun usulan revisi anggaran dilaksanakan dalam rangka
Pemutakhiran Halaman IlI DIPA triwulan 1.

Revisi anggaran ke IV (empat) disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Ditjen Minerba tanggal 5 Juni 2025 nomor Digital Stamp 1877-1649-2473-
7656. Adapun usulan revisi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kekurangan
anggaran pada honorarium PPNPN (pegawai honorer) karena pengangkatan PPPK
yang mundur dari timeline yang telah ditetapkan.

Revisi anggaran ke V (lima) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
tanggal 30 Juni 2025 nomor Digital Stamp 9296-4818-5902-9932. Adapun Usulan
revisi dilaksanakan dalam rangka usulan revisi berupa pergeseran anggaran Rupiah
DIPA Ditien Gatrik ke DIPA Satker Ditien Minerba sebesar
Rp199.991.786.000,00 dan pergeseran antar akun belanja pada DIPA Satker Ditjen

Minerba

Murni dari

berupa belanja gaiji sebesar

Rp677.659.000,00.

pokok ke akun tunjangan Kinerja
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Tabel 3.66 Pagu Revisi V Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)
Total Pagu
Kode Kegiatan ) Belanja Barang Belanja Modal Anggar_an
Belanja (dalam ribu
Pegawai Tidak . Tidak . rupiah)
diBlokir Blokir diBlokir Blokir
6355 — Pengelolaan 41.620.487 10.129.742 51.750.229
dan Pengusahaan
Mineral dan
Batubara
6356 — Pengelolaan 3.900.625 1.382.010 5.282.635
Penerimaan Negara
Mineral dan
Batubara
1906 — Pengelolaan | 379.934.674 | 120.322.902 | 18.954.012 519.211.588
Manajemen
Kesekretariatan
Bidang Mineral dan
Batubara
TOTAL 379.934.674 | 165.844.014 | 30.465.764 576.244.452

Revisi Anggaran ke VI (enam) disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Ditjen Minerba tanggal 2 Juli 2025 nomor Digital Stamp 9296-4818-5902-9932.
Adapun usulan revisi berupa pergeseran anggaran dari kegaitan Retreat yang batal
dilaksanakan sebesar Rp8.268.256.000,00 ke kegiatan Identifikasi Kualitas dan
Kuantitas Stockpille Bauksit pada Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Ditjen Strategi
Ekonomi dan Fiskal nomor S-5/EF/2025 tanggal 10 Juni 2025 hal tindak lanjut
pertemuan bersama Menteri ESDM, Wakil Menteri Keuangan Il dan Wakil Menteri
ESDM sebesar Rp5.386.994.000,00 serta kegiatan Penyertaan Latsar CPNS sebesar

Rp2.881.262.000,00.

Revisi Anggaran ke VII (Tujuh) yang disahkan oleh Direktorat Jenderal
Anggaran tanggal 4 Juli 2025 nomor Digital Stamp 7080-9372-9067-5517. Adapun

usulan revisi berupa buka blokir anggaran TIK yaitu:

1) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi
Rp2.829.000.000,00;

2) Kegiatan Manage Service WIUP Pemda
Rp600.000.000,00;

3) Kegiatan Pengelolaan Layanan Aplikasi Minerba (MinerbaOne) sebesar

Rp11.016.000.000,00.

Platform

e-PNBP Minerba

Inline

sebesar

sebesar
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Tabel 3.67 Pagu Revisi VIl Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)
Total Pagu
Kode Kegiatan ) Belanja Barang Belanja Modal Anggar_an
Belanja (dalam ribu
Pegawai Tidak . Tidak . rupiah)
diBlokir Blokir diBlokir Blokir
6355 — Pengelolaan 41.620.487 10.129.742 51.750.229
dan Pengusahaan
Mineral dan
Batubara
6356 — Pengelolaan 3.900.625 1.382.010 5.282.635
Penerimaan Negara
Mineral dan
Batubara
1906 — Pengelolaan | 379.934.674 | 134.767.902 4.509.012 519.211.588
Manajemen
Kesekretariatan
Bidang Mineral dan
Batubara
TOTAL 379.934.674 | 180.289.014 16.020.764 576.244.452

Revisi Anggaran ke VIl (delapan) yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2025 nomor Digital Stamp
7080-9372-9067-5517. Adapun usulan revisi berupa pemutakhiran Halaman |1l DIPA
Triwulan Ill.

Revisi Anggaran ke IX (sembilan) yang disahkan oleh Direktorat Jenderal
Anggaran pada 14 Agustus 2025 nomor Digital Stamp 8703-6074-7205-4401. Adapun
usulan revisi berupa Top Up IP PNBP untuk belanja perjalanan dinas (524) dan
belanja modal (53) berupa kegaitan Renovasi Gedung dan Belanja Modal Peralatan
dan Mesin sebesar Rp67.460.484.000,00.

Revisi Anggaran ke X (sepuluh) yang disahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tanggal 29 September 2025 nomor Digital
Stamp 8703-6074-7205-4401.

pemutakhiran atas usulan revisi pergeseran anggaran antar Rincian Output pada satu

Adapun usulan revisi tersebut merupakan
KRO (Revisi POK) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Ditjen
Minerba.

Revisi anggaran ke Xl (sebelas) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran Satker tanggal 6 Oktober 2025 nomor Digital Stamp 8703-6074-7205-4401.

Adapun wusulan revisi tersebut merupakan pergeseran anggaran dari potensi
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anggaran tidak terserap Satker Ditjen Minerba untuk memenuhi kekurangan anggaran

pada kegiatan:

1.

Belanja jasa lainnya berupa Experience Zone pada Minerba Convex sebesar
Rp1.257.000.000,00;
Pengadaan alat promosi kehumasan sebesar Rp100.000.000,00;
Belanja Jasa kepada BLU berupa Energy Exploration Day sebesar
Rp1.439.700.000,00;
Belanja jasa kepada BLU berupa Youth in Action: Discovering Minerba (Duta
Minerba Goes to Site) sebesar Rp949.500.000,00;
Belanja Jasa kepada BLU berupa ITB, Unpad dan PEP GOes to Minerba Convex
sebesar Rp508.084.800,00;
Belanja Jasa Lainnya berupa Monitoring, Evaluasi serta Pembinaan Integritas
Inspektur Tambang seluruh Provinsi sebesar Rp1.868.170.000,00;
Belanja Jasa Lainnya berupa Penyusunan Dokumen WPR Provinsi Kalimantan
Barat, Penyusunan Dokumen Kajian Rumusan dalam Kegiatan PNT Hilirisasi
Batubara dan Optimalisasi kegiatan lainnya sebesar Rp600.000.000,00;
Pergeseran POK pada kegiatan Digitalisasi Dokumen Pertanggungjawaban
Keuangan Negara dan Perjalanan Dinas

Tabel 3.68 Pagu Revisi XI Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)
Total Pagu
Kode Kegiatan ) Belanja Barang Belanja Modal Anggar?n
Belanja (dalam ribu
Pegawai Tidak . Tidak . rupiah)
diBlokir Blokir diBlokir Blokir
6355 — Pengelolaan 73.444.690 10.129.742 83.574.432
dan Pengusahaan
Mineral dan
Batubara
6356 — Pengelolaan 10.716.246 1.382.010 12.098.256
Penerimaan Negara
Mineral dan
Batubara
1906 — Pengelolaan | 379.934.674 | 146.309.482 4.509.012 17.279.080 548.032.248
Manajemen
Kesekretariatan
Bidang Mineral dan
Batubara
TOTAL 379.934.674 | 230.470.418 16.020.764 17.279.080 643.704.936
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Revisi anggaran ke Xll (dua belas) disahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jakarta pada 13 Oktober 2025 nomor Digital Stamp 8703 -
6074- 7205 - 4401. Adapun usulan revisi tersebut merupakan pemutakhiran atas
Revisi Kewengan POK.

Revisi anggaran ke XllIlI (tiga bleas) disahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jakarta pada 13 November 2025 dengan nomor Digital
Stamp 8460 - 2578 - 9550 - 0281. Adapun usulan revisi tersebut terdiri dari:

1. Revisi anggaran antar Klasifikasi Rincian Output;

2. Revisi anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dari Kegiatan Pengelolaan
Penerimaan Negara Mineral dan Batubara ke Kegiatan Pengelolaan dan

Rp1.190.950.000,00 untuk

pemenuhan kegiatan koordinasi data dan informasi kinerja Ditjen Minerba dan

Pengusahaan Mineral dan Batubara sebesar
Mahasiswa Goes to Site

3. Pemenuhan Belanja Gaji dari Perkantoran sebesar
Rp4.700.000.000,00.

Tabel 3.69 Pagu Revisi Xlll Tahun Anggaran 2025

Belanja Operasional

Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)
Total Pagu
Kode Kegiatan ) Belanja Barang Belanja Modal Anggar_an
Belanja (dalam ribu
Pegawai Tidak . Tidak . rupiah)
diBlokir Blokir diBlokir Blokir
6355 — Pengelolaan 74.635.640 10.129.742 84.765,382
dan Pengusahaan
Mineral dan
Batubara
6356 — Pengelolaan 9.525.296 1.382.010 10.907.306
Penerimaan Negara
Mineral dan
Batubara
1906 — Pengelolaan | 379.934.674 | 146.309.482 4.509.012 17.279.080 548.032.248
Manajemen
Kesekretariatan
Bidang Mineral dan
Batubara
TOTAL 384.634.674 | 141.609.482 16.020.764 17.279.080 643.704.936
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3. Efisiensi Anggaran dan Penggunaan Sumber Daya
a. Efisiensi Anggaran

Perhitungan nilai efisiensi didasarkan pada KMK 466/2023 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja
Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Efisiensi yang dimaksud sesuai dengan
ketentuan pada Bab Il dimana efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan
hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam
hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan
Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada
ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO
yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang
telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya
keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang
memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara
penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks
yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin
prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan
SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut
melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. RO yang menggunakan
SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada
RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK
SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri
Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara
penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan
dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

Y Ro SBKK + Y Ro SBKU
> Ro SBKK dalam PMK + Y Ro memenuhi kriteria SBKU

Penggunaanggy = < ) x 100%
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PPKA Perencanaan Anggaran K/L yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Anggaran pada tahun anggaran berjalan salah satunya dapat mengidentifikasi RO
yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU sebagai salah satu dasar

penilaian kinerja penggunaan SBK.

2) Efisiensi SBK
Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO
SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran

Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

E
NESBK = ZB—B;;( x 100%
0
9,48%
NESBK = W x 100%
0

NEsgi = 47,4%
Variabel Efisiensi:
Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan
SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisensi SBK dengan
bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup
Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan
formula sebagai berikut:
NESatker = (40% x Penggunaan SBK) + (60% x Efisiensi SBK)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Unit Eselon | dihitung dengan menjumlahkan
hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator.
Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon | sebagai berikut:
Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Unit Eselon | menggunakan formula
sebagai berikut:

NKA UEI = (CIKP x WCIKP) + (NEfSatker x WNEfSatker) + (NESatker x WNESatker)

Keterangan:
NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon |
CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program

NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker

NESatker  : Nilai Efisiensi Satker

WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
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WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Setelah semua parameter realisasi dimasukkan dalam aplikasi Evaluasi Kinerja
Anggaran, maka didapatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.70 Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Skala nilai Kategori
>90 Sangat Baik
81-90 Baik

61-80 Cukup

51-60 Kurang

<50 Sangat Kurang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Minerba pada tahun 2025 sebesar
97,00 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Capaian Nilai Kinerja
Perencanaan Anggaran Ditjen Minerba mengalami peningkatan karena kategori
efisiensi yang meningkat jika dibandingkan pada tahun 2024. Penggunaan SBKK dan
SBKU telah digunakan namun belum maksimal karena ada beberapa RO SBKK yang
nilainya masih dibawah indeks yang telah ditetapkan karena usulan alokasi PNBP
tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Nilai efisiensi SBK belum optimal dan hanya mendapatkan nilai 85.75 serta
penggunaan SBK mendapatkan nilai 94.44. Rendahnya capaian tersebut disebabkan
oleh beberapa indeks realisasi anggaran lebih dari 20% dibawah indeks SBKK dan

terdapat blokir anggaran.

b. Efisiensi Tenaga Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting untuk tercapainya tujuan organisasi
karena pada dasarnya sumber daya manusialah yang menjadi penggerak dalam
mengelola organisasi. Setiap organisasi tentu menginginkan tenaga kerja berkualitas,
produktif, berkinerja tinggi dan konsisten, loyal, serta memberikan kontribusi nyata
bagi kemajuan bisnis organisasi. Guna mendapatkan karyawan berkualitas, Bagian
Kepegawaian bekerja untuk mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia
sesuai rencana yang ditetapkan oleh organisasi. Manajemen sumber daya manusia
sangat penting dalam sebuah organisasi, bahkan menjadi salah satu penentu

keefektifan organisasi. Oleh karena itu efisiensi sumber daya manusia menjadi salah
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satu tantangan besar dalam organisasi. Saat ini jumlah pegawai Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara sebanyak 1.372 pegawai dengan rincian:

Tabel 3.71 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Unit Jumlah Pegawai*
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 1
Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 151
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara 79
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 106
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 87
Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara 71

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

- Inspektur Tambang/pegawai penempatan pusat 138
- Inspektur Tambang penempatan daerah 567
Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara “tekMIRA” 167
Pegawai yang ditugaskan di luar Ditjen Minerba 1372

*) Data Jumlah Pegawai per 31 Desember 2025

Semakin baik kualitas sumber daya manusianya maka daya saing organisasi
tersebut akan semakin baik juga sehingga pengembangan sumber daya manusia
perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan. Dalam upaya memberikan
penanaman nilai budaya ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) kepada seluruh pegawai di
Lingkungan Ditjen Minerba guna mendukung percepatan transformasi SDM aparatur.

Ditien Mineral dan Batubara telah mendorong pegawai untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan (Diklat) selama tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:
1) Diklat terkait Pendalaman Bahasa dan Persiapan Tugas Belajar

Pelatihan TOEFL/IELTS, English Presentation Skill for Energy and Mineral

Resources, Karya Tulis llmiah Skala Nasional, Effective Writing Skill, Pelatihan

Aplikasi Mendeley.

2) Diklat terkait Manajemen Organisasi dan Peningkatan Kinerja

Monitoring SAKIP dan Penyusunan LAKIP, Risk Management, Dasar

Manajemen Resiko, Time Management, Manajemen Pelayanan Publik, High

Performance Leadership, Manajemen Proyek, Financial Management, Stress

Management, Etos Kerja, Building Digital Mindset, Aplikasi Perkantoran,
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3)

4)

Strategic Communication Skill, Proses Bisnis Minerba, Analytical thinking and
critical problem solving, Presentation Skill, Design thinking, Creativity
Technique Tools For Problem Solving, Strategic Thinking and Decision Making,
Effective Interpersonal Skills In Business Communication, Tata Kelola Data,
Manajemen Perkantoran, Pengolahan Data Science, Pelatihan Sistem
Manajemen Laboratorium Berbasis ISO/IEC 17025:2017, Pengelolaan BMN,
Pengelolaan Arsip, Dasar-dasar Pengelolaan APBN, Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas, Data Vizualization, Training Need Analysis, Managing People,
Public Speaking, Penyusunan Renstra, Leadership Development Program,
Penyusunan SOP, Analisis Organisasi, Evaluasi Implementasi Organisasi, dan
Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Audit Manajemen Mutu, Audit
Pengadaan Barang/Jasa.

Diklat aspek Teknik Pertambangan

Dasar-dasar K3 Tambang Bawah Tanah, Analisis Data Geologi, Evaluasi K3
Lingkungan Kerja, K3 Perkantoran, GIS/SIG Tingkat Dasar dan Advance,
Pengawasan Pemberaian Batuan, Kaidah Teknik Pertambangan, Analisis
Kestabilan Lereng, Dasar-Dasar Teknik Eksplorasi, Dasar - dasar AMDAL,
Pembinaan Usaha Jasa Pertambangan Minerba, Pelatihan Teknis Perhitungan
Emisi Karbon dan Perdagangan Karbon, Pemetaan dan Survey, Evaluasi
Perencanaan Reklamasi dan Pascatambang, Sistem Manajemen Kesehatan
dan Keselamatan Kerja, Pengantar Carbon Capture, Utilization & Storage,
Investigasi Kecelakaan Tambang dan Kejadian Berbahaya, Evaluasi Dokumen
Perizinan Gudang Handak, Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan
Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengenalan Keselamatan
Pertambangan dan Lingkungan, serta Implementasi Tata Ruang dan Wilayah
Berbasis Geologi.

Diklat aspek Pengusahaan Pertambangan

Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia, Evaluasi Studi
Kelayakan Tambang, Evaluasi Dokumen Kelayakan Investasi Tambang,
Pengantar Investasi Minerba, Evaluasi Dokumen Investasi Tambang Bawah
Tanah, Manajemen Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, Analisis
TKDN Minerba, Pengantar Ekonomi Komoditas Bahan Galian, Ekonomi Makro
Mikro, Analisis Ekonomi Eksplorasi Sumber Daya Geologi, Evaluasi Biaya

Eksplorasi Mineral, Cost Benefit Analysis, dan Project Assessment.
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5)

Diklat terkait Regulasi

Hukum Pertambangan, Legislative Drafting, Hukum Lingkungan, Pengantar
Regulasi Bidang Geologi, Pengelolaan Risiko Hukum, Regulatory Impact
Assessment, Evaluasi Regulasi Pengawasan Konservasi Penambangan
Mineral dan Batubara, Regulasi Perizinan Tambang, Pengenalan Hukum
Informasi Publik dan Keamanan Nasional, Analisis Kebijakan Publik, Regulasi
Bidang Geologi, Transformasi Hukum, Hukum Acara TUN Lanjutan dan

Pengujian UU di MK, serta pelatihan Advokasi.

Efisiensi Waktu

Absensi kehadiran pegawai di kantor dilakukan menggunakan fingerprint,

dengan ketentuan WFA (Work from Anywhere) yang dapat diajukan 1x dalam 1

minggu. Hal ini tidak menghambat pencapaian target-target kinerja Ditjen Mineral dan

Batubara karena telah dilakukan peningkatan pemanfaatan komunikasi internal dan

perizinan menggunakan teknologi informasi. Adapun himbauan terkait waktu jam kerja

untuk penegakan disiplin kinerja pegawai juga telah disosialisasikan.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada, beberapa alternatif solusi yang

dapat dilakukan antara lain:

1)

2)

3)

4)

Penyesuaian terkait metode pelaksanaan pekerjaan sehingga target sasaran
masing-masing kegiatan dapat tercapai. Pemanfaatan teknologi informasi
dalam rapat daring dan luring.

Penggunaan teknologi informasi akan mempermudah dalam pelaksanaan
kegiatan ini, termasuk dalam pengawasan keteknikan dan pengusahaan
mineral dan batubara.

Dari segi pelayanan perizinan, Ditjen Minerba terus memperkuat keandalan
aplikasi-aplikasi di bidang pelayanan perizinan sehingga badan usaha tidak
perlu untuk datang/tatap muka dalam melakukan permohonan perizinan di sub
sektor Minerba karena permohonan perizinan dilakukan secara daring.
Layanan informasi di sub sektor Minerba, Ditien Minerba telah membuka
layanan informasi untuk badan usaha melalui line telepon di Ruang Pelayanan
Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) dan hotline serta layanan informasi
berbasis media sosial sebagaimana tertera pada website minerba sehingga
layanan informasi mudah didapatkan tanpa harus datang/ tatap muka di Kantor

Ditjen Minerba.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis
(Renstra) 2025-2029 dan peralihan dari Renstra Tahun 2020-2024. Di dalam renstra
tersebut terdapat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja
Ditien Minerba. Indikator dan target kinerja tersebut dalam pelaksanaannya ditetapkan lagi
dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025.

Selama tahun 2025 Ditjen Minerba terus melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kinerja-kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Monev dilakukan secara
berkala per triwulan. Poin-poin dan penjelasan Monev tersebut menjadi bahan masukan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjien Minerba tahun 2025, secara umum capaian
kinerja Ditjen Minerba tahun 2025 mencapai 131,59% dari seluruh indikator kinerja. Dari
14 target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba di
tahun 2025, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih,
terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya antara 89%-99%. Berikut ini adalah tabel
persentase capaian indikator kinerja Ditjen Minerba.

Tabel 4.1 Data Capaian Kinerja Ditjen Minerba tahun 2025

Capaian TW
Sasaran Strategis/indikator ¢ Target Persentase
atuan

Kinerja Utama 2025 2025 Capaian (%) |

SS 1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Indeks Kemandirian Energi

Nasional Sub Sektor Batubara Indeks 88,76 93,81 105,69

Indeks Ketahanan Energi

Nasional Sub Sektor Batubara Indeks 90 90,50 100,56

SS 2 Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral

Indeks Pasokan Mineral untuk
3  Peningkatan Nilai Tambah Dalam  Indeks 82,47 86,40 104,77
Negeri

SS 3 Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan
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. . Capaian TW
Sasaran Strategis/Indikator s Target v Persentase
atuan

b2 Kinerja Utama |
J 2025 2025  Capaian (%) |
Persentase Realisasi
4 : o 100 104,38
Pgnenmaan PNBP Sub Sektor % Rp 124,74T  Rp130,2T
Minerba
Persentase Realisasi Investasi 100
5 ) % US$ 3,177 US$7,00813 221,08
Sub Sektor Minerba L .
Miliar Miliar
SS 4 Layanan Sektor ESDM yang Optimal
6 Indeks K_epuasan Layanan Sub Skala 4 3,51 363 103,42
Sektor Minerba
SS 5 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas
Jumlah Penyusunan Regulasi/ IZ%?‘ZII?::{/
7 Rekomendasi Kebijakan untuk Rekojm enda 3 12 400
Peningkatan Tata Kelola Minerba i
SS 6 Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif
Indeks Efektivitas Pembinaan
8 dan Pengawasan Sub Sektor Indeks 79 85,93 108,77
Minerba
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
9 Instansi Pemerintah (SAKIP) Nilai 83 83,45 100,54
Ditjen Minerba
Indeks Maturitas Sistem
10 Pengendalian Intern Pemerintah Skala 5 3,9 3,721 95,41
(SPIP)
SS 7 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
11 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai RB 91 85,80 94,29
SS 8 Organisasi Fit dan SDM yang Unggul
12 Nilai Evaluasi Kelembagaan % 81 78,91 97,42
13 Indeks Profesionalitas ASN % 84 86,52 103
SS 9 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal
14 Nilai Indikator Kinerja Nilai 90 92.66 102,96

Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat 11 (sebelas) capaian kinerja dalam Tahun 2025 yang capaiannya 100% ke

atas, yaitu: (1) Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara (105,69%),
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(2) Indeks Ketahanan Energi Nasional sub sektor batubara (100,56%), (3) Indeks Pasokan
Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (104,77%); (4) Persentase Realisasi
Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba (104,38%), (5) Persentase Realisasi Investasi sub
sektor Minerba (221,08%), (6) Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan sub sektor
Minerba (108,77%), (7) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (102,18%),
(8) Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola
Minerba (400%), (9) Indeks Kepuasan Layanan sub sektor Minerba (103,42%), dan
(10) Indeks Profesionalitas ASN (100,3%), dan (11) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba (100,54%).

2. Capaian Kinerja 89%-99%

Terdapat 3 (tiga) capaian kinerja Tahun 2025 yang capaiannya di bawah 100%
(antara 89% - 99%) yang merupakan capaian kinerja di tingkat Kementerian yaitu
Kementerian ESDM, dengan rincian sebagai berikut: (1) Indeks Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (95,41%), (2) Indeks Reformasi Birokrasi (90,38%),
dan (3) Nilai Evaluasi Kelembagaan (97,42%).

3. Capaian Strategis Ditjen Minerba Tahun 2025
Sepanjang tahun 2025 terdapat beberapa capaian strategis yang telah direalisasikan
oleh Ditjen Minerba dalam mewujudkan pembangunan bidang energi sub sektor mineral
dan batubara, antara lain:
1. Telah terpenuhinya Kebutuhan Batubara Domestik untuk kepentingan Dalam Negeri
untuk PLTU (primer) tanpa adanya impor batubara.
2. Terpenuhinya persentase P3DN dan TKDN sub sektor batubara dan mineral, yaitu:
e Batubara: capaian P3DN sebesar 98,74% dari target PK 80,5%; dan TKDN sebesar
44,10% dari target PK 18%
e Mineral: capaian P3DN sebesar 81,8% dari target PK 72%; dan TKDN sebesar
23,46% dari target PK 18%
3. Realisasi Produksi Batubara Tahun 2025 adalah 817,48 juta ton dari target PK 710 juta
ton (115,14%) sedangkan Pemenuhan DMO Tahun 2025 mencapai 246,88 Juta Ton
dari target PK 181,28 juta ton (136,19%).
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Capaian persentase penerimaan sub sektor Mineral dan Batubara mencapai 104,38%
dengan realisasi Rp130,2 Triliun dari target PNBP Tahun 2025 sebesar Rp124,74
Triliun.
Capaian persentase investasi sub sektor Mineral dan Batubara mencapai 221,08%
dengan realisasi investasi sebesar US$7,00813 Miliar dari target PK sebesar US$3,17
Miliar.
Capaian nilai SAKIP Ditjen Minerba Tahun 2025 yang menyadur dari hasil penilaian
AKIP Ditjen Minerba TA 2024 adalah 83,45 melebihi target PK sebesar 83 sehingga
tingkat capaiannya 100,54 % meningkat dari hasil penilaian AKIP tahun sebelumnya.
Capaian penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan yang diterbitkan selama tahun
2025 sebanyak 12 Regulasi Kebijakan yang diuraikan sebagai berikut:
a. Undang-Undang
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara
b. Peraturan Pemerintah
2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
c. Peraturan Menteri
3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di
Dalam Negeri
4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Pengenaan, Penghitungan, Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara
5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2025 tentang dan Pemanfaatan
Mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional
6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara

Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran
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7)

Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025
tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri

8)

9)

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
72.K/IMB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk
Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
121.K/IMB.01/MEM.B/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 1823.K/30/MEM/2025 tentang Pedoman
Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 18.K/HK.02/MEM.B/2025 tentang Pedoman
Pembayaran/Penyetoran luran Tetap, luran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil
Produksi Batubara Serta Bearan/Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

10) Keputusan Menteri ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang

Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral

Logam dan Batubara

11) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

341.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penysunan,
Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

12) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

344 K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi

dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
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4. Realisasi Anggaran Pada Tahun 2025

Realisasi penyerapan anggaran Ditjen Minerba tahun 2025 mencapai 90,62%
menurun sebesar 6,29% dari penyerapan anggaran tahun 2024 yang sebelumnya sebesar
96,91%. Penurunan ini disebabkan adanya blokir anggaran dan banyaknya dinamika
pengelolaan anggaran selama tahun 2025, yaitu adanya validasi PMK pada alokasi belanja
akun 542 karena PNBP baru dapat masuk di tahun berjalan sehingga pengusulan PNBP
akun 524 tidak dapat dilakukan dan yang diajukan adalah PNBP untuk akun non 524.
Namun, dalam hal merealisasikan anggaran dari PNBP akun non 524 membutuhkan
dukungan akun 524 dan relaksasi mengalami penolakan dari Kementerian Keuangan

hingga pada akhirnya baru dapat diusulkan kembali pada bulan Agustus tahun 2025.

5. Monitoring Capaian Kinerja
Saat ini terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ditjen Minerba, antara lain:

e Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinu dan berkala diselaraskan
dengan target kinerja yang dilaporkan baik kepada Biro Perencanaan Kementerian
ESDM melalui GOALS maupun kepada Bappenas;

o Keterlibatan aktif Tim APIP Inspektorat Jenderal dalam proses reviu setiap Perjanjian
Kinerja maupun Laporan Kinerja, serta pendampingan terus menerus dari Inspektorat
Jenderal dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan anggaran,
pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan pengawasan;

¢ Internalisasi mengenai SAKIP Ditjen Minerba yang secara masif dilaksanakan untuk
memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja dalam setiap

tingkatan organisasi di lingkungan Ditjen Minerba.

4.2 Evaluasi dan Tindak Lanjut

Adapun evaluasi terhadap capaian Kkinerja selama tahun 2025 tersebut
membutuhkan strategi upaya perbaikan ke depannya. Sehubungan dengan hal tersebut,
berikut ini adalah langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Ditjen Mineral dan

Batubara dalam upaya memperbaiki kinerja, yaitu:

1. Dalam hal pelaporan data yang sifatnya terdapat batas waktu 1 bulan pasca triwulan IV

pelaporan berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17
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Tahun 2025 pasal 18, maka Ditjen Minerba diminta untuk mendorong kepatuhan
pelaporan badan usaha 1 bulan pasca triwulan IV berakhir secara tepat waktu, serta
hasil rekapitulasi/ rekonsiliasi datanya diharapkan segera dapat disediakan pada awal
Februari sehingga data final Laporan Kinerja dapat disajikan secara konsisten dan tepat

waktu cut off per 31 Januari (1 bulan dari akhir Desember tahun pelaporan).
2. Menyiapkan kebijakan dan strategi percepatan hilirisasi batubara dan mineral.

3. Meningkatkan efektivitas implementasi pembinaan dan pengawasan kegiatan

pertambangan sub sektor mineral dan batubara.

4. Memperluas kajian penggunaan benchmarking skala nasional atau internasional dalam
perencanaan/pengukuran capaian kinerja pada parameter-parameter Indikator Kinerja

Utama Ditjen Minerba.

5. Terus meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan Ditjen Minerba dari tingkat
Direktur Jenderal sampai level Koordinator dan Sub Koordinator hingga jajaran staf
mampu berinovasi dalam mengimplementasikan target kinerja.

6. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya
dalam rangka mempertahankan maupun meningkat kinerja di sektor pertambangan.

7. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis
kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi
capaian kinerja.

8. Menindaklanjuti perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil evaluasi
AKIP Ditjen Minerba.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Ditjen Minerba tahun 2025 ini diharapkan dapat
menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan
fungsi Ditien Minerba di tahun-tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media
penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku
kepentingan di dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga Ditjen Minerba
mendapatkan umpan balik (feedback) dari para pemangku kepentingan mengenai

pengelolaan kinerja tersebut.
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